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ABSTRAK

KEBERADAAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN
MANGROVE: STUDI KASUS DI DESA PENITI LUAR KECAMATAN
SIANTAN KABUPATEN PONTIANAK

Oleh:
Budiman
Universitas Terbuka
brilikoe@yahoo.co.id

Kata kunci : kearifan lokal, pengelolaan, hutan mangrove, desa peniti luar

Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai-nilai kearifan lokal, 'dimensi sosial dan
budaya, persepsi dan ketaatan masyarakat Desa Peniti Luandalam pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya hutan mangrove. Penelitian,__nénggunakan metode
deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan’ obsérvasi, wawancara, dan
penyampaian kuesioner. Variabel yang diamati nieliputi-kondisi vegetasi mangrove,
nilai-nilai kearifan lokal, dimensi sosial budaya,persepsi dan ketaatan masyarakat.
Analisis data menggunakan analisis triangulasi/i€ori, deskriptif komparatif, dan
analisis statistik non-parametrik.

Hasil penelitian menunjukkan Desa Peniti Luar memiliki potensi sumberdaya
pesisir berupa hutan mangrove, yang, merijadi habitat berbagai jenis burung, reptilia
dan sumberdaya perikanan (udaing galah, kerang kepah dan kepiting). Vegetasi
mangrove didominasi spesigs ‘Avicennia alba, indeks keragaman jenis vegetasi
berkisar 0,44 — 0,52 pada semUa tingkatan yang menunjukkan vegetasi mangrove di
desa ini berada pada kondisi-xawan tinggi.

Nilai-nilai keafifanokal yang ada baru pada tingkatan kebiasaan (folkways)
dan belum dibentuk, dalam peraturan tertulis (legal formal) di tingkat desa. Uji
Krusskal Wallissnienunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pengetahuan dan
persepsi masyarakat" tentang keberadaan nilai-nilai kearifan lokal. Perbedaan
signifikan antarzona penelitian hanya terlihat pada tingkat pengetahuan masyarakat
mengenai ekosistem mangrove dan ketergantungan ekonomi masyarakat dengan nilai
Kw = 10,6720 > nilai a 0,05 (2) = 5,991 dan Kw = 7,2204 > nilai o 0,05 (2) = 5,991.
Uji Krusskal_Wallis mengenai ketaatan masyarakat mengikuti nilai-nilai kearifan
lokal dalam pengelolaan hutan mangrove, menunjukkan tidak ada perbedaan
signifikan diantara zona penelitian. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Desa Peniti
Luar memiliki peluang ditingkatkan statusnya menjadi kebijakan formal dalam
bentuk Peraturan Desa.
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ABSTRACT

WISDOM LOCAL EXISTENCE IN MANGROVE FOREST MANAGEMENT:
A CASE STUDY IN PENITI LUAR VILLAGE SIANTAN REGENCY
PONTIANAK DISTRICT

By:

Budiman
Universitas Terbuka
brilikoe@yahoo.co.id

Keywords: local wisdom, management, mangrove forest, Peniti LUas.villages

The study aims to assess the values of local wisdom, social and cultural
dimension, the perception and adherence of society in.the,Peniti Luar village in the
utilizetion and management of mangrove forest resoufces. The research applies a
descriptive method. The methods of data collectioh are.0bservation, interviews, and
questionnaires. Variables observed include mangrove vegetation conditions, the
values of local wisdom, the social dimensiop“@f culture, and the public perception and
devotion. The methods of analysis are triangulation theory, comparative descriptive,
and statistical analysis of non-parametrit.

The results show that the Penitiftarvillage has a resource potential of coastal
mangrove forests, which becomesithe'habitat for many species of birds, reptiles and
fish resources such as prawny mussel shells and crab. Mangrove species are
dominated by Avicennia alba; and vegetation species diversity index ranges from
0.44 to 0.52 at all levelsdhat.indicate the mangrove vegetation in this village located
in high-prone conditian,

The values of loeal"wisdom are indicated that they exist at the level of habit
(folkways) and, have=not been established in the written rules at the village level.
Krusskal Wallistest"shows there were no significant differences in knowledge and
perception of “society about the existence of the values of local wisdom. The
significant differences between the study zone were only seen in the level of public
knowledge about the mangrove ecosystem and the economic dependence of
communities with their respective values Kw = 10.6720> o value of 0.05 (2) = 5.991
and Kw = 7.2204> o value 0,05 (2) = 5.991. Krusskal Wallis test of society
obedience in complying with the values of local wisdom in the management of
mangrove forests, showed that there was no significant difference between the study
zone. The values of local wisdom of Peniti Luar village community had an
opportunity to improve the status to become a formal policy in the regulations of the
area.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Pengertian Wilayah Pesisir dan Ekosistem Mangrove
a. Definisi Wilayah Pesisir

Dahuri et al. (1996), mendefinisikan wilayah pesisir sebagai suatu wilayah
peralihan antara daratan dan lautan, dimana batas ke arah.darat-adalah jarak secara
arbiter dari rata-rata pasang tertinggi dan batas ke arali laut-adalah yuridiksi wilayah
propinsi atau state di suatu negara. Wilayah pesSiSir merupakan pertemuan antara
ekosistem darat dan laut, ke arah darat meliputi bagian tanah yang kering maupun
yang terendam air yang dipengaruhi sifat-sifat laut seperti gelombang, ombak, pasang
surut, dan lainnya, ke arah laut«nencakup bagian perairan laut yang dipengaruhi oleh
proses alami daratan sepefti sedimnentasi dan pencemaran oleh daerah aliran sungai
(DAS) (Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2006).

Secara harfiah, wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan
lautan, dimana wilayah daratannya masih dipengaruhi oleh dinamika lautan seperti
intrusi air laut dan wilayah perairan lautnya masih dipengaruhi oleh dinamika daratan
seperti terjadinya sedimentasi dan lain sebagainya. Ciri utama wilayah pesisir
biasanya ditunjukkan oleh adanya zona atau kawasan pantai baik pantai berpasir
(sandy beach), pantai berbatu (rocky beach), dan berlumpur (muddy beach). Selain
itu, adanya hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun merupakan penciri

utama dari ekosistem pesisir (Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau
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Kecil, 2009a). Dalam konteks kebijakan, Jones and Westmaccot (1993) yang dikutip
dari Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (2009a),
mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah yang mencakup daratan pesisir dan
perairan pesisir dan segenap sumber daya alam yang ada di dalamnya serta memiliki
batas yang ditentukan secara poliltik melalui proses legislasi atau peraturan
pemerintah.

Sementara itu, dalam pasal 1 Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, defenisi,wtayah pesisir yang
digunakan adalah daerah peralihan antara ekosistem.daratidan laut yang dipengaruhi
oleh perubahan di darat dan di laut. Dalam definisi tersebut mencakup 3 pendekatan
batasan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan administrasi, dan pendekatan
perencanaan. Dalam konteks pendekatar“ekologis, wilayah pesisir didefinisikan
sebagai kawasan daratan yang. masihdipengaruhi oleh proses dinamika laut seperti
pasang surut, intrusi air 4aut..dan kawasan laut yang masih mendapat pengaruh dari
proses dan dinamika Garatan seperti sedimentasi dan pencemaran. Sementara itu,
pendekatan <adrniristrasi membatasi wilayah pesisir sebagai wilayah yang
administrasi.pemerintahan memiliki batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau
kabupaten/kota yang mempunyai laut dan kearah laut sejauh 12 mil dari garis pantai
untuk propinsi dan sepertiganya (4 mil) untuk kabupaten/kota. Dalam konteks
pendekatan perencanaan, wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan
pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan isu yang akan dikelola

secara bertanggung jawab.
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b. Potensi Sumber Daya Alam Pesisir

Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam yang dapat didayagunakan
untuk mengakselerasi  pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara kepulauan
(archipelagis state), Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan
wilayah pesisir terpanjang di dunia. Garis pantai Indonesia 91.181 kilometer adalah
garis pantai terpanjang ke empat di dunia setelah negara Kanada, Amerika Serikat
dan Rusia. Dengan demikian, ekosistem di wilayah pesisir mertipakan sumber daya
alam dengan potensi sangat besar dalam mendukung“spoembangunan nasional
(Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulaungecil, 2009b).

Wilayah pesisir memiliki arti strategis Karena imerupakan wilayah peralihan
(interface) antara ekosistem darat dan laut, serta-memiliki potensi sumber daya alam
dan jasa-jasa lingkungan yang sangai“kaya (Clark, 1996). Menurut Dahuri (1999),
potensi sumber daya pesisir_seeara’umum dibagi atas empat kelompok yakni: (1)
sumber daya yang dapat, pulih (renewable resources); (2) sumber daya tidak dapat
pulih (non-renewable resources); (3) energi kelautan dan (4) jasa-jasa lingkungan
kelautan (enviranumental services), yang merupakan sumber daya yang sangat besar
untuk menggerdkan perekonomian nasional.

Wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai potensi, yang dapat
dikelompokkan dalam empat katagori, yaitu: (1) sumber daya hayati: vegetasi pantai,
mangrove, padang lamun, biota darat dan perairan, dan lain-lain; (2) sumber daya non
hayati: mineral, migas, pasir, pesisir laut, dan lain-lain; (3) sumber daya buatan:
prasarana perikanan, prasarana perhubungan (pelabuhan), pembangunan pantai,

pemecah gelombang (break water), tambat labuh (jetty), tembok laut (sea wall) dan
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tambak; (4) jasa-jasa lingkungan: obyek wisata bahari, media pelayaran, energi
gelombang laut, tempat penyerapan karbon (carbon sink), dan lain-lain (Direktorat

Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2009c).

c. Definisi, Jenis, dan Penyebaran Hutan Mangrove

Keberadaan hutan mangrove sangat penting artinya dalam pengelolaan sumber
daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Mangrove berperan sebagai filter untuk
mengurangi efek yang merugikan dan perubahan lingkungan ‘utama dan sebagai
sumber makanan bagi biota laut (pantai) dan biota baru. Selain itu, ekosistem ini juga
berfungsi dalam mengolah limbah melalui penyeragan-kelebihan nitrat dan phospat
sehingga dapat mencegah pencemaran dan kontaminasi perairan sekitarnya (Huda,
2008). Hutan mangrove sering disebut jaga sebagai hutan pantai, hutan pasang surut,
hutan payau atau hutan bakau. Istilahdakau sebenarnya merupakan nama dari salah
satu jenis tumbuhan mangroye Vaitu Rhizophora spp (Nybakken, 1992).

Menurut Nybakken{(1992), hutan mangrove adalah sebutan umum yang
digunakan untuks.menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang
didominasi «olefi~teberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang
mempunyal _Kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Hutan mangrove
meliputi pohon-pohon dan semak yang tergolong ke dalam 8 famili, terdiri atas 12
genera tumbuhan berbunga : Avicennia, Sonneratia, Rhyzophora, Bruguiera, Ceriops,
Xylocarpus, Lummitzera, Laguncularia, Aegiceras, Aegiatilis, Snaeda dan

Conocarpus (Bengen, 2000).
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Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang
surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang
pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas
tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Hutan mangrove dikenal juga dengan
istilah tidal forest, coastal woodland, vloedbosschen dan hutan payau (bahasa
Indonesia). Selain itu, hutan mangrove oleh masyarakat Indonesia dan negara Asia
Tenggara lainnya yang berbahasa Melayu sering disebut défigan hutan bakau.
Penggunaan istilah hutan bakau untuk hutan mangrove sebepatnya kurang tepat dan
rancu, karena bakau hanyalah nama lokal dari margasRhizephora, sementara hutan
mangrove disusun dan ditumbuhi oleh banyal marga“dan jenis tumbuhan lainnya.
Oleh karena itu, penyebutan hutan mangrove dengan hutan bakau sebaiknya dihindari
(Kusmana, 2003).

Ekosistem mangrove adalah ekosistem khas daerah tropik yang tidak akan
dijumpai di daerah tempeérate.. Ekosistem hutan mangrove adalah sebutan umum bagi
suatu jenis komunitas “hdyati pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies
pohon mangrevewang khas yang mampu tumbuh dan berkembang di perairan payau
dan terdapat.di’ daerah intertidal (Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, 2009a). Ekosistem mangrove adalah suatu sistem di alam tempat
berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara
makhluk hidup dengan lingkungannya dan di antara makhluk hidup itu sendiri,
terdapat pada wilayah pesisir, terpengaruh pasang surut air laut dan didominasi oleh
spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin atau

payau (Santoso, 2000).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40728.pdf
13

Cakupan sumber daya mangrove secara keseluruhan menurut Kusmana (2003)
terdiri atas: (1) satu atau lebih spesies tumbuhan yang hidupnya terbatas di habitat
mangrove; (2) spesies-spesies tumbuhan yang hidupnya di habitat mangrove, namun
juga dapat hidup di habitat non mangrove; (3) biota yang berasosiasi dengan
mangrove (biota darat dan laut, lumut kerak, cendawan, ganggang, bakteri, dan lain-
lain) baik yang hidupnya menetap, sementara, sekali-kali, bisa ditemukan kebetulan
maupun khusus hidup di habitat mangrove; (4) proses-proses alatiiah yang berperan
dalam mempertahankan ekosistem ini baik yang berada di daerah vegetasi maupun di
luarnya; dan (5) daratan terbuka atau hamparan lumpur)yang berada antara batas
hutan sebenarnya dengan laut. Menurut DireKtoratvJenderal Kelautan, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (2009a), keanekaragaman hayati pada ekosistem mangrove sangat
tinggi, mengingat ekosistem hutan mangtove adalah habitat berbagai jenis biota, baik
biota perairan maupun biota~darat.”” Beberapa jenis biota laut yang hidup pada
substrat perairan mangrOve-antara lain Molusca, Crustaceae dan beberapa ikan.
Moluska terdiri dari‘atas/Gastropoda (keong) dan Pelecyopoda (kerang). Krustasea

terdiri dari kepiting'(Scylla serrata), dan bermacam udang.

d. Fungsi‘dan Potensi Mangrove

Ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang
penting dalam pembangunan, khususnya di wilayah pesisir. Meskipun demikian,
kondisi hutan mangrove di Indonesia terus mengalami kerusakan dan pengurangan
luas dengan kecepatan kerusakan mencapai 530.000 ha/tahun. Sementara laju

penambahan luas areal rehabilitasi mangrove yang dapat terealisasi masih jauh lebih
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lambat dibandingkan dengan laju kerusakannya, yaitu sekitar 1.973 ha/tahun (Anwar
dan Gunawan, 2007).

Ekosistem mangrove merupakan sumber daya alam daerah tropika yang
mempunyai manfaat ganda baik aspek ekologi maupun sosial ekonomi. Bengen
(2000), menyatakan bahwa ekosistem mangrove memiliki fungsi antara lain: (1)
sebagai pelindung pantai dari gempuran ombak, arus, dan angin; (2) sebagai tempat
berlindung, berpijah, atau berkembang biak serta daerah asuhan fierbagai jenis biota;
(3) sebagai penghasil bahan organik yang sangat produktif “(detritus); (4) sebagai
sumber bahan baku industri bahan bakar; (5) pemasol/larva ikan, udang dan biota
laut lainnya; serta (6) tempat pariwisata. MangiOve juga mampu dalam menekan laju
intrusi air laut ke arah daratan. Hasil penelitian”Sukresno dan Anwar (1999) yang
dikutip oleh Anwar dan Gunawan, 200%.terhadap air sumur pada berbagai jarak dari
pantai menggambarkan bahwa. kendisi air pada jarak 1 km untuk wilayah Pemalang
dan Jepara dengan kondisi-mangrovenya yang relatif baik, masih tergolong baik,
sementara pada wilayah/Semarang dan Pekalongan, Jawa Tengah sudah terintrusi
oleh air laut padayjarak 1 km.

Fungsi.ckologis hutan mangrove adalah sebagai berikut: (1) pencegah abrasi
pantai; (2) daerah asuhan dan tumbuh besar (nursery ground) dan daerah mencari
makanan (feeding ground) serta daerah pemijahan (spawning ground) bermacam ikan
dan udang yang komersial penting dan hidup di perairan pantai dan perairan lepas
pantai; (3) sebagai penghasil sejumlah besar detritus. Detritus ini adalah partikel-
partikel serasah daun dan dahan yang rontok menjadi serasah. Detritus akan

dimanfaatkan oleh para pemakan detritus setempat. Oleh arus surut sebagian dari
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detritus akan diekspor ke laut dan menjadi makanan detritus (berbagai ikan dan
udang). Detritus akan mengalami dekomposisi bakterial yang menghasilkan mineral-
mineral hara seperti garam-garam nitrat dan fosfat serta bahan-bahan organik terlarut;
(4) sebagai perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan (surface

runoff) dan perangkap bahan-bahan pencemar tertentu yang akan diikat oleh substrat.

2. Konsep Pelestarian dan Pembangunan Berkelanjutan

Lingkungan terdiri dari lingkungan biofisik (biotik dan fisik) serta lingkungan
sosial. Lingkungan biotik meliputi organisme hidupmencakup flora, fauna, dan
mikroorganisme. Sedangkan lingkungan fisik meliputi-benda mati antara lain tanah,
air, dan udara. Sementara lingkungan sosial selipuit’semua faktor atau kondisi dalam
masyarakat yang dapat menimbulkan™)ypengaruh atau perubahan sosiologis
(Soemarwoto, 1997). Ketiga komiponéndingkungan tersebut terkait dalam hubungan
inter-relationship dengan kaidat) keseimbangan yang diatur oleh ketertiban alamiah
(BPP-PSPL Universitas Riau;2005).

Selanjutnya, Seeémarwoto (1997), menambahkan bahwa ekosistem terbentuk
oleh variasi“komponen lingkungan di suatu tempat yang berinteraksi membentuk
suatu kesatudn yang teratur dengan fungsi dan niche tertentu. Selama masing-masing
komponen berfungsi dengan baik, ekosistem akan berada dalam keteraturan dan
keseimbangan yang dinamis. Manusia sebagai subsistem lingkungan selalu
berinteraksi dengan lingkungan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidupnya.
Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan pembangunan, yang bertujuan

mengubah keseimbangan lingkungan tertentu ke arah kualitas lingkungan yang
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dianggap lebih baik. Secara ekologi pembangunan merupakan gangguan terhadap
keseimbangan lingkungan, sehingga upaya pelestarian lingkungan merupakan suatu
yang janggal jika dihubungkan dengan kegiatan pembangunan.

Berbagai penyebab kekritisan mangrove dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1)
konversi lahan mangrove menjadi tambak; (2) pemanfaatan untuk kayu bakar; (3)
pemanfaatan untuk bahan bangunan; (4) pemanfaatan untuk bahan industri; (5)
pemanfaatan kulit mangrove untuk penguat dan pewarna jaring;\(6).kerusakan yang
disebabkan oleh proses-proses alam dan; (7) kerusakan “akihat~ kelemahan dalam
penerapan kebijakan pembangunan. Alih fungsi lahan jsebagai bentuk intervensi
manusia terhadap lahan mangrove dicatat se€bagai salah satu penyebab penting
penyusutan luas dan kemunduran hutan mangrove (Hilyana, 2009).

Paradigma pembangunan perikanali‘pada dasarnya mengalami evolusi dari
paradigma konservasi (biologi) ke paradigma rasionalisasi (ekonomi), kemudian ke
paradigma sosial dan kopiunitas. Namun walaupun demikian menurut Charles
(1994), ketiga paradigma tersebut masih tetap relevan dalam kaitan dengan
pembangunan-perikanan berkelanjutan. Pandangan pembangunan perikanan yang
berkelanjutan/ “haruslah mengakomodasikan ketiga paradigma tersebut. Oleh
karenanya konsep pembangunan perikanan berkelanjutan harus mengandung aspek:
(1) Ecological sustainability (keberlanjutan ekologi). Dalam pandangan ini
memelihara keberlanjutan stok atau biomass sehingga tidak melewati daya
dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari ekosistem menjadi
perhatian utama; (2) Socioeconomic sustainability (keberlanjutan sosio-ekonomi).

Konsep ini mengandung makna pembangunan perikanan harus memperhatikan
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keberlanjutan dari kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu. Dengan kata
lain mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih
tinggi merupakan konsern dalam kerangka keberlanjutan ini; (3) Community
sustainabily, mengandung makna bahwa keberlanjutan kesejahteraan dari sisi
komunitas atau masyarakat haruslah menjadi perhatian membangun perikanan yang
berkelanjutan; (4) Institutional sustainability (keberlanjutan kelembagaan). Dalam
kerangka ini keberlanjutan kelembagaan menyangkut memelihar& aspek finansial dan
administrasi yang sehat merupakan prasyarat dari ketiga pembanguanan keberlanjutan
di atas.

Perhatian pembangunan perikanan yang herkelanjutan (sustainable) sebenarnya
dimulai pada awal tahun 1990-an, merupakan proses dari terjadi beberapa perubahan
menyangkut: (a) meningkatnya perhatiag terhadap lingkungan dari para pemangku
kepentingan (stakeholders) ..sebagai akibat Rio summit yang menyerukan
diperlukannya perbaikai, secarda global terhadap pengelolaan sumber daya alam
termasuk perikanan ‘danskelautan; (b) terjadinya collapse dari beberapa perikanan
dunia seperti~.anchory, tuna, dan salmon yang menyadarkan orang tentang
konsekuensi.yang ditimbulkan tidak hanya ekologi, namun juga konsekuensi sosial
dan ekonomi; dan (c) pemberdayaan para stakeholders yang menuntut diperlukan
pandangan yang lebih holistik mengenai pengelolaan perikanan (Aldier et al., 2000).

Menurut Fauzi dan Anna (2002), dalam pembangunan perikanan berkelanjutan
paling tidak harus ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu (a) ekologi:
tingkat eksploitasi, keragaman rekrutmen, perubahan ukuran tangkap, Jumlah

tangkapan terbuang (discard) dan tangkapan sampingan (by catch) serta produktivitas
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primer; (b) ekonomi: kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (Gross
Domestic Product), penyerapan tenaga kerja, sifat kepemilikan, tingkat subsidi dan
alternatif income; (c) teknologi: lama trip, tempat pendaratan, selektifitas alat, FAD,
ukuran kapal, dan efek samping dari alat tangkap, dan (d) etik: kesetaraan, ilegal
fishing, mitigasi terhadap habitat, mitigasi terhadap ekosistem dan sikap terhadap
limbah dan by catch.
3. Kearifan Masyarakat Lokal
a. Kearifan Lokal

Keraf (2003), mendefiniskan kearifan tradisignal ~adalah semua bentuk
pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasany serta adat kebiasaan atau etika
yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi
kearifan tradisional bukan hanya' ‘mefyangkut pengetahuan atau pemahaman
masyarakat adat tentang manusia,dan‘bagaimana relasi yang baik di antara manusia,
melainkan juga menyangkut.pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang
manusia, alam, dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologi.
Seluruh kearifanitradisional ini dihayati, dipraktikan, diajarkan, dan diwariskan dari
satu generasi”Ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia
sehari-hari baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan yang gaib.

Satria (2002), menggunakan istilah pengetahuan lokal (indigenous knowledge)
dan mendefinisikan sebagai suatu kekayaan intelektual mereka yang hingga kini terus
dipertahankan. Dalam beberapa literatur telah mendapat tempat sebagai salah satu
sumber ilmu pengetahuan seperti dalam metode Rapid Appraisal for Fisheries

(RAFISH). Metode ini yang perlu dikembangkan lebih jauh dan sepatutnya
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pengetahuan yang dimiliki masyarakat nelayan dihargai sekaligus dikombinasikan
dengan temuan-temuan modern yang dilahirkan lembaga riset atau perguruan tinggi.

Pengetahuan masyarakat terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal tentang
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang terakumulasi sepanjang
sejarah hidup mereka mempunyai peranan sangat besar. Pandangan bahwa manusia
merupakan bagian dari alam dan sistem kepercayaan Yyang menekankan
penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan nilai yang Sangat positif untuk
pembangunan berkelanjutan (Gadgil et al., 1993).

Sistem kearifan tradisional (pengetahuan masyafakat” lokal) didasarkan atas
beberapa karakter penggunaan sumber dayd (Matowanyika, 1991), ialah: (1)
sepenuhnya pedesaan; (2) sepenuhnya_didasarkan atas produksi lingkungan fisik
setempat; (3) integrasi nilai ekonomi,“saeSial, budaya dan institusi dengan hubungan
keluarga sebagai kunci sistem-distribusi dan keluarga sebagai dasar pembagian kerja;
(4) sistem distribusi yang, meaderong adanya kerjasama; (5) sistem pemilikan sumber
daya yang beragam, ‘tetapi selalu terdapat sistem pemilikan bersama; dan (6)

sepenuhnya terganturig pada pengetahuan dan pengalaman lokal.

b. Laut dan Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan istilah yang sering dipakai kalangan ilmuwan untuk
mewakili sistem nilai dan norma yang disusun, dianut, dipahami, dan diaplikasikan
masyarakat lokal berdasarkan pemahaman, dan pengalaman mereka dalam
berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan (Tjahjono et al., 2000). Menurut

Mitchell et al. (2000) dan Soemarwoto (1999), masyarakat lokal telah
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mengembangkan pemahaman terhadap sistem ekologi di mana mereka tinggal.
Eksploitasi lingkungan biofisik diatur secara seksama dengan hukum sosial tertentu
oleh manusia berdasarkan pengalaman empirik. Pelanggaran terhadap hukum sosial
akan mendapatkan sanksi, baik dari masyarakat maupun dari Tuhan. Dengan
pengaturan tersebut dapat dihindari eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan
biofisik seperti eksplotasi terhadap sumber daya laut. Pengaturan berdasarkan
pengalaman empirik itu menumbuhkan kearifan ekologi yang fienjadi pilar utama
kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

Pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari/alam dan sistem kepercayaan
yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan./Menurut Gadgil et al. (1993),
merupakan nilai yang sangat positif untuk peléstarian lingkungan dalam konsep
pembangunan berkelanjutan. Pada primsipriya pola hubungan manusia di kawasan
pesisir dan laut didasarkan pada,saling ketergantungan yang bersifat interaktif dan
fungsional. Laut tidak hafya-dieksploitasi tapi juga dipelihara dan dipertahankan agar
tetap dapat berfungsi\karena ekosistem laut harus dipandang dalam kondisi yang lebih
luas yaitu sejauh, mana laut beserta isinya terkait dalam berbagai pranata sosial
kehidupan“masyarakat (Indrizal dan Hazwan, 1994). Oleh karena masyarakat di
kawasan pesisir dan laut seperti halnya di kawasan hutan, masih berpegang teguh
pada norma adat serta tradisi yang diwarisi secara turun temurun. Ketergantungan
mereka terhadap laut sangat besar, tidak menyebabkan mereka mengeksploitasi laut
secara besar-besaran untuk tujuan komersil (Sumardi et al., 1997).

Sifat open acces dari perairan laut memiliki potensi yang sangat besar bagi

munculnya konflik antara masyarakat desa setempat (khususnya nelayan tradisional)
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dengan masyarakat luar desa dalam interaksi pemanfaatan sumber daya laut.
Masyarakat luar desa yang dimaksud disini adalah nelayan modern yang biasanya
berasal dari kota-kota atau hanya sebagai pemodal bagi usaha penangkapan ikan,
yang memiliki batas geografi sangat dekat dengan desa tersebut. Perbenturan ini
berasal dari dualisme antara hukum adat yang dipegang erat masyarakat desa dengan
hukum legal-formal (nasional) yang diacu oleh nelayan modern (Indrawasih, 2004).

Aturan-aturan tentang pemanfaatan laut guna mengatasi Konflik muncul dari
tataran masyarakat yang paling sederhana yaitu di tingkat desa sampai yang paling
rumit yaitu di tingkat internasional. Dalam sejarah_hubungan antar bangsa masalah
batas-batas laut baru agak reda setelah keludrpya“konvensi perserikatan bangsa-
bangsa tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982 (Buchloz, 1987). Suatu hal
yang menarik adalah jauh sebelum hukunihasional tentang pemanfaatan sumber daya
laut, justru masyarakat tradisional Indonesia telah memiliki seperangkat aturan dalam
pemanfaatan sumber daya {aut (khususnya perikanan), seperti hak laut Sasi” yang
terkenal di Kepulauan Maluku.

Permasalahan‘dualisme antara hukum adat dengan hukum legal-formal serupa
sebenarnyasjuga terjadi pada kasus pemanfaatan lahan atau tanah, dan hutan, namun
permasalahan dalam kasus tanah atau hutan tidak serumit sumber daya laut karena
lahan dan hutan memiliki batas-batas yang jelas dan bersifat statis. Kerumitan
penyelesaian permasalahan menjadi semakin besar oleh sifat-sifat laut yang open
acces dengan tidak jelasnya batas-batas laut dan sifat dinamis dari sumber daya
hayatinya seperti ikan, udang, dan kepiting. Upaya yang dilakukan masyarakat

tradisional untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya laut adalah
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dengan menetapkan laut sebagai milik bersama yang dikenal dengan hak ulayat laut
(HUL) atau sea tenure.

Sebagai suatu pranata dalam masyarakat tradisional sejalan dengan
perkembangan kehidupan manusia yang penuh dengan dinamika ke arah proses
transformasi struktural yang lebih maju. Sangat menarik bahwa HUL masih tetap
dipertahankan oleh sebagian masyarakat di belahan Timur Indonesia. Kekontrasan
sifat-sifat masyarakat desa yang tradisional dengan masyarakat keta yang modern
dalam kasus pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia Timur rmasih jelas terlihat
dibanding daerah Indonesia lainnya seperti di Jawa atauSumatera.

HUL merupakan seperangkat aturan ataudpraktik‘pengelolaan wilayah laut dan
sumber daya yang terkandung didalamnya, yang menyangkut siapa yang memiliki
hak atas suatu wilayah, jenis sumbettaya yang boleh ditangkap dan teknik
mengeksploitasi sumber daya-yang diperkenankan. HUL mengacu pada seperangkat
hak dan kewajiban timbal balik’yang muncul dalam institusi kepemilikan bersama.
Konsep kepemilikan, jikd-diterapkan pada sumber daya mengandung arti sebagai
suatu kelembagaan ‘sosial primer yang memiliki susunan dan fungsi untuk mengatur
sumber daya “yang lebih didasarkan pada kebiasaan, larangan-larangan dan
kekeluargaan. Institusi atau kepranataan dalam sistem kepemilikan atau penguasaan
sumber daya bersama tidak dapat dilepaskan dari adanya social order yang memiliki
kekuatan mengikat bagi setiap individu anggota suatu komunitas.

Menurut Nasikun (1979), aturan-aturan yang yang terbentuk dalam sistem
penguasaan bersama pada dasarnya merupakan suatu kesadaran kolektif (collective

consciouss). Kesadaran kolektif itu memiliki dua sifat pokok. Sifat yang pertama
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adalah kesadaran kolektif dari suatu komunitas atau kelompok sosial sesungguhnya
berada diluar kedirian setiap individu yang disosialisasikan dari suatu generasi ke
generasi berikutnya. Sifat yang kedua adalah kesadaran kolektif mengandung suatu
kekuatan psikis yang memaksa individu-individu anggota kelompok untuk
menyesuaikan diri terhadapnya.

HUL sebagai suatu pranata merupakan bagian dari struktur ekonomi
masyarakat nelayan yang bersama dengan pranata lain membéntuk suatu struktur
ekonomi. Dalam hal ini HUL dipandang sebagai salah satusistem mata pencaharian
hidup yang fungsinya mendukung eksistensi suatu_Komiunitas. Terdapat ciri khusus
yang membedakan HUL dengan sistem mata péneatiarian yang lain seperti pertanian
dan perkebunan (hak ulayat tanah), yaitu adanya seperangkat aturan adat yang
mengatur pengelolaan dan akses ‘terhadap jenis sumber daya dan alat yang
diperbolehkan dalam pengeksploitasiannya. Dalam hal ini, aspek sosial budaya
memiliki peranan yang séma-pentingnya dengan aspek ekonomi dalam sistem HUL.

Sistem pengelolaap’sumber daya laut secara adat dijalankan hampir menyebar
di seluruh Indoniesia; tetapi sebagai akibat transformasi struktural dari masyarakat
tradisional™meénuju ke masyarakat industri (modernisasi). Praktik HUL masih tetap
dipegang dan dijalankan, sebagian besar berada di Indonesia bagian Timur. Hasil
pemetaan praktik HUL yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kemasyarakatan dan Kebudayaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-
LIPI) menunjukkan beberapa daerah praktik HUL (disarikan dari Buku HUL di
Kawasan Indonesia Timur (Wahyono et al., 2000), yaitu : (1) Seke di Kabupeten

Sangihe, Sulawesi Utara, (2) Maluku (konsep petuanan Sasi) : Masyarakat nelayan di
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Pulau Saparua dan Haruku (Maluku Tengah), Pulau Ternate (Maluku Tengah), Desa
Lataluhut (Pulau Ambon), dan Kepulauan Kei (Maluku Tenggara), (3) Rompong di
Kawasan Pesisir Sulawesi Selatan.

Seke adalah mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumber daya perikanan
yang dijumpai di Desa Para, Kabupaten Sangihe. Masyarakat Para mengenali tiga
jenis wilayah perairan yang dijadikan tempat penangkapan ikan (fishing ground),
yaitu: sanghe, inahe dan elie. Sanghe adalah suatu wilayah ldut.tempat terumbu
karang (bahasa lokal: nyare), dimana banyak dihuni ikan-ikan, karang. Inahe adalah
wilayah perairan yang batas antara sanghe dan elie, sedangkan elie adalah wilayah
penangkapan ikan yang paling jauh dari daratan/(offshofe).

Masyarakat Para membentuk sebuah kelompok nelayan yang diberi nama Seke.
Dalam organisasi Seke dikenal istilah. 1okal mengenai keanggotaan berdasarkan
fungsi dan tugasnya masing-rhasifg yaitu: Lekdeng, Tatalide, Seke Kengkang,
Matobo, Tonaas, Mandora,.dan Mendoreso. Lekdeng berarti anggota, sedangkan
Tatalide adalah sehutesi“untuk anggota yang ditugaskan memegang talontong
(tongkat yang-digunakan untuk menjaga seke agar posisinya tegak lurus di atas
permukaarilaut), yang tugasnya adalah menggerak-gerakan seke supaya ikan yang
sudah berada di dalamnya tidak lari keluar. Seke Kengkang adalah sebutan untuk
anggota yang berada di atas perahu tempat meletakkan seke (perahu kengkang).
Anggota ini bertugas menurunkan seke ke laut jika sudah ada aba-aba yang diberikan
pemimpin pengoperasian seke. Matobo adalah anggota yang bertugas menyelam dan
melihat posisi gerombolan ikan laying sebelum seke diturunkan ke laut. Tonaas

adalah pimpinan pengoperasian seke, sedangkan wakilnya disebut Tonaseng
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Karuane. Mandore adalah orang yang selalu membangunkan anggota seke setiap kali
pergi beroperasi dan membagi hasil tangkapan kepada anggota. Mandore ini
berkemampuan dalam menaksir jumlah hasil tangkapan yang akan dibagikan ke
seluruh anggota. Mendoreso adalah sebutan untuk orang yang menjadi bendahara.

Salah satu peraturan yang ditetapkan dalam seke menurut Wahyono et al.
(2000), jika terjadi pelanggaran lokasi, pihak yang melanggar dikenakan sanksi ganti
rugi berupa barang yaitu 5-10 zak semen atau uang senilai baraiig.tersebut. Barang
tersebut nantinya digunakan untuk keperluan pembangunar, gereja atau fasilitas
umum lainnya di Desa Para. Menurut Satria et al.\2002), pelajaran yang dapat
diambil dari pengelolaan sumber daya ikan{ dengan organisasi tradisional seke
tersebut, adalah: (1) Seke mengatur sekelompok masyarakat untuk senantiasa
memberikan perhatian kepada distribusi«dar alokasi pemanfaatan sumber daya alam,
khususnya ikan, kepada selursh anggota masyarakat. Hal ini tercermin pada
pembagian waktu dan lokastuntuk setiap kelompok seke dalam suatu periode waktu,
misalnya satu minggu.\Jengan demikian, konflik pemanfaatan diantara masyarakat
akan tereleminasi,’(2) Selain distribusi penangkapan ikan, tradisi seke juga
mengajarkan.péntingnya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat
dari sistem bagi hasil yang diterapkan. Seluruh komponen masyarakat mendapat bagi
hasil dari penangkapan ikan yang diperoleh oleh sebuah kelompok seke tertentu.
Dalam konteks modern, sistem distribusi pendapatan seperti ini mencirikan adanya
konsep pemanfaatan yang kuat di kalangan masyarakat Para.

Sasi adalah salah satu model pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan

sebagian masyarakat pesisir di Propinsi Maluku. Tradisi sasi yang cukup dikenal
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adalah tradisi sasi di Desa Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah.
Sasi adalah suatu kesepakatan tradisional tentang pemanfaatan sumber daya alam
yang disusun oleh masyarakat dan disahkan melalui mekanisme struktural adat di
suatu desa (Wahyono et al., 2000). Pelaksanaan sasi di Desa Nolloth yang
dikeluarkan tanggal 21 Januari 1994 dan disahkan oleh Kepala Desa dan Kewang
(Satria et al., 2002). Bersamaan dengan keputusan tersebut, dikeluarkan juga aturan
tentang sanksi terhadap pelanggaran sasi. Zona sasi meliputi aredi*seluas 125.000 m?
pada pesisir pantai sepanjang 2,5 km mulai dari Pantai ‘Wmisiri (batu berlubang)
sampai Pantai Waillessy (berbatasan dengan Desa_lhafmahy). Adapun ke arah laut
zona ini mulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 meter. Dengan demikian,
sebuah zona sasi merupakan daerah terbatas bagi-pemanfaatan sumber daya alam laut
yang sepenuhnya diatur melalui peraturari sasi. Sasi merupakan salah satu institusi
adat yang berisi kesepakatan adat’dengkap dengan sanksi-sanski apabila terjadi
pelanggaran terhadap adat tetsebut. Misalnya, dilarang memanah ikan serta kegiatan
wisata bahari yang beluni-mendapat izin dari kepala desa. Di kawasan Desa Nolloth
dikenal dengan.tua Sistem penyelenggaran sasi, yaitu Sasi Negeri (sasi adat), dan
Sasi Gerejas “Perbedaan pokok di antara dua sistem sasi tersebut adalah
penyelenggaraan kesepakatan tradisional tersebut. Penyelenggara sistem Sasi Negeri
adalah Kewang dan kepala desa, sedangkan penyelenggaraan Sasi Gereja adalah
pendeta dan gereja.

Keseluruhan peraturan dalam sistem sasi disampaikan secara lisan dari generasi
ke generasi. Berbeda dengan sistem tradisional di daerah lainnya, sistem sasi di Desa

Nolloth sudah diakomodasi pelaksanaannya oleh pemerintah formal melalui
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legitimasi secara tertulis dan formal dari pemerintah desa pada tahun 1990 (Satria et
al., 2002). Dengan demikian, sejak saat itu sasi menjadi suatu pranata yang formal
dan legal di tingkat desa. Pelajaran yang dapat diambil dari sistem sasi ini adalah
bahwa adanya kesadaran masyarakat pesisir Desa Nolloth tentang pentingnya
kelestarian sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka. Sistem ini
akan mewujudkan juga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat pengguna
sumber daya alam dan kewajiban masyarakat untuk melestarikaiimya. Problem yang
mungkin terjadi dengan sistem sasi adalah bahwa peraturan ini hanya berlaku bagi
masyarakat lokal dan tidak berlaku bagi masyarakat luér.)Dampaknya adalah posisi
tawarnya menjadi lemah karena saat pihak luar’akarrmiasuk ke kawasan sasi dengan
membawa legitimasi pemerintah yang lebih tinggi, misalnya tingkat propinsi atau
pusat, pelaksanaan sasi di kawasan tersehtiiberpotensi terganggu (Satria et al., 2002).

Rompong adalah suatu.-tradisi’penguasaan perairan pantai yang sudah lama
dikenal masyarakat Bugis<Makasar. Pemanfaatan perairan adalah sebagai daerah
lokasi penangkapan ‘ikap“dan lahan budidaya. Hal ini sudah dilakukan di beberapa
wilayah perairansSelat Makasar, Teluk Bone dan Laut Flores sebagai perairan yang
mengelilingi.Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, penguasaan perairan wilayah pantai
telah diarahkan untuk kegiatan budidaya laut (Satria et al., 2002). Tradisi rompong
adalah suatu tradisi yang mengarah pada pemberian hak pengelolaan atau
pemanfaatan sumber daya perikanan di suatu kawasan yang batas-batasnya
ditentukan berdasarkan kesepakatan adat. Dalam praktiknya, perairan di sekitar
rompong tertentu diklaim nelayan pemilik rompong sebagaimana layaknya hak milik.

Konsekuensinya adalah dalam radius kurang dari seratus meter tidak seorangpun
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yang boleh melakukan penangkapan ikan selain pemilik rompong. Pengecualian
terhadap larangan ini adalah penangkapan ikan dengan memakai alat tangkap
pancing. Hubungan kerja antara pemilik rompong (parrompong) dengan nelayan
pembantu (anagguru) adalah dengan sistem bagi hasil yaitu 50% dari hasil tangkapan
bersih untuk nelayan rompong dan sisanya 50% untuk nelayan pembantu yang
jumlahnya empat orang (Biasane, 2004).

Dalam kaitan dengan kegiatan penangkapan ikan melaltissistem rompong,
setiap parrompong mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak,parrempong adalah: (1)
menguasai atas perairan untuk menangkap ikarn/dalam wilayah di  sekitar
rompongnya. Pengecualian terhadap monopoli ini “adalah penangkapan ikan oleh
nelayan lain yang menggunakan alat tangkap berupa pancing; (2) klaim atas perairan
pantai itu dapat diwariskan dan, difiihahkan; (3) terhadap rompong yang tidak
dimanfaatkan lagi (tidak ada-kegiatani penangkapan ikan), pemilik rompong masih
berhak dimintai persetujuannya” manakala ada orang yang bermaksud menangkap
ikan di sekitar perairanersebut. Adapun kewajiban para parrompong, adalah: (1)
memberikan <kesenipatan kepada orang lain untuk berlayar dalam wilayah yang
diklaimnyas.dan (2) pihak parrompong diwajibkan memberikan kesempatan kepada
orang lain untuk menangkap ikan jika menggunakan alat tangkap pancing (Saad,
1994).

Sehubungan dengan makna religius, laut dianggap masyarakat sekitar sebagai
tempat yang mengandung nilai keramat atau magis yang sangat berpengaruh terhadap
sistem budaya dan sistem sosial mereka. Laut tidak hanya sebagai lingkungan

fisik semata melainkan juga memiliki roh yang akan memberikan suatu reaksi yang
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dapat menyakiti atau mencelakakan apabila diperlakukan secara tidak baik (Tjahjono
et al., 2000).
c. Lautdan Perubahan Kearifan Lokal

Jika pada awalnya masyarakat memiliki berbagai kearifan yang luar biasa
terhadap lingkungan sekitarnya. Sekarang kearifan itu memudar akibat berbagai
faktor, sehingga terjadi gangguan dan kerusakan terhadap laut, menyebabkan hilang
atau terganggunya fungsi laut bagi keberlanjutan generasi selurutismakhluk hidup di
masa sekarang dan akan datang. Kerusakan tidak hanya ditanggung oleh manusia tapi
juga oleh makhluk lain. Istimewanya, manusia. dah kebudayaannya memiliki
kelenturan ekologis yang tinggi, tetapi makhluk’hidup lainnya terancam punah karena
kerusakan habitat (BPP-PSPL Universitas,Riau,*2005).

Meskipun masyarakat lokal mexiphiKikearifan yang sangat baik, tapi perubahan
yang terjadi di kawasan tempat hidup-mereka telah memberikan dampak yang kurang
menguntungkan. Adanya sistem penangkapan modern yang menjanjikan tingkat
penghasilan yang lebih/baik, permintaan hasil laut yang tinggi, telah mendorong
mereka untuk-niemanfaatkan hasil laut semaksimal mungkin sehingga kadangkala
telah melanggar sistem kearifan lokal yang mereka miliki (Direktorat Sejarah dan
Nilai Tradisional, 1993). Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk mendorong
manusia ke arah ketergantungan yang lebih besar terhadap laut dan hasil laut.
Tekanan dan intervensi masyarakat semakin meningkat akibat pesatnya
perkembangan teknologi penangkapan. Masyarakat mulai menggunakan alat tangkap
dengan produktifitas tinggi, dan memungkinkan terjadinya over fishing dan

terjadinya tekanan yang tinggi terhadap sumber daya dan kerusakan lingkungan.
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Hasil penelitian Tjahjono et al. (2000), menunjukkan bahwa pergeseran
kearifan lokal masyarakat diakibatkan berbagai faktor, antara lain rendahnya
penguasaan teknologi, pertambahan penduduk, migrasi penduduk, keterbatasan
wilayah operasi, kebijakan yang mengebiri hak adat serta kebebasan pencurian hasil
alam. Sedangkan menurut Indrizal dan Hazwan (1994), hal ini berkaitan erat dengan
revolusi biru yang menunjuk pada perubahan pola penggunaan wilayah penangkapan

dan teknik penangkapan.

4.  Strategi Pengelolaan
a. Penggalian Kearifan Masyarakat Lokal

Data tentang kearifan lokal yang dimiliki smasyarakat dalam hubungannya
dengan menjaga kelestarian alam, sudalh™banyak” ditemukan. Ada yang masih berupa
kearifan asli, namun adapula yangrssudahdilegasi dan digabungkan dengan kebijakan
pengelolaan kawasan.

Para ninik mamak @i Keéluru Kabupaten Kerinci misalnya, menetapkan Rimbo
Temedak sebagaiwilayah Hukum Adat mereka. Hal ini muncul atas keprihatinan
akibat meningginya frekuensi perambahan areal dan pengambilan hasil alam (Nuansa
Lingkungan;~2000). Penelitian untuk menginventarisir kerifan lokal di Kabupaten
Musi Rawas pun telah dilakukan oleh Wardana et al. (2000). Penelitian tersebut
berhasil membuktikan bahwa pola-pola kearifan lokal masih berlaku dan dipatuhi
masyarakat setempat dengan adanya Dewan Marga, adanya sistem pengelolaan
sungai dan masih dipakainya pola pertanian yang khas seperti huma. Hasil survey

lokasi pengelolaan sumber daya laut di Kabupaten Indragiri Hilir Riau tepatnya di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40728.pdf
31

Desa Panglima Raja juga mengindikasikan adanya kearifan lokal dalam pengelolaan
wilayah laut seperti adanya pantang larang yang dianut masyarakat di antaranya
adalah dilarang menancapkan kain hitam di laut, dilarang menggunakan alat tangkap
Songko bermesin dan dilarang berhubungan badan di laut (BPP-PSPL Universitas
Riau, 2005).
b. Pemberdayaan Kelembagaan Lokal

Upaya pengelolaan sumber daya kelautan tidak bisa migtepaskan diri dari
keterlibatan lembaga-lembaga sosial lokal. Bukan berarti “harus membuat lembaga
baru tapi memberdayakan dan memfungsikan lembaga)yang ada agar berfungsi
secara maksimal sesuai dengan karakteristik #asing-imasing. Lembaga sosial yang
ada bisa berupa lembaga adat, lembaga keagamaan, dan lembaga ekonomi. Penguatan
kelembagaan akan meningkatkan kemadiptan dan posisi tawar warga masyarakat
dalam berinteraksi dengan _pihak “lain, meningkatkan rasa percaya diri dalam
mengatasi berbagai perstalan.yang dihadapi sehingga dapat melindungi masyarakat
dan kepentingan pihak fain'yang merugikan (Direktorat Jenderal PMD, 1999).

Penguatan._ykelembagaan merupakan strategi yang cukup efektif dalam
pengelolaan.sumber daya alam dan masyarakat desa. Lembaga sosial yang ada di
masyarakat pada prinsipnya merupakan media yang cukup efektif untuk mangatur
masyarakat dalam melakukan serangkaian program dan kegiatan. Strategi penguatan
kelembagaan ini penting agar mekanisme, proses, dan penetapan aturan kegiatan
yang harus mereka lakukan mulai dari persiapan sampai pemantauan dilakukan
secara terorganisir melalui institusi yang mereka miliki (Direktorat Jenderal PMD,

1999).
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Menurut Leibo (1996), fungsi dari lembaga sosial adalah : (a) memberi
pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau
bersikap dalam menghadapi masalah-masalah di masyarakat terutama menyangkut
kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan; (b) menjaga keutuhan
masyarakat yang bersangkutan; (c) memberikan pegangan pada anggota masyarakat
untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem pengawasan masyarakat

terhadap tingkah laku para anggotanya.

c. Kerjasama Pengelolaan

Beberapa tahun belakangan, kebijakan“Peémerintah Indonesia mengenai
kawasan lindung masih sering bertumpu~pada larangan menggunakan alat tangkap
modern yang tak ramah lingkungén, seperti bom, bius dan trawl di daerah cagar alam,
larangan melakukan penebangah mangrove, mengkonversi hutan mangrove untuk
aktivitas lain pada kawasan hutan lindung mangrove dan hukuman bagi masyarakat
yang melanggar farangah itu. Pendekatan ini ternyata tidak membawa hasil, kawasan
lindung rusak “atat hancur karena kebutuhan hidup manusia jauh lebih kuat dari
kemampuan” pemerintah dalam menegakkan hukum (Mitchell et al., 2000).
Sementara itu, pendekatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang
dituangkan dalam UU 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil belum memperhitungkan besarnya ketergantungan masyarakat/nelayan kecil
dan pembudidaya ikan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga

memunculkan berbagai konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah
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(Littik, 2009). Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas maka perlu
dilakukan kegiatan usaha atau kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove untuk
mencapai pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan (Bulanin et al., 2009).

Banyak langkah ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam diserahkan
pada sektor swasta (Prijino, 2000), sehingga masyarakat lokal sering tidak menjadi
bagian dalam pembangunan kawasan konservasi yang berimbas kepada kurangnya
kemampuan masyarakat untuk bertindak melindungi sumber daya=Selain itu muncul
kecenderungan yang semakin menguat dimana pola perekonomian” mengarah kepada
tindakan spekulatif dan eksploitatif terhadap sumbendaya“alam. Iskandar et al.,
(2004), mengemukakan pemanfaatan fungsi eKomomi~hutan secara berlebihan oleh
manusia (eksploitasi hutan) tanpa mempedutikan keseimbangan ekologis dapat
menimbulkan malapetaka bagi manusia;itd sendiri, dan memerlukan biaya (cost)
ekonomi dan sosial yang jauh.lebih besar dibanding hasil ekonomi yang diperoleh.

Masyarakat yang tinggal dan bermata pencaharian di sekitar hutan, di satu sisi
seringkali dituding sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan, tetapi di sisi lain
seringkali pula.diharapkan sebagai pelaku utama bagi upaya perlindungan hutan itu
sendiri. Harapan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagai pelaku utama
bagi perlindungan hutan merupakan sesuatu yang wajar, karena dalam kehidupan
kesehariannya mereka berinteraksi langsung dengan hutan dan merupakan orang
pertama yang langsung menerima dampak dari kerusakan hutan, seperti bencana alam
berupa banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan. Semestinya semua pihak yang
berkepentingan terhadap hutan tidak hanya berusaha memperoleh keuntungan dari

segi ekonomi, melainkan juga harus memperhatikan konservasi dan memperkuat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40728.pdf
34

posisi masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dengan lingkungan. Mereka
adalah pihak yang selalu kalah dalam mempertahankan hak dan dikalahkan dengan
alasan kawasan diperlukan untuk kepentingan umum dan pembangunan (Iskandar et
al., 2004). Sebagai jawaban, perlu dirumuskan kebijakan baru yang mencoba
memadukan pelestarian dengan kebutuhan dan kegiatan ekonomi.

Menurut Mitchell et al., (2000), perpaduan pelestarian dapat diwujudkan
melalui pemanfaatan kearifan lokal dalam format sistem penggtahuan lokal. Jika
kerjasama pengelolaan berjalan baik, maka nilai pengetahuanlokal dapat dilibatkan
dalam strategi pengelolaan. Inisiatif lokal juga lebih_ betiasiljika beberapa kekuasaan
lokal dialokasikan pengelola lokal. Dalam rarigka pengelolaan bersama itulah, ide
Konservasi dan Pengembangan Wilayah. Terpadd menjadi jalan keluar yang cukup
menjanjikan.

Pengelolaan bersama merupakan suatu pendekatan yang menyatukan sistem
pengelolaan pada tingkat lokal dan negara. Pengelolaan bersama meliputi pembagian
kekuasaan yang sesunggutinya antara pengelola pada tingkat lokal dan permerintah,
sehingga masing=masing dapat mengontrol penyimpangan yang terjadi. Untuk situasi
dimana sumber daya dikelola secara lokal, hampir sebagian besar kewenangan
pengelolaan dapat diberikan kepada masyarakat lokal yang didukung oleh pengakuan
pemerintah (Mithcell et al., 2000). Untuk itu, dalam rencana pengelolaan perlu
pemahaman menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya
masyarakat karena kelangsungan fungsi lingkungan sangat tergantung pada sikap dan
dukungan masyarakat lokal, sikap tersebut dibentuk atau terbentuk dalam kerangka

budaya masyarakat.
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Sumardi et al. (1997) menyatakan bahwa persepsi seseorang terhadap laut,
sangat berpengaruh pada interaksi masyarakat dengan laut tersebut, sehingga akan
timbul sikap menolak, bekerjasama, dan atau menguras lingkungan. Akibat
perbedaan persepsi, akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pengelola.
Jika kawasan lindung dipandang sebagai penghalang, masyarakat dapat
menggagalkan pelestarian. Jika pelestarian dipahami sebagai suatu yang bermanfaat,
masyarakat akan ikut bekerjasama dalam melindungi lingkungan dari kegiatan yang
membahayakan. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat, dalam pengelolaan
lingkungan seperti halnya pengelolaan sumber daya laut/mutlak diperlukan.

Secara umum, hubungan terbaik antaradmasyarakat setempat dan pengelola
terjadi apabila mereka melihat bahwa kawasan yang dilindungi membantu
memelihara budaya mereka dan meéfriberi manfaat nyata. Ada beberapa cara agar
masyarakat memperoleh manfaat, dari” kawasan yang dilindungi, antara lain dengan
melestarikan hak tradis@nal..dan kebiasaan budaya serta preferensi khusus bagi
penduduk setempat yuntwK“memperoleh pekerjaan dan pelayanan sosial (MacKinnon
etal., 1993).

Pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya kelautan berbasis
komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan di Indonesia, selain karena efeknya yang
positif juga mengingat komunitas lokal di Indonesia memiliki keterikatan yang kuat
dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi
kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya (2007). Namun Riduan (2008),
menambahkan bahwa kunci keberhasilan konsep pengelolaan sumber daya pesisir

terpadu berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: (1) batas-batas fisik dari suatu
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kawasan yang akan dikelola harus ditetapkan dan diketahui secara pasti oleh
masyarakat. Batas-batas wilayah tersebut haruslah didasarkan pada sebuah ekosistem
sehingga sumber daya tersebut dapat lebih mudah dipahami dan diamati, (2)
kelompok masyarakat yang terlibat hendaknya tinggal secara tetap di dekat wilayah
pengelolaan, (3) adanya kejelasan ketergantungan dari masyarakat terhadap sumber
daya alam yang ada. Kunci kesuksesan pelaksanaan pengelolaan sangat terletak dari
adanya rasa memiliki dari para peminatnya, (4) pengelolaan K@wasan hutan harus
memberikan manfaat. Setiap komponen masyarakat di sebuafi.kawasan pengelolaan
mempunyai harapan bahwa manfaat yang diperoleh dari‘partisipasi masyarakat dalam
konsep pengelolaan akan lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan, (5)
pengelolaannya sederhana dan mudah diimplermentasikan, (6) legalisasi dari sistem
pengelolaan. Masyarakat lokal yadg-i€riibat dalam pengelolaan membutuhkan
pengakuan legal dari pemerintafndaerah, dengan tujuan hak dan kewajibannya dapat
terdefinisikan dengan jelas“dan‘secara hukum terlindungi, (7) kerjasama pemimpin
formal dan informal, (8) desentralisasi dan pendelegasian wewenang. Pemerintah
daerah perlustmemberikan desentralisasi proses administrasi dan pendelegasian
tanggungjawad” pengelolaan kepada kelompok masyarakat yang terlibat, (9)
koordinasi, sinkronisasi dan interaksi antar stakeholder, dan (10) keterpaduan

pengelolaan sumber daya pesisir oleh para stakeholder.
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B. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini beberapa konsep dan pemikiran pelaksanaan penelitian di
paparkan dalam sebuah konsep terstruktur berupa kerangka pikir yang memuat
keseluruhan kegiatan sampai terciptanya hasil yang diharapkan dari hasil penelitian
ini. Adapun hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah bahwa keberadaan
kearifan lokal mempengaruhi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove di
desa Peniti Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak. Berikut, kerangka pikir
penelitian dijelaskan dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1 Diagram Alir Kerangka.BefTikir Penelitian

IDENTIFIKASI ISU DANPERMASALAHAN

) 4
KEGAGALAN KEBIJAKAN KEGAGALAN MASYARAKAT KEGAGALAN PEMERINTAH
Kebijakan yang Ada Belum Pemanfaafan mangrove'tidak ramah Konversi Lahan Mangrove
Berfokus Pada Pengelolaan lingkungan, tekanan ekonomi, ke Permukiman, Tambak,
Mangrove Berkelanjutan PoRgStEhdan rendah Kebun dan Pertanian
\_

PENGATURAN Terjadinya Degradasi/Berkurangnya KURANGNYA
(YURIDIS FORMAL) | . KESADARAN & KETAATAN
KURANG BERHASIL Afeal Hutan Mangrove di Beberapa MASY ARAKAT

Daerah di Kabupaten Pontianak
Terdapat Yuridiksi Formal: Terdapat Aturan/norma-norma
Undahg-undang, Peraturan Pemerintah, Kearifan Lokal dalam
Kepmen (Mengatur pengelolaan dan pengelolaan dan pemanfaatan
pemanfaatan hutan mangrove) hutan mangrove)

| |

Perlu dimasukannya nilai-nilai kearifan lokal dalam
pembentukan peraturan Yuridiski Formal untuk pengelolaan
dan pemanfaatan hutan mangrove berkelanjutan

=

PENGELOLAAN MANGROVE BERKELANJUTAN DENGAN
PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL DAN KELEMBAGAANYA
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C. Definisi Operasional

Isu kerusakan sumber daya pesisir, salah satunya hutan mangrove menjadi
permasalahan di tingkat nasional. Kerusakan tersebut terjadi karena pemanfaatan
berlebih atau pemanfaatan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian sumber
daya hutan mangrove. Tingkat kerusakan hutan mangrove menjadi semakin cepat,
pada saat terjadinya perbedaan persepsi setiap stakeholders dalam pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya hutan mangrove yang dimiliki, sehingga menimbulkan
konflik kepentingan. Untuk mengatasinya diperlukan upaya pengelolaan yang
mengakomodir semua kepentingan dan aspirasi berbagai pihak tertutama masyarakat
lokal yang terlibat langsung dalam pemanfaatéansdan pengelolaan hutan mangrove.
Pelibatan masyarakat dari awal dalam menentukan permasalahan kerusakan hutan
mangrove akan memastikan bahwa“mpdya pemanfaatan dan pengelolaan hutan
mangrove akan menyentuh kepentingan dan aspirasi masyarakat. Pendekatan yang
demikian akan memberian-tuarig bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif,
merasa memiliki dan“\Jertanggung jawab pada kelestarian sumber daya hutan
mangrove yaag.mereka miliki.

Penelitian” ini akan mengidentifikasi jenis-jenis kearifan lokal yang pernah
dijalankan dan masih berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Peniti, dalam
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan mangrove, mengkaji jenis-jenis
kearifan lokal yang dapat menunjang keberadaan dan penyelamatan hutan mangrove,
mengkaji kemungkinan menggeser atau meningkatkan status kearifan lokal

masyarakat dari hukum normatif menjadi hukum legal formal (peraturan desa).
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Penelitian ini menggunakan metode deskriftif. Data yang dikumpulkan adalah
data primer dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan metode studi
dokumen, literature, dan artikel yang diterbitkan instansi pemerintah dan non
pemerintah yang terkait dengan topik penelitian. Data primer dikumpulkan dari
masyarakat nelayan, pengusaha atau pedagang yang terkait dengan pemanfaatan
hutan mangrove dan sumber daya perikanan, tokoh masyarakat, aparat desa, aparat
kecamatan dan aparat kabupaten. Data primer dikumpulkars.dengan metode:
Pengamatan tidak terlibat (non participant observation)y, Wawancara terstruktur
(kuesioner), wawancara mendalam, dan Focus Group, Biscussion (FGD).

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data¥aporan kondisi ekosistem hutan
mangrove di lokasi penelitian, statistik_kependudukan, monografi desa, kecamatan,
dan kabupaten lokasi penelitan, laporan-tahtunan kelautan dan perikanan tentang data
perikanan, serta data pemetaan™okasi penelitian. Data primer yang dikumpulkan
meliputi data kearifan lOkal.dalam berbagai produk kebudayaan, tata nilai/norma
yang berlaku di masyarakat, data karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat, data
dimensi sosial.dari*kearifan lokal, data pendapat dan ide/gagasan pemanfaatan dan
pengelolaan.sumber daya mengrove yang tumbuh dalam masyarakat di lokasi
penelitian.

Data kualitatif yang dikumpulkan akan diinterpretasikan dengan metode
triangulasi teori, yaitu membandingkan dan memadukan berbagai teori dalam satu
bidang ilmu dan atau lintas bidang ilmu, terutama bidang ilmu kependudukan,
sosiologi dan perencanaan pengembangan wilayah. Aspek sosial budaya dianalisis

dengan analisis kualitatif komparatif yakni mendiskripsikan tentang nilai-nilai dan
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cara pandang, persepsi, aspirasi masyarakat lokal terhadap nilai kearifan lokal dan
makna dari peraturan-peraturan adat dalam berbagai ritual yang berhubungan dengan
pengelolalan sumber daya hutan mangrove. Data kuantitatif yang telah terkumpul dan
telah ditabulasi, selanjutnya dianalisis dengan metode statistika diskriptif dan analisis
statistik non parametrik. Selanjutnya adalah membuat rekomendasi strategi
pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan yang berlandaskan pada

pijakan nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari masyarakat ‘tislokasi penelitian.
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BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yakni penelitian untuk membuat
deskripsi faktual dan akurat tentang keberadaan kearifan lokal dalam pemanfaatan
dan pengelolaan hutan mangrove di Desa Peniti Luar Kecamatan Siantan Kabupaten
Pontianak. Pengumpulan data menggunakan metode ohservasi‘dan survei lapangan,
analisis data kualitatif menggunakan analisis <triangulasi teori dan deskriptif
komparatif. Data kuantitatif (persepsi dan Ketaatair”masyarakat) digunakan analisis

dengan statistik non-parametrik.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitan ini/adalah pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait
dengan pengelolaan ‘sumber daya hutan mangrove di Desa Peniti Luar Kecamatan
Siantan Kabuypaten®Pontianak. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari berbagai
instansi pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa. Penelitian juga
melibatkan pihak swasta yang terdiri dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan
pengusaha serta masyarakat lokal yang terdiri dari nelayan, tokoh masyarakat, tetua
adat atau pemangku adat.

Penentuan sampel dan metode pengambilan sampel (sampling) yang digunakan
dalam penelitian ini adalah: (1) area sampling (sampling daerah atau sampling

wilayah), yaitu penggambilan anggota sampel dengan mempertimbangkan wakil-

41
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wakil dari daerah geografis yang dimiliki dan (2) purposive sampling (sampling

bertujuan) yaitu teknik sampling yang digunakan atas pertimbangan-pertimbangan

tertentu di dalam pengambilan sampelnya
Beberapa teknik sampling yang digunakan berdasarkan sampel dan jenis data
yang akan diambil adalah:

1. Lokasi desa, digunakan metode sampel area atas pertimbangan ciri atau
karakteristik wilayah dari segi potensi sumber daya pesisir Rtitan mangrove dan
nilai-nilai kearifan lokal yang ada wilayah tersebut. Untuk lokasi desa diambil
seluruh dusun yang berbatasan dengan laut atausaiemiiki wilayah pesisir dan
sumber daya hutan mangrove. Pada lokasi gesa,sampling sumber daya hutan
mangrove, pengumpulan data mengenai “persepsi dan ketaatan masyarakat
dilakukan pada 3 titik sampling, atau-zona pengamatan sebagai berikut.

a. Zona | : Kawasan Pusat. Desa

Merupakan pusat peferintahan desa, kawasan perekonomian, padat penduduk,
pusat objek wisatanKuliner, berada pada Daerah Aliran Sungai Peniti, mata
pencaharian_urmumnya pedagang, nelayan, petani sawah pasang surut dan
perkebunan tradisional. Kondisi masyarakat dengan beragam etnis yakni: (etnis
melayu, china, bugis dan dayak), merupakan pembauran masyarakat asli Desa
Peniti Luar dan masyarakat pendatang. Kondisi vegetasi mangrove di sepanjang
DAS Sungai Peniti secara umum terlihat relatif masih terjaga dengan baik.

b. Zona Il : Kawasan Bekas Tambak

Merupakan kawasan yang berada pada bekas tambak PT. Borneo Windu

Khatulistiwa dan PT. Cipta Widu Khatulistiwa, jumlah penduduk relatif sedikit,
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mata pencaharian umumnya nelayan (pengumpul kerang kepah, berbagai jenis
udang, dan kepiting), petani sawah pasang surut, perkebunan tradisional, buruh
bangunan dan pengusaha. Masyarakat didominasi penduduk asli Desa Peniti Luar
yang merupakan etnis melayu atau keturunan bugis. Vegetasi mangrove masih
relatif muda dan merupakan peremajaan secara alami yang tumbuh pada kawasan
bekas tambak.

c. Zona lll : Kawasan Perkebunan Kelapa Hibrida

Merupakan kawasan hutan mangrove yang lebih banyak'dikonversi menjadi lahan
perkebunan kelapa hibrida, berada pada Daerah” Airan Sungai Air Hitam,
pemukiman dan jumlah penduduk relatif fJarang:~Mata pencaharian umumnya
menjadi buruh tani perkebunan (mengolahgula kelapa), petani, dan nelayan
(pengumpul kerang kepah, berbagai~jenis udang, dan kepiting). Penduduk yang
berdomisili di kawasan ipi didominasi etnis melayu dan keturunan etnis bugis,
etnis melayu selain merupakan penduduk asli Desa Peniti Luar juga merupakan
penduduk pedatangw€lari Kabupten Sambas yang bekerja sebagai buruh tani

perkebunan.

2. Tokoh masyarakat yang terdiri dari ketua adat atau pemangku adat adalah unsur
masyarakat yang bukan merupakan institusi formal yang berdomisili di lokasi
penelitian dan dipandang memahami permasalahan ritual kearifan lokal yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir hutan mangrove. Penentuan
tokoh masyarakat dilakukan dengan mengunakan teknik sampel bertujuan. Oleh

karena penelitian ini bersifat mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai
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kearifan lokal, maka penentuan personal tokoh masyarakat dipilih dengan cermat
dan disesuaikan dengan target informasi serta data yang akan dihimpun. Jumlah
responden untuk masing-masing lokasi sebanyak 5 orang. Tokoh masyarakat
yang dipilih merupakan anggota masyarakat setidaknya telah berdomisili di Desa
Peniti Luar lebih dari 10 tahun.

3. LSM & pelaku usaha (stakeholders), merupakan pihak yang memiliki kepedulian
terhadap sumber daya alam pesisir dan laut, bergerak dalam %iidang industri, jasa
dan usaha-usaha perikanan baik penangkap, pembudidaya, pedagang maupun
pengolah. Pengambilan sampel dilakukan _meriggunakan metode sampel
bertujuan, yang akan disesuaikan dengan kebutuhian’informasi dan data yang akan
diambil.

4. Pemerintah desa, merupakan instansi~formal yang tumbuh dan berkembang di
sekitar kawasan pesisir hutan mangrove yang dipandang memahami berbagai
permasalahan pengel0laan. sumber daya pesisir dan laut serta nilai-nilai kearifan
lokal yang hidup daf“berkembang dalam masyarakat pesisir yang terdiri dari
kepala desa,.SeKretaris desa, kepala dusun, dan mantan kepala desa. Pengambilan
sampelndifakukan dengan menggunakan metode sampel bertujuan yang akan
disesuaikan dengan kebutuhan informasi dan data yang akan diambil.

5. Pemerintah kecamatan, merupakan institusi formal pada tingkat hirarki
pemerintahan yang memiliki fungsi dan dianggap memahami pengelolaan sumber
daya pesisir hutan mangrove dan laut yang terdiri dari Camat, Kepala Urusan

Pembangunan Desa, UPT Kelautan dan Perikanan. Pengambilan sampel institusi
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ini dilakukan dengan menggunakan metode sampel bertujuan yang akan
disesuaikan dengan kebutuhan informasi dan data yang akan diambil.

6. Pemerintah kabupaten, merupakan institusi formal yang dianggap mempunyai
kaitan erat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Respondennya meliputi
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama staf, Staf Bappeda dan instansi
terkait lainnya. Pengambilan sampel institusi ini dilakukan dengan menggunakan
metode sampel bertujuan yang disesuaikan dengan kebutuhaf“informasi dan data

yang diambil.

C. Data dan Instrumen Penelitian
1. Data

Data yang dikumpulkan dalam penetlitian‘ini terdiri dari: (1) data penunjang, (2)
data dimensi sosial budaya, (3)“data ekosistem mangrove, (4) data persepsi dan
ketaatan masyarakat terhaddp) Kerberadaan nilai-nilai kearifan lokal dalam
pengelolaan dan pemédnfaatan” hutan mangrove. Data yang dikumpulkan berupa data
primer dan datassekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan survei dan
observasi_langsung ke lapangan baik pengamatan secara fisik, penyebaran kuesioner
maupun wawancara secara mendalam (depth interview). Data sekunder diperoleh
dengan melakukan survei institusional. Institusi yang ditujuk untuk mendukung
penelitian ini adalah institusi yang membawahi beberapa bidang terkait dengan
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut seperti: Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan
dan Perikanan, Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional,

Kantor Kecamatan dan Kantor Desa.
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2. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian berupa perlengkapan teknis maupun non teknis dalam
penelitian ini adalah:
a. Kuesioner tertutup seperti pada Lampiran 3.
b. Panduan Focus Group Discussion (FGD) dan panduan wawancara mendalam
(depth interview) seperti pada Lampiran 4.
c. Perlengkapan alat tulis
d. Kamera foto, Kalkulator, dan komputer

e. Peta dan GPS (global positioning system)

D. Prosedur Pengumpulan dan PenyajiartData
1. Pengumpulan data penunjang

Pengumpulan berbagai data, penunjang pada penelitian ini menggunakan
penelusuran berbagai dokumien ~melalui kajian laporan, peraturan perundang-
undangan, surat kabay, laperan statistik kabupaten, statistik kecamatan, dan statistik
desa, dokumen “serta: drsip perkembangan penggunaan lahan di kawasan hutan
mangrove DeSa Peniti Luar. Data penunjang yang dikumpulkan meliputi data
kependudukan, kondisi ekonomi, kondisi sosial kelembagaan, data fisik wilayah dan
infrastruktur. Pengumpulan data ini dilakukan dengan penelusuran berbagai pustaka
atau dokumen dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Periakanan dan
Kelautan, Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional, Kantor
Kecamatan dan Kantor Desa. Data dan informasi yang dikumpulkan pada tahapan ini

dapat dilihat pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Jenis, variabel dan metode pengumpulan data

kelembagaan

Jenis Data Variabel Data yang Dikumpulkan Sumber Data
1 2 3
Demografi - Jumlah penduduk Data sekunder

- Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Data sekunder
- Jumlah penduduk menurut kelompok umur Data sekunder
- Densitas/kepadatan penduduk Data sekunder
- Jumlah penduk menurut mata pencaharian Data sekunder
Kondisi - Distribusi pendapatan dan pengeluaran kotor | Data primer/
Ekonomi survei/sampling
- Tingkat kesejahteran masyarakat menurut BPS{| Data sekunder
- Tingkat pendidikan rumah tangga Data sekunder
Kodisi sosial |- Jumlah penduduk menurut tingkatjsendidikan | Data sekunder

Jumlah kelembagaan lokal darmtingkat
efisiensinya

Data primer/
survei/interview

Tingkat persepsi terhadapypengelolaan
sumber daya pesisirgan PPK

Data primer/
survei/interview

Nilai-nilai lokal tentang’pengelolaan pesisir
dan PPK

Data primer/
survei/interview

Jumlah penduduk’menurut suku dan agama

Data sekunder

Data fisik - Batas administratif Data sekunder
wilayah

- IKlim, topografi dan fisiografi Data sekunder

- Geologi tanah Data sekunder

-\ Kondisi oseanografi (pasut) Data sekunder

- “Penggunaan lahan atau status lahan beserta Data primer/

riwayat dan perubahannya survei/interview

Infrastruktur |- Jalan utama dan jalan sekunder Data sekunder/

Survei lapangan

Transportasi publik

Survei lapangan

Infrastruktur energi dan air

Survei lapangan

Tempat pendaratan ikan

Survei lapangan

Fasilitas pendidikan, Rumah sakit & kantor
pemerintahan
Tempat wisata dan tempat bersejarah

Survei lapangan

Survei lapangan

Sumber : Dimodifikasi dari Ardianto (2004); Bakosurtanal (2007) dikutip dari

Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (2009)
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2. Pengumpulan Data Dimensi Sosial budaya

Data dimensi sosial budaya yang dikumpulkan meliputi : (1) sistem religius, (2)
sistem organisasi kemasyarakatan dan tetua adat, (3) sistem pengetahuan dan
teknologi, dan (4) data keragaman nilai-nilai kearifan lokal. Pengumpulan data
dimensi sosial budaya pada penelitian ini menggunakan metode pengamatan tak
terlibat (non participant observation) digunakan untuk pengumpulan data kearifan
lokal dalam berbagai produk kebudayaan. Wawancara tersfruktur (kuesioner)
digunakan untuk mengumpulkan data karakteristik sosial dari.ekonomi masyarakat,
sedangkan wawancara mendalam digunakan untuk “aiengumpulkan data dimensi
sosial dari kearifan lokal masyarakat.

Penentuan responden untuk data dimensi $eSial menggunakan teknik purposive
sampling (sampling bertujuan). ReSpenden yang diwawancarai terdiri dari Kepala
Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pefikanan dan Kelautan, Camat, Kepala Desa,
Aparatur pemerintah de€atetud adat, dan masyarakat sekitar lokasi. Responden
masyarakat yang diamati-dan dipilih adalah penduduk dewasa yang berdomisili di
dalam atau sekitay Iokasi penelitian yang terkait dengan hutan mangrove. Responden
tetua adat yang dipilih adalah masyarakat yang setidaknya telah 10 tahun berdomisili
di lokasi penelitian, hal ini dikarenakan masyarakat tersebut dianggap mengetahui
nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat dan mengetahui kondisi dan
permasalahan ekosistem mangrove.

3. Pengumpulan Data Ekosistem Mangrove
Aspek biofisik meliputi pemanfaatan geologi tanah, hutan mangrove, kondisi

vegetasi, fauna, topografi, geologi, tanah, dan iklim. Pengumpulan data ekosistem
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mangrove pada penelitian ini mengunakan metode observasi langsung di lapangan
untuk mengetahui kondisi dan potensi mangrove. Kuesioner diberikan kepada
masyarakat yang sudah lama berdomisili di daerah setempat dengan tujuan untuk
mengetahui nilai manfaat ekonomi ekosistem mangrove.

Penarikan contoh untuk data vegetasi mangrove terbagi atas 4 stasiun yang
berbentuk jalur-jalur atau transek di sepanjang garis pantai yang ditentukan secara
purposive sampling sesuai dengan kondisi di lapangan serta dianggap representatif
mewakili tegakan mangrove di Desa Peniti Luar. Penentuan sampel untuk data
biologi vegetasi digunakan metode transek kuadratsderngan garis berpetak, yaitu
dengan membuat transek garis tegak lurus gari§ pantai’ke arah darat. Panjang garis
transek bervariasi menurut ketebalan vegetasi*mangrove atau keberadaan vegetasi
mangrove yang menjadi penghubungytéresterial dan perairan. Analisis vegetasi
mangrove dilakukan dengan.membuat petak-petak kuadrat 10 x 10 meter untuk
pengamatan fase pohon,etak.5x 5 meter untuk pengamatan fase pancang dan petak
2 X 2 meter untuk pehgapiatan fase semai yang diletakkan secara acak sepanjang garis
transek (Direktarat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau, 2008).

Tujuan.dari analisis vegetasi adalah untuk mengetahui jenis, kerapatan tegakan
mangrove dan keanekaragaman jenis mangrove. Pengukuran vegetasi dilakukan
dengan tiga pola, yaitu pengambilan data untuk semai (pemudaan tingkat kecambah
sampai setinggi <1,5 meter), pancang atau anakan (pemudaan dengan tinggi >1,5
meter sampai pohon muda yang berdiameter lebih kecil dari 10 cm), dan pohon

dewasa (diameter batang pohon >10 cm). Penghitungan dilakukan dengan cara
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menghitung dan mencatat jumlah masing-masing spesies yang ada dalam setiap petak
dan mengukur diameter pohon.

Data vegetasi yang dicatat dari jumlah pohon, pancang, dan semai serta jenis
pohon, data diameter pohon dan tinggi pohon. Sepanjang jalur transek pada saat
pengambilan data vegetasi, dilakukan pengukuran parameter-parameter lingkungan
seperti suhu, salinitas, dan pH setiap jalur pengamatan. Selain itu dilakukan
pengamatan dan pencatatan tipe substrat (lumpur, lumpur berpaSirypasir berlumpur,
lempung, dan pasir). Pencatatan jenis-jenis fauna yang ditemukan di lokasi penelitian
terestrial serta akuatik dilakukan pencatatan. Inforgiasi yang diperoleh melalui

metode ini bersifat deskriptif.

4. Pengumpulan Data Persepsi dansKetaatan Masyarakat terhadap Kearifan
Lokal dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

Pendekatan yang digunakan tntuk mengetahui kebaradaan norma, adat istiadat
atau kearifan lokal, tipgkat.pengetahuhan masyarakat, persepsi dan ketaatan
masyarakat dalam pengélolaan hutan mangrove dilakukan melalui observasi langsung
ke lapangan déngan melakukan wawancara dan diskusi mendalam terhadap tokoh
mayarakat, lokal” yang dituakan dalam komunitas masyarakat serta melakukan
penelusuran dan pengkajian data penunjang. Selain itu untuk mengetahui pandangan
masyarakat terhadap keberadaan kearifan lokal dan pengelolaan hutan mangrove di
Desa Peniti Luar dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan, pada 25
responden di tiap zona penelitian. Pertanyaan yang diajukan meliputi: (1) aspek
untuk mengukur tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat, (2) aspek untuk

mengukur ketaatan dan pengaruh kearifan lokal, (3) aspek untuk megetahui faktor-
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faktor yang mempengaruhi persepsi dan ketaatan, peran pemerintah, dan untuk
mengetahui keberadaan dan peran kelembagaan dalam pengelolaan hutan mangrove
di Desa Peniti Luar .

Pertanyaan yang diajukan untuk mengukur persepsi masyarakat tentang hutan
mangrove dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan mangrove, meliputi
pertanyaan (QP1) pemahaman tentang hutan mangrove, (QP2) pemahaman tentang
fungsi hutan mangrove secara fisik, ekologi, dan ekonomi, {QR3) pengetahuan
masyarakat tentang pengaruh keberadaan hutan mangrove ‘terhadap hasil perikanan,
(QP4) pendapat masyarakat tentang tindakan perusak#n 'hutan dan illegal fishing,
(QP5) ketergantungan aktivitas ekonomi dan{ mata pencaharian masyarakat pada
keberadaan hutan mangrove, (QP6) manfaat hutan mangrove bagi masyarakat jika
dilestarikan/dikelola dengan baik, danQP7) persetujuan masyarakat jika dilakukan
pengelolaan hutan mangrove.

Untuk mengetahuieberadaan nilai-nilai kearifan lokal dan mengukur ketaatan
masyarakat terhadap, nilai<nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan mangrove,
diajukan 6 (epamy) pertanyaan meliputi (QK1) kesadaran masyarakat dalam menjaga
kelestarianshuian mangrove, (QK2) keberadaan aturan, norma, larangan, pantangan,
nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan mangrove, (QK3) ketaatan
masyarakat dalam mengikuti aturan, norma, adat istiadat, nilai-nilai kearifan lokal
dalam menjaga kelestarian hutan mangrove, (QK4) persetujuan masyarakat jika
aturan, norma, adat istiadat, nilai-nilai kearifan lokal dibuat dalam bentuk aturan
tertulis, (QK5) penetapan aturan pemberian sanksi atau hukuman bagi perusak

sumber daya hutan mangrove dan perikanan, dan (QK6) partisipasi dan keterlibatan
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masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan mangrove. Pertanyaan yang diajukan
diberikan 4 (empat) katagori jawaban yang menggunakan skor indeks, dengan nilai
jawaban berkisar 1 sampai dengan 4. Nilai tertinggi diberikan skor 4 dan 1 untuk
nilai terendah. Pemberian bobot nilai untuk setiap jawaban disesuaikan dengan

konteks pertanyaan yang diajukan.

5. Penyajian Data
Beberapa konsep penyajian data dalam penelitian ini,_tersaji dalam beberapa
bentuk antara lain:
a. Penyajian secara tabular
Penyajian secara tabular adalah menyajikan kdmpulan data dalam format tabel.
Data-tata yang disajikan dalam behtuky tabel di antaranya adalah data statistik
penduduk, dan data-data daridiasil analisis statistik non parametrik.
b. Penyajian secara deskriptif
Penyajian secara¢deskriptif adalah menyajikan data dalam bentuk narasi dan
disajikan bersamaarn dengan interpretasi. Hal ini khususnya bagi data yang

bersifat neriparametrik dan non numerik.

E. Metode Analisis Data

Data kualitatif yang dikumpulkan akan diinterpretasikan dengan metode
triangulasi teori, yaitu membandingkan dan memadukan berbagai teori dalam satu
bidang ilmu dan atau lintas bidang ilmu, terutama bidang ilmu kependudukan,
sosiologi, antropologi, dan perencanaan pengembangan wilayah. Sedangkan untuk

aspek sosial budaya dilakukan analisis kualitatif komparatif yakni mendeskripsikan
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tentang nilai-nilai dan cara pandang serta persepsi dan aspirasi masyarakat lokal
terhadap nilai kearifan lokal dan makna dari peraturan-peraturan adat dalam berbagai
ritual yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya hutan mangrove.
Sedangkan data kuantitatif yang telah terkumpul dan telah ditabulasi, selanjutnya

dianalisis dengan metode statistika deskriptif.

1. Analisis Ekosistem Mangrove
Suatu ekosistem mangrove dapat dikategorikan sebagai ldhar kritis apabila
lahan tersebut sudah tidak dapat berfungsi lagi, baik sebagai fungsi produksi, fungsi
perlindungan maupun pelestarian alam. Berdasarkan cara’pengumpulan data, teknik
analisis menggunakan formula-formula (Gepal “dai” Bhardwaj, 1979) yaitu dengan
menghitung kerapatan (Di), frekwensi( (Fi), penutupan lahan (Ci) dan indek nilai
penting (INPi) masing-masing spesies. Data vegetasi hutan mangrove dilakukan
analisis sebagai berikut:
a. Kerapatan spesies” (Dr1), adalah jumlah tegakan spesies i dalam satu unit area,
didapat dengan'membagi jumlah tota individu dari spesies i (n;) dengan luas area

total perigambtian contoh (luasa total petak contoh/plot) (A).

D=

>| S

b. Kerapatan relatif spesies (RD;) adalah perbandingan antara jumlah tegakan

spesies i (nj) dan jumlah total tegakan seluruh spesies: (X n)

n.
RDl- = n—ln x 100 %
i=1
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c. Frekwensi Spesies (F;) adalah peluang ditemukannya spesies i dalam petak contoh

atai plot yang diamati:

Di
Fi == T
X'p
Fi = frekuensi spesies i
Pi = jumlah petak contoh/plot dimana ditemukan spesies i
zp = jumlah total petak contoh yang diamati

d. Frekwensi relatif spesies (RF;) adalah perbandingan antara frekwensi spesies (F;)

dan jumlah frekwensi untuk seluruh spesies: (X F)

— Fi 0
RFi = n—F x 100 %
i=1

e. Penutupan Spesies (C;) adalah luas penutupari.spesies i dalam satu unit area:

A
Ba = n%ﬁlz (dalaprcri?)
T = konstantd
DBH = diameter pohion dari spesies i,
A = _ luaS+total pengambilan contoh

f. Pentutupan relatif spesies (RC;) adalah perbandingan antara luas area penutupan

spesies (C;) dan luas total area penutupan untuk seluruh spesies: (X C)

RC, "

= —— x1009
; S C X %0

g. Nilai Penting Spesies (C;) memberikan gambaran mengenai pengaruh atau

peranan suatu spesies tumbuhan mangrove dalam komunitas mangrove.
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Jumlah nilai kerapatan relatif spesies (RD;), frekwensi relatif spesies (RF;) dan
penutupan relatif spesies (RC;) menunjukan nilai penting spesies (INP;)
INP, = RD; + RF, + RC;
Nilai penting suatu spesies berkisar antara 0 dan 300. Nilai penting adalah indeks
kepentingan suatu spesies di dalam komunitasnya. Nilai penting ini memberikan
suatu gambaran mengenai pengaruh atau peranan suatu jenis tumbuhan mangrove
dalam komunitas mangrove. Nilai penting spesies (INP;) yangsendah pada jenis
tertentu mengindikasikan bahwa jenis ini kurang mampu” bersaing dengan
lingkungan yang ada disekitarnya serta jenis lainnya

h. Indeks keragaman yang dapat dihitung déngan»mengunakan indeks Shannon-

Wiener, rumus sebagai berikut.

I}

H' = Indeks keanekaragantai;

ni = nilai penting‘dafi setiap spesies;

N = total nilal"penting dari seluruh spesies
2. Analisis Dirmensi Sosial Budaya

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dimensi sosial budaya dan

karakteristik ekonomi dilakukan observasi langsung kelapangan dan studi literatur
dari data sekunder. Sedangkan untuk mengetahui jenis dan keberadaan nilai, norma,
dan adat istiadat atau kearifan lokal dilakukan melalui wawancara terstruktur dan
wawancara mendalam. Terkait dengan dimensi sosial dan ekonomi yang ada, analisis

difokuskan pada karakteristik penduduk dan responden, kondisi sarana dan prasarana,
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aktivitas ekonomi, mata pencaharian, jumlah pendapatan dan pengeluaran, tingkat
tekonogi yang diterapkan dalam pemanfaatan sumber daya hutan mangrove dan
perikanan. Untuk keragaman norma atau adat istiadat atau kearifan lokal yang ada
analisis difokuskan pada analisis keberadaan dan keragaman jenis adat istiadat,
norma-norma, kebiasaan dan kebudayaan yang terkait dengan kelestarian hutan
mangrove, analisis adat istiadat yang menghambat dan mendukung pembangunan,
dan pelestarian sumber daya perikanan, dan analisis pergeseran riftai.dan norma yang
berlaku dalam masyarakat setempat. Analisis sosial budaya darn.ekomomi masyarakat

ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

3. Analisis Persepsi dan Ketaatan Masyatakat/erhadap Kearifan Lokal dalam
Pengelolaan Hutan Mangrove

Tingkat persepsi dan ketaatantmasyarakat terhadap kearifan lokal antar zona
pengamatan dalam pengelolaanhutan‘mangrove diukur dengan analisis statistik non
parameterik dari setiap{ Jawaban responden di tiga lokasi. Uji statistik yang
digunakan adalah StatistiK-Kurskal-Wallis yang dapat dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai becikut:

K, = ¥ Zn:Riz 3(N+1)
W_N(N+1).1nl-
1=

Kw = Nilai uji Krusskal-Wallis

Ri = Jumlah peringkat pada kelompok
N = Jumlah sampel

ni = Jumlah sampel pada kelompok
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Kaidah untuk keputusan uji ini adalah: apabila Kw > tabel X? ogs, t-1 maka Ho
mempengaruhi pengelolaan hutan mangrove sedangkan bila Kw < tabel X? 005, -1
maka Hy tidak mempengaruhi pengelolaan hutan mangrove.

Penentuan perlakuan untuk persepsi dan ketaatan terbaik antar penelitian lokasi
ditentukan berdasarkan metode indeks efektivitas (De Garmo et al., 1984 dalam Putra
et al., 2008). Metode ini dilakukan berdasarkan mengurutkan variabel menurut
prioritas dan kontribusi terhadap hasil dan kemudian memberiKan,bhobot nilai pada
masing-masing variabel (BV) sesuai kontribusinya dengan“angka relatif 0-1. Bobot
ini berbeda tergantung dari kepentingan masing-niasing variabel yang hasilnya
diperoleh sebagai akibat perlakuan. Bobot ngrmals(BN) ditentukan dari masing-
masing variabel dengan membagi bobot.variabel’ (BV) dengan jumlah semua bobot
variabel.

Mengelompokkan variabel-variabel yang dianalisis dua kelompok yaitu: a)
Kelompok A, terdiri dafi variabel-variabel yang semakin besar reratanya semakin
baik (dikehendaki padapfoduk yang diperlakukan), b) Kelompok B adalah kelompok
yang makin hesar, reratanya semakin jelek (tidak dikehendaki), kemudian ditentukan
nilai efektivitas (NE) masing-masing variabel dengan rumus:

Nilai Perlakuan - Nilai terjelek
Nilai Terbaik Nilai terjelek

Untuk variabel dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai terendah
sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk
variabel dengan nilai semakin kecil semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai nilai

terjelek dan nilai terendah sebagai yang terbaik. Menghitung nilai perlakuan (NP)
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masing-masing variabel yang diperoleh dari perkalian bobot normal (BN) dengan
nilai efektifitas (NE). Menjumlahkan nilai hasil dari semua variabel, dan kombinasi

terbaik dipilih dari kombinasi perlakuan yang memiliki nilai perlakuan (NP) tertinggi.
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan
1.  Gambaran Umum

Desa Peniti Luar adalah salah satu desa pesisir yang berada di Kecamatan
Siantan Kabupaten Pontianak, luas Desa Peniti Luar adalah 2.954,25 ha, yang terdiri
dari (tiga) dusun yaitu Dusun Karya Bhakti, Dusun Panca Bhakti,\dan Dusun Taruna
Bhakti. Peta administrasi wilayah penelitian dapat dilihat pada (Lampiran 1 dan

Lampiran 2). Secara administrasi Desa Peniti Luarimemiiiki batas-batas wilayah :

- Utara . Desa Sui Burung Kecamatart.Segedong Kab.Pontianak

- Timur . Desa Peniti Luar Dalam.Kecarnatan Siantan Kab.Pontianak
- Selatan  : Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kab.Pontianak

- Barat : Laut Natupa:

Desa Peniti {_uar ‘berada pada ketinggian 0,30 meter dari permukaan laut,
beriklim tropis.yang memiliki curah hujan 3.322,00 mm pertahun dengan jumlah hari
hujan berkisarsl5“sampai dengan 27 hari tiap bulannya. Di wilayah studi karena
merupakan dataran rendah sangat sering terjadi banjir yang disebabkan oleh naiknya
muka air laut karena pasang dan limpahan air hujan. Temperatur udara rata-rata
berkisar antara 25.50 °C - 27.40 °C. Suhu udara terendah 21.20 °C terjadi pada bulan
Agustus dan tertinggi 33,00 °C pada bulan Juli. Kelembaban udara relatif 82,90 %.

Tidak pernah terjadi perubahan iklim yang ekstrim di wilayah studi. Kondisi iklim di

59
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wilayah studi diperoleh dari Stasiun Klimatologi Siantan dan Stasiun Meteorologi

Supadio Pontianak dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kondisi Iklim di Wilayah Studi

Bulan hu%:]r?;]ta- Hari h_ujan Suhuorata- K?:ﬁg?rt]an Lamanya
rata (mm)* (hari)* rata ("C)** (Km/jam)** Penyinaran**
Januari 195,00 15 25,50 1,60 53
Februari 38,00 15 26,70 1,80 52
Maret\ 250,00 21 26,00 1,80 58
April 303,00 20 25,90 1,70 37
Mei 267,00 13 27,40 210 49
Juni 199,00 16 26,50 2,30 69
Juli 414,00 21 26420 2,10 85
Agustus 246,00 22 26,30 2,40 87
September 129,00 19 26,50 2,00 48
Oktorbe 577,00 26 27,00 1,60 54
November 265,00 19 26,90 2,60 54
Desember 439,00 27 26,40 2,10 45

Sumber: * Stasiun Klimatoldgi Siantan (2008) dikutip dari BPS Kabupaten Pontianak,
2009 dan Stasidn Meteorologi Supadio, (2007) dikutip dari Nugroho, (2009)

Di wilayah perairan lokasi studi arus permukaan laut dipengaruhi oleh

Muson Tengdara yang berlangsung pada bulan Mei s/d September dan Barat Laut

berlangsung pada bulan November s/d Maret, dimana arus permukaan membalikkan

arah satu fase dengan Muson. Sedangkan pada bulan April dan Oktober merupakan

masa transisi. Selama Muson Tenggara, Laut Cina selatan mengalir kearah Selatan

melalui Selat Karimata ke Laut Jawa yang selanjutnya aliran ini berganti arah masuk

ke dalam Samudera Hindia. Suhu air berada pada kisaran 25 — 30 °C.
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Sebagai suatu wilayah yang berada di Laut Natuna, pola arus yang terjadi
sangat mempengaruhi kawasan ini. Selain itu posisi daerah yang searah dengan arah
bertiupnya angin pada setiap muson, pola arus dan massa air di Laut Natuna
mengalami perubahan mengikuti musim sepanjang tahun. Pada musim Selatan yang
berlangsung pada bulan Juni s/d Agustus, angin berhembus dari Barat Daya sehingga
secara umum air permukaan mengalir dari Laut Jawa ke Laut Cina Selatan, kecepatan
arus permukaan bekisar 0,10 - 0,20 m/det. Pada musim utara yaigsherlangsung pada
bulan November s/d Januari, arus permukaan berbalik 180° ke ‘aralr'Selatan yaitu Laut
Cina Selatan menuju Laut Jawa, kecepatan arus permukgan berkisar 0,30 - 0,90 m/det
(Bappeda Kabupaten Pontianak, 2005).

Jenis gelombang yang dominan dijumpai’di perairan laut wilayah Kabupaten
Pontianak adalah gelombang angin, (Wipaave) yang merupakan jenis gelombang laut
yang terjadi sepanjang tahun.dan karakteristiknya sangat dipengaruhi oleh keadaan
meteorologi pada saat itQ. ~Karena kuatnya angin bertiup pada bulan Desember s/d
Januari, keadaan ‘gelombang memperlihatkan keadaan yang relatif tinggi
dibandingkansdengan bulan lainnya. Tinggi gelombang terutama pada pantai Barat

perairan Mempawah antara 1 - 2 meter dengan periode 5 detik.

a. Tataguna Lahan
Sebagian besar wilayah Desa Peniti Luar merupakan areal pertanian lahan
basah (PLB), yang mengandalkan sistem pengairan pasang surut. Kegiatan pertanian
dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Desa Peniti Luar

meliputi pertanian sawah, kebun kelapa, dan kebun pisang yang dikelola secara
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tradisional. Kawasan hutan bakau yang ada di Desa Peniti Luar ditetapkan sebagai
Hutan Produksi Konversi (HPK), dan sebagian besar kawasan hutan tersebut telah
dikonversi menjadi lahan tambak. Hingga saat ini hak guna lahan untuk
pembangunan tambak masih berlaku di sebagian besar wilayah hutan mangrove desa
ini, namun demikian areal tembak yang telah dibuka kini tidak lagi beroperasi. Luas
Desa Peniti Luar berdasarkan penggunaan lahan pada tahun 2009 dapat dilihat pada
Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Luas Desa Peniti Luar Berdasarkan Penggunaan‘t.ahan Tahun 2009

No. Penggunaan Lahan Luas (Ha)
1 | Tanah sawah 5,07
2 | Tanah kering 6,42
3 | Bagunan dan Pekarangan 0,44
4 | Hutan Negara -
5 | Lainnya 0,07

Sumber: BPS Kabupaten Pontianak; 2009

Tanah yang terdapat”di wilayah situdi ada 3 jenis dengan masing-masing
spesifikasi sebagai~berikut: (1) organosol yaitu tanah yang tersusun dari bahan
organik (baik 'sebagian maupun seluruhnya), (2) alluvial yaitu tanah yang terbentuk
dari endapan‘laut dan sungai berwarna abu-abu sampai coklat, dan (3) tekstur tanah
halus sampai sedang dan sebagian besar merupakan tanah gambut dan rawa asin.

Untuk mencapai Desa Peniti Luar perlu menempuh jarak 7 Km dari pusat
pemerintahan Kecamatan (Siantan), sejaun 40 Km dari ibukota Kabupaten
(Mempawah) dan dari ibukota Provinsi (Pontianak) sejauh 27 Km. Prasarana jalan

yang terdapat di Desa Peniti Luar sepanjang 4 km yaitu jalan aspal, 5 km jalan semen
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atau beton, dan 7 km merupakan jalan tanah. Wilayah Desa Peniti Luar hampir
seluruhnya dapat ditempuh melalui jalur darat, namun demikian hanya dusun Taruna
Bhakti yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 (empat), sedangkan 2 (dua)
dusun lainya dusun Panca Bhakti dan dusun Karya Bhakti hanya dapat ditempuh

dengan kendaraan roda dua.

b. Kondisi Demografi

Desa Peniti Luar terbagi atas 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Taruna Bhakti,
Dusun Panca Bhakti, dan Dusun Karya Bhakti. Jumlah, penduduk Desa Peniti Luar
pada tahun 2009 sebanyak 2.530 jiwa terdiri dari<1.230Q jiwa penduduk laki-laki dan
1.300 jiwa penduduk perempuan. Kepadatarpengiuduk Desa Peniti Luar adalah 105
jiwa per Km? Sebagaimana desa pesisiryainnya, sebagian besar penduduk yang
berdomisili di Desa Peniti Luaf\meérupakan etnis Melayu dan beragama Islam.
Disamping itu dijumpai juga-etnisAain seperti keturunan Bugis, Dayak dan Tionghua
yang jumlahnya relatif» Kecil. Sebahagian besar masyarakat Desa Peniti Luar
memeluk agamanlsiam, sehingga orientasi budaya dijalankan berakar pada Budaya
Islam.

Kemajuan suatu daerah erat kaitannya dengan tingkat pendidikan penduduk
di daerah tersebut. Hal ini di karenakan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi pola
pikir seseorang untuk menerima suatu perubahan dan dalam kegiatan pembangunan
daerah. Jumlah penduduk di Desa Peniti Luar menurut agama yang dianut dan

tingkat pendidikan dilihat pada Tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Agama dan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Peniti Luar Tahun 2009

No Kelompok Umur Jumlah | Presentase | No | Agama | Jumlah | Presentase

1 | Belum sekolah 765 30,24 1 | Islam 2.441 88,86
p | Jumiahpendudukcbua 575 | j087 | 2 |Kristen | 19 0,69
3 gé?jae':atjaaf‘at SDatau 446 | 1763 | 3 |Katholik | -
4 | Tamat SD atau Sederajat 467 18,46 4 | Hindu -
5 g:‘g‘ear‘gji iy 404 | 1597 | 5 |Budha | 287 | 1045
6 g:g;?;i CTA 160 | 632 Jumlah | 2.747 | 2.747
7 | Tamat D1 7 0,28 1| Islant* 46 8519
g | Tamat D2 - - 2 | Kristen*’| 3 5,56
9 | Tamat D3 1 0,04 & -Budha* 5 9,26

10 | Tamat S1 5 0,20

Jumlah 2530 | 100 54 100

Sumber : Profil Desa Peniti Luar Tahun 2009'dan™* Data Identitas Responden
Diolah dari Data Primer, 2010

Desa Peniti Luar merupakan desa pesisir, namun sebagian besar lahannya
merupakan tanah pertanian Jahan, baSah dan perkebunan, oleh karena itu sebagian
besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani. Selain petani
cukup banyak pula sebagai nelayan, terutama penduduk yang tinggal di Dusun Karya
Bhakti, yangtwitayahnya berada di pesisir pantai Tanjung Peniti. Penduduk yang
bekerja sebagai nelayan umumnya juga merupakan bagian dari penduduk yang
bekerja sebagai petani. Kenyataan yang sebenarnya tidak dijumpai pembagian jelas
antara yang bekerja sebagai petani dengan yang bekerja sebagai nelayan, karena
disamping sebagai nelayan mereka juga memiliki kebun kelapa, pisang, dan sawah
yang sangat diandalkan untuk menopang kehidupan mereka pada masa tertentu.

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4.4.
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No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Persentase
1 Buruh tani 199 17,43
2 Petani dan Nelayan 672 58,84
3 Pedangang, wiraswasta, dan pengusaha 82 7,18
4 Pengerajin 2 0,18
5 PNS 30 2,63
6 TNI dan Polri 4 0,35
7 Penjahit 0,70
8 Montir 0,61
9 Supir 0,44
10 | Karyawan Swasta 105 9,19
11 Tukang Kayu 23 2,01
12 | Guru Swasta 5 0,44
Jumlah 1142 100

Sumber: Profil Desa Peniti Luar Tahun, 2009

Tidak ada perkiraan jumlah\pgendapatan masyarakat Desa Peniti Luar yang
terdata dengan pasti dan sangat sulit untuk diprediksi jumlahnya. Hal ini disebabkan
mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan tradisional dengan peralatan yang
masih sangat sederhiana“belum bisa mentargetkan hasil tangkapannya pada setiap
periode operasiaya. “Usaha pertanian yang dijalankan masyarakat juga bukan sumber
nafkah utama, tetapi lebih bersifat investasi atau sampingan yang belum dapat
memberikan penghasilan untuk setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancaran dan
kuesioner dapat diperkirakan penghasilan realistis responden berkisar antara Rp.
250.000,- s/d > Rp. 2.000.000,- per bulan. Tingkat pendapatan yang lebih besar
adalah kelompok masyarakat yang tergolong pada nelayan pengusaha. Nelayan

pengusahan adalah nelayan yang memiliki armada sendiri dan berdagang kebutuhan
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sehari-hari atau nelayan yang juga berprofesi sebagai pedagang pengumpul hasil
tangkapan ikan, kerang kepah, dan kepiting. Kelompok masyarakat yang juga
tergolong memiliki penghasilan tinggi adalah kelompok mayarakat yang memiliki
perkebunan kelapa hybrida dengan usaha pengolahan gula kelapa. Kelompok yang
tergolong berpenghasilan rendah umumnya dari buruh nelayan atau buruh tani yang
tidak memiliki sarana penangkapan ikan atau tidak memiliki lahan pertanian dan
perkebunan. Hasil survei terhadap responden memperlihatkan. bahwa tingkat
pengeluaran antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 2.000.000,-. Jika dikelompokan sebaran
data tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat dagat'difihat Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Sebaran pendapatan dan Pengeluafan Masyarakat di Desa Peniti Luar

Junlah Pendapdtan Jumlah Pengeluaran
No Kategori Responden Responden
Jiwa % Jiwa %
1 <250.000 6 11,11 7 12,96
2 260.000 — 350.000 A 7,41 6 11,11
3 360.000 — 500.000 9 16,67 8 14,81
4 510.000 — 750.000 7 12,96 15 27,78
5 760.000 — 1.060,000 11 20,37 9 16,67
6 1.010.000 — 2.000<000 12 22,22 8 14,81
7 > 2.000:000 5 9,26 1 1,85
Total 54 100 54 100

Sumber: Diolah,dari Data Primer, 2010

Hasil perhitungan dari jumlah responden yang ada diperoleh data yang
menunjukkan jumlah anggota keluarga berkisar 2 — 10 orang per kepala keluarga,
namun sebaran jumlah anggota keluarga terbanyak adalah 29,63 % memiliki anggota
keluarga 3 orang, 14,82 % memiliki anggota keluarga 4 orang, 14,82 % memiliki
anggota keluarga 5 orang, 11,11 % memiliki anggota keluarga 2 orang dan sisanya

memiliki anggota keluarga lebih dari 5 orang.
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c. Potensi Sumber daya Pesisir dan Laut

Desa Peniti Luar merupakan salah satu dari 5 (lima) desa yang berada di
wilayah Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak. Secara umum kabupaten
Pontianak merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan sumber
daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Aktifitas budidaya yang
dapat dikembangkan meliputi budidaya laut yang berada di sekitar perairan pulau-
pulau kecil, budidaya air payau tersebar di Kecamatan Siantan, Kécamatan Segedong,
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kecamatan Kuala MempawahyKecamatan Mempawah
Hilir, hingga Kecamatan Sungai Kunyit. Sedangkan/budiaya air tawar meliputi
budidaya ikan di kolam, di sawah, dan kerdmba“di" sungai-sungai yang banyak
terdapat di Kabupaten Mempawah.

Hutan mangrove di pantai Déesa.Peniti Luar panjangnya sekitar 4 km, dengan
ketebalan rata-rata 150 meter... Mengenai jenis mangrove yang ada adalah Avicennia
alba dan Sonneratia. Némun.deémikian kondisi mangrove yang ada di pantai Desa
Peniti Luar tampak merupakan hutan mangrove yang banyak mendapat tekanan dari
para penebang.kayu. Di bagian yang berdekatan dengan jalan, sebagian hutan
mangrove sudah dikonversi menjadi tambak intensif dan perkebunan kelapa hybrida
Terdapat berbagai jenis ikan, kerang kepah, dan udang-udangan (udang galah dan
kepiting) di wilayah hutan mangrove, yang dijadikan salah satu sumber mata
pencaharian masyarakat Desa Peniti Luar. Selain dihuni oleh berbagai jenis hewan
komoditas perikanan, kawasan hutan mangrove di Desa Peniti Luar juga merupakan
habitat bagi berbagai jenis burung, seperti burung punai dan bondol Kalimantan

(Lonchura fuscans). Hasil penelitiaan, Elfidasari dan Junardi (2005) menemukan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12/40728.pdf

68

sedikitnya 19 spesies burung yang berasal dari 9 famili di kawasan hutan mangrove
Desa Peniti Luar. Dari berbagai jenis burung tersebut, burung punai adalah jenis
burung yang paling mudah ditemui dan merupakan burung yang paling diburu oleh
masyarakat untuk diperdagangkan dan dikonsumsi. Jenis ikan yang terdapat di pantai
dan perairan Desa Peniti Luar umumnya adalah ikan-ikan demersal di antaranya ikan
sembilang, ikan mayong, ikan kakap, dan ikan ekor kuning. Alat tangkap yang
digunakan oleh nelayan Desa Peniti Luar cukup beragam, dimafiaspada tahun 2009
terdapat 9 jenis. Mengenai sarana apung (perahu) yang digunakan, sebagian adalah
perahu sampan. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan_jenis jalat tangkap, dapat dilihat

pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Jumlah dan Jenis Alat Fangkap-di Desa Peniti Luar tahun 2009

No Jenis Alat Tangkap Unit Persen (%)
1 | Jalaoras 12 10,08
2 | Gillnet 21 17,65
3 | Pukat Pantai 11 9,24
4 | Jaring Tarik 7 5,88
5 | Tramel Net 13 10,92
6 | Jating'Bendera 14 11,76
7 | Rawar'Permukaan atau Rawai Dasar 13 10,92
8 | Pancing Tangan 12 10,08
9 | Sero atau Belat 6 5,04
10 | Pancing Tonda 10 8,40

Sumber: DKP Kabupaten Pontianak (2009)

Jumlah dan jenis alat apung serta sarana penunjang penangkapan ikan di

Desa Peniti Luar dan Kecmatan Siantan dapat dilihat Tabel 4.7.
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Tabel 4.7 Jenis Sarana Apung di Desa Peniti Luar dan Sarana Penunjang
Penangkapan Ikan di Kecamatan Siantan Tahun 2009
PERAHU ALAT
: RTP MOTOR | KAPAL TPI/
NO Wilayah TANPA PENANG
NELAYAN | o ~cor | TEMPEL | MOTOR | "\ /\pay PPI
1 | Desabentt 86 28 30 28 119 1
uar
2 | Gocamatan 167 30 134 83 | 1993 3
lantan

Sumber: BPS Kabupaten Pontianak, 2009

2.  Dimensi Sosial Budaya

Data dimensi sosial budaya yang dihimpun dalam penelitin‘ini meliputi: (1)
sistem religius dan adat istiadat, (2) sistem organisasiy(3).sistem pengetahuan dan
teknologi, dan (4) keragaman nilai-nilai keafifailokal yang terkait dengan
pemeliharaan lingkungan perairan laut dan httan mangrove.

Dari hasil observasi dan wawancard mendalam, didapat berbagai sistem
religius dan adat istiadat masyardkat Desa Peniti Luar yang pernah ada ataupun yang
masih berlangsung di masyarakat dalam memelihara lingkungan laut dan hutan
mangrove, di antaranya.adalah upacara penghormatan terhadap laut “tolak bala” dan
“robo-robo” yangndilakikan oleh etnis melayu ataupun etnis melayu keturunan bugis,
serta adanya pantangan dan larangan dalam pemanfaatan sumber daya laut dan hutan
mangrove. Sitem organisasi dan kelembagaan yang ada di desa Peniti Luar meliputi
Badan Perwakilan Desa (BPD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
Karang Taruna, Majelis Taklim, dan Kelompok Nelayan. Sedangkan kondisi

demensi sosial masyarakat yang berhubungan dengan sistem religius, adat istiadat,

sistem organisasi, sistem pengetahuan dan teknologi dapat dilihat pada Lampiran 8.
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Hasil identifikasi norma atau kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan sumber
daya laut dan hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Kearifan Lokal Masyarakat Desa Peniti Luar Terkait dengan pengelolaan
Sumber daya Laut dan Hutan Mangrove

Produk

Kebudayaan Jenis Kearifan Lokal

1 Tidak dibenarkan menangkap ikan dengan bom, bius dan cara-cara yang
dapat merusak suberdaya ikan dan udang dan biota lainnya

2 Melakukan penyadaran bahaya ilegal fishing melalui pendekatan agama

3 Menentukan wilayah-wilayah penangkapan bagi nelayan setempat
Menentukan jenis-jenis alat tangkap yang dipérboléhkan untuk wilayah
perairan tertentu

Masih merupakan | ©  Tidak boleh melakukan penebangan kayu mangrgve-untuk tujuan komersial

tingkatan Ide atau | 6  Pengaturan jarak penempatan alat tafigkap “ikan tradisional (belat, sero,
Gagasan ambai) berdasarkan ketentuan yang ditétapkan olenh masyarakat atau

pemangku desa

7  Tidak melakukan penangkapariKepitirig dan kerang kepah yang berukuran
kecil

8  Menggunakan rumponssebagai alat bantu untuk mengkonsentrasikan ikan
pada suatu tempat

9  Menangkap ikan déngaripancing, rawai, tombak, dan senapan ikan

10 Tidak boleh ménangkap atau membunuh kadal (biawak), trenggiling, labi-
labi, dan kufa-kura

1  Tidak béleh-hersitl saat melakukan penangkapan ikan, saat berada di sungai
ataudaut

2  Tidakiboleh berbicara kotor (takabur) saat berada di sungai atau laut karena
ddpatiriengundang bala atau bahaya

3= Dilarang membuang sampah atau kotoran pada daerah-daerah tertentu yang

Nilai-nilai térdapat terumbu karang

4/ Menjaga daerah dan perairan yang dipandang wilayah keramat

Memberikan sanksi moral bagi perusak hutan (penebang kayu mangrove

secara illegal) dan bagi masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dan
udang menggunakan racun atau tuba

ol

Norma atau 1  Penghormatan terhadap laut (Semah Laut)
Adat Istiadat 2 Tolak Bala “Acara Robo-Robo”
Peraturan - Belum Ada peraturan tertulis dalam pengelolaan hutan mengrove dan
Tertulis sumber daya perikanan

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2010
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Berdasarkan hasil identifikasi dan pengamatan lapangan terhadap mangrove

yang tumbuh di tiga zona ditemukan 5 jenis vegetasi mangrove pada fase pohon Api-

api (Avicennia alba), Api-api hitam (Avicennia marina), Pedada (Sonneratia alba),

Buta-buta (Excoecaria agallocha), dan Bakau (Rhizophora mucronata). Hasil

perhitungan kerapatan (Di), frekwensi (Fi), penutupan lahan (Ci) dan indek nilai

penting (INPi) masing-masing spesies pada setiap zona pengamatan disajikan pada

Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Struktur Vegetasi Mangrove Setiap Zoné Pengamatan di Desa Peniti Luar

Tingk . . i RD; RF; i RC; | INP .
Veggt;sti No Jenis Vegetasi (Bth/h 21 % )' Fi % 5 (mgha) (O/S )' (%) H
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zonal

Pohon 1 | Avicennia alba 300 | 37,50 | 0,18 | 18,2 586 | 34| 89,6 0,16

2 | Avicennia marina 150 | 18,75 | 0,36 | 36,4 3,73 22 | 76,7 | 0,15

3 | Sonneratia alb@ 225 | 28,13 | 0,27 | 27,3 526 | 30| 858016

4 | Excoecarig’agallocha 75| 9,38 | 0,09 91 1,73 | 10| 28,4 0,10

5 | Rhizopkora mucronata 50| 6,251 0,09 9,1 0,72 4| 19,51 0,08

TOTAL 800 100 1| 100 | 17,29 | 100 | 300 | 0,64

Pancang 1 | Avieennia alba 1600 331 0,22 22 432 26| 81,3]|0,15

2 “\, AviCennia marina 1700 351 0,33 33 552 | 341018 0,16

3 ) |/Sonneratia alba 1500 310,33 33 0,98 6| 70,0015

4" | Excoecaria agallocha 100 21011 11 552 | 34| 46,9013

TOTAL 4900 100 1| 100 16 | 100 | 300 | 0,59

Semai 1 | Avicennia alba 9375 44 |1 0,38 | 37,5 - - 82 | 0,15

2 | Avicennia marina 2500 12 | 0,25 | 25,0 371011

3 | Sonneratia alba 5000 24 | 0,25 | 25,0 49 | 0,13

4 | Rhizophora mucronata | 4375 210,13 | 125 330,11

TOTAL 21250 100 1| 100 0 0 200 | 0,50
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Tabel 4.9 (Lanjutan....... )
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zona?2
Pohon Avicennia alba 733 65 | 0,60 60 | 12,45 71 195 | 0,12
Avicennia marina 33 310,20 20| 1,61 9 32| 0,10
Sonneratia alba 367 320,20 20| 3,54 20 721 0,15
TOTAL 1133 100 1| 100 18 | 100 300 | 0,37
Pancang Avicennia alba 1733 721075 | 75,0 | 7,66 77 225 | 0,09
Sonneratia alba 267 28 10,25 | 250 | 2,25 23 75 | 0,15
TOTAL 2000 100 1] 100 | 991 | 100 300 | 0,24
Semai Avicennia alba 16667 87| 0,75 | 75,0 4 - 162 | 0,14
Sonneratia alba 2500 13 | 0,25 |425,0 38| 0,11
TOTAL 19167 100 1 1100 0 0 200 | 0.26
Zona 3
Pohon Avicennia alba 400 60 |0.43 43 | 4.22 77 180 | 0.13
Avicennia marina 167 25 (029 29 | 0.31 6 59 | 0.14
Sonneratia alba 100 15 0.29 29 | 0.92 17 60 | 0.14
TOTAL 667 100 1| 100 5| 100 300 | 0.41
Pancang Avicennia alba 2667 56 | 0.43 | 42.9 | 5.07 69 168 | 0.14
Avicennia marina 1067 221029 | 28,6 | 1.65 23 731 0.15
Sonneratiafalba, 1067 221029 | 28,6 | 0.61 8 59 | 0.14
TOTAL 4800 100 1| 100 7| 100 300 | 0,43
Semai Avieenpia‘alba 31667 83 | 0,60 60 - 143 | 0,15
Avicennia marina 4167 111020 | 20 310,10
Sorineratia alba 2500 710,20 20 27 | 0,09
TOTAL 38333 100 1| 100 0 0 200 | 0,35

Sumber: Diolahdari data Primer, 2010
Keterangan : D; = Kerapatan, RD; = Kerapatan Relatif, F; = Frekuensi, RF; =

Frekuensi Relatif, C; = Penutupan, RC; = Penutupan Relatif, INP
Indeks Nilai Penting

Rekapitulasi struktur vegetasi hutan mangrove pada tingkatan pohon,

pancang maupun semai mulai dari kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, frekwensi

relatif, penutupan, penutupan relatif,
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keanekaragaman mangrove (H”) pada tiap-tiap jenis mangrove yang terdapat di semua
zona pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Rekapitulasi Struktur Vegetasi dan Indeks Keanekaragaman (H’) pada
Tiap-Tiap Jenis Mangrove Yang Terdapat Di Semua Zona Pengamatan

. Di RDi | RFi | RCi | INP .
No Jenis (Btg/ha) (%) Fi (%) Ci (%) (%) H
Pohon
1 Avicennia alba 477,78 54,07 | 0,40 40,35 7,51 60,70 | 155,12 | 0,15
2 Avicennia 116,67 | 1556 | 0,28 | 2831 | 1,88 ) 1212 | 5599 | 0,14
marina
3 2?;‘;”&“& 23056 | 2516|025 | 2528 | 824 %2747 | 7291 0,15
4 | Excoecaria 2500 | 313|003| 303,058 333| 948|005
agallocha
5 Rhizophora 16,67 208|003 |/ 80317024 139| 650004
mucronata
TOTAL 866,67 | 100,00 | 4007 100000 | 13,45 | 100,00 | 300,00 | 0,52
Pancang
1 Avicennia alba | 2000,00 | ¢~53,48°/0,47 | 46,69 | 568 | 57,63 | 157,80 | 0,15
2 Avicennia 92220\ 897 | 021 | 2063 | 2,39| 1876 | 5837 0,14
marina
3 ifg‘a”era“a 64444N 2687 | 0,29 | 2897 | 1,28 | 12,35| 68,19 | 0,15
4 | Excoecaria 3333 | 068|004 370| 184 | 1126 1564 | 0,07
agallocha
5 Rhizophora 0,00 000 [000| 000| 000| 000| 0,00
mucrondta.
TOTAL 3900,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 11,19 | 100,00 | 300,00 | 0,50
Semai
1 Avicennia alba | 1923611 | 7123 | 058 | 57,50 | 000 | 000 | 128,73 | 0,12
2 Avicennia 222222 754|015 1500 | 000| 0,00| 2254|011
marina
3 zfg‘a”era“a 333333 | 1436|023 | 2333| 000| 000| 37,70 0,14
4 Excoecaria 0,00 0,00|000| 000| 000 000| 0,00
agallocha
5 Rhizophora 1458 33 686|004 | 417| 000| 000]| 11,03 |0,07
mucronata
TOTAL 26250,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,44

Sumber: Diolah dari data Primer, 2010
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4.  Persepsi dan Ketaatan Masyarakat

Dalam pengelolaan hutan mangrove, bagian yang sangat menentukan dalam
keberlanjutan pengelolaan adalah masyarakat yang berdomisili dan yang terkait
langsung dengan sumber daya hutan mangrove tersebut. Menggali persepsi
masyarakat tentang keberadaan dan manfaat hutan mangrove, serta mengetahui
ketaatan masyarakat dalam mengikuti perinsip-prinsip pengelolaan hutan dan
menjaga kelestarian hutan mangrove menjadi penting dilakukan‘tmtuk mendapatkan

konsep pengelolaan sumber daya hutan mangrove berkelanjutan,

a. Persepsi masyarakat
Hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner tertutup terdapat 54 responden
yang mengisi dan mengembalikan kueSioner,tentang persepsi masyarakat dalam
pengelolaan hutan mangrove didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat,
seperti disajikan dalam bentdk Tabet 4.11. dan hasil rekapitulasi jawaban responden
tentang persepsi masyafakéat dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 4.11*._Persepsi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove

No. indikator Persepsi Masyarakat
1 | Pemahapiah tentang Sebagian besar masyarakat kurang memahami mengenai
ekosistem mangrove ekosistem hutan mangrove. Masyarakat memandang

bahwa hutan mangrove sama dengan hutan lainnya, dan
hanya memahami bahwa hutan mangrove dapat ditemui
di daerah pasang surut yang terkena air asin. Masyarakat
tidak memahami bahwa hutan mangrove merupakan
hutan ditumbuhi bakau dan tumbuhan lainnya, menjadi
tempat hidup dan berkembang biak berbagai jenis ikan,
burung, dan kadal.

2 | Fungsi dan manfaat | Sebagaian besar masyarakat memahami fungsi dan
hutan mangrove manfaat hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari
pengikisan oleh ombak, menahan air pasang, sebagai
tempat hidup ikan, kepiting, kepah, sebagai tempat
mencari kayu bakar dan bahan bangunan.
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Tabel 4.11. (lanjutan....... )

No. Indikator Persepsi Masyarakat

3 Pengaruh hutan mangrove | Sebagian besar masyarakat kurang memahami
terhadap hasil tangkapan | bahwa keberadaan hutan mangrove mempengaruhi
atau hasil perikanan hasil tangkapan atau hasil perikaanan. Kurangnya
pemahaman tersebut terutama ditemui pada
masyarakat yang berada pada kawasan pusat
aktivitas pemerintahan desa dan masyarakat yang
berada pada kawasan mangrove yang dikonversi
menjadi perkebunan kelapa hybrida.

4 Tindakan perusakan hutan | Masyarakat Desa Peniti Luar. memiliki persepsi
dan illegal fishing yang sama terhadap tindakan./pérusakan hutan
mangrove dan illegal fishing, Dahwa tindakan
tersebut dapat merusaky, “dan mengakibatkan
berkurangnya bahkasrhiltangnya sumber daya ikan.

5 Ketergantungan aktivitas Sebagian  besar) “aktivitas  ekonomi  dan
ekonomi dan matapencaharian masyarakat Desa Peniti Luar
matapencaharian memiliki » ketergaritungan terhadap keberadaan
masyarakat hutan fangrove. Ketergantungan yang tinggi

tampak terlihat pada zona | (kawasan pusat desa),
kemutiandiikuti zona Il (kawasan bekas tembak)
darpZona Il (kawasan perkebunan kelapa hybrida).

6 Manfaat pelestarian hutan [\Masyarakat sangat setuju dan memahami bahwa
mangrove pelestarian hutan mangrove memberikan manfaat
bagi kehidupan masyarakat baik secara ekonomi,
maupun secara fisik untuk perlindungan pantai dan
pemukiman dari tiupan angin dan ombak.

7 Upaya péngelolzan hutan | Masyarakat sangat setuju jika kawasan hutan
mangrove mangrove di Desa Peniti Luar dilestarikan dan
dikelola dengan baik.

Sumber: Dielah dari data Primer, 2010

Data rekapitulasi jawaban responden, selanjutnya dilakukan uji
Krusskal _Wallis dari setiap pertanyaan yang diajukan untuk mengukur perbedaan
persepsi masyarakat antar zona penelitian tentang keberadaan hutan mangrove dan
nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Peniti Luar. Hasil uji

Kursskal_Wallis tersebut, dapat dilihat pada Tabel 4.12.
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Tabel 4.12 Hasil Uji Krusskal_Wallis Untuk Persepsi Masyarakat

Nilai Rerata Persepsi Masyarakat Nilai
Indikator Nilai Kw | Chisquare
Zona | Zonall | Zona lll 005 (2)

Pemahaman tentang
ekosistem mangrove
Fungsi dan manfaat hutan
mangrove

1,83+£0,70 | 1,59+0,94 2,85£1,07 10,6720*

3,08+0,78 | 3,12+ 0,70 | 3,62+0,51 4,6431

Pengaruh hutan mangrove
terhadap hasil tangkapan | 254+1,14 | 2,76+1,09 | 192+112 | 3,6497
atau hasil perikanan

Tindakan perusakan hutan

; ‘ahi 2,08+1,06 | 253+1,07 | 1,46+1,13 | 452918

dan illegal fishing 5,091
Ketergantungan aktivitas

ekonomi dan

matapencaharian 342+0,65 | 282+081 | 2,62+104" ) 7,2204*
masyarakat

Manfaat pelestarian hutan
mangrove 3,33 0,87 | 3,29 047\ 262+1,04 | 5,861

Upaya pengelolaan hutan

mangrove 2,54 £1,10 | 300 056 | 3,23 +1,09 4,5343

Keterangan : Zona | = Kawasan Pusat Desa,
Zona Il = Kawasap Békas Tambak, dan
Zona lll = gKawasari Perkebunan Kelapa Hybrida

Hasil Uji Krusskal AWallis seperti terlihat pada Tabel 4.12 menunjukkan nilai
kw (10,6720) > dari‘\nitel chisquare 0,05 (2) = 5,99 yang berarti terdapat perbedaan
yang sangat®nyata mengenai pemahaman masyarakat di tiga zona pengamatan
mengenai ekgsistem hutan mangrove. Perbedaaan yang sangat nyata antara tiga zona
penelitian juga dapat dilihat dari ketergantungan aktivitas ekonomi dan
matapencaharian masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove yang ditunjukkan
dengan nilai kw (7,2204) > dari nilai chisquare 0,05 (2) = 5,99. Persepsi masyarakat
mengenai fungsi dan manfaat hutan mangrove dengan nilai kw (4,6431), pengaruh
hutan mangrove terhadap hasil tangkapan atau hasil perikanan nilai kw (3,6497),

tindakan perusakan hutan dan illegal fishing nilai kw (5,2918), manfaat pelestarian
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hutan mangrove nilai kw (5,0861), dan upaya pengelolaan hutan mangrove dengan
nilai kw (4,5343) semua menunjukkan < dari nilai chisquare 0,05 (2) = 5,99 berarti
bahwa tidak adanya perbedaan persepsi yang nyata dalam masyarakat di antara tiga
zona pengamatan.

Untuk mengetahui persepsi terbaik antar zona penelitian dilakukan uji lanjut
dengan uji efektivitas De Garmo et al. (1984), hasil perhitungan ditunjukkan dengan
dengan Nilai Perlakuan (NP) tertinggi. Hasil uji efektivitas De Garmo et al. (1984),
tersebut dapat dilihat Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Nilai Perlakuan Persepsi Masyarakat dengan Uji'De Garmo et al. (1984)

Zona} Zona ll Zona lll
NE NP NE NP NE NP

0,6 | 0,1395 | 0,2880 | 0,0402 [0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,1395

Indikator BV BN

Pemahaman tentang
ekosistem mangrove
Fungsi dan manfaat hutan
mangrove

0,9 | 0,2093 ¢+0,0000 0,0000 [0,0061 | 0,0013 | 1,0000 | 0,2093

Pengaruh hutan mangrove
terhadap hasil tangkapan 0,8 40,1860 10,7332 | 0,1364 |(1,0000 | 0,1860 | 0,0000 | 0,0000
atau hasil perikanan

Tindakan perusakan hutan

dan illegal fishing 15 /0,2326 | 0,5835 | 0,1357 | 1,0000| 0,2326 | 0,0000 | 0,0000
Ketergantungan aktivitas
ekonomi dan
matapencaharian 0,7 | 0,1628 | 1,0000 | 0,1628 |0,1632 | 0,0266 | 0,0000 | 0,0000
masyarakat
Manfaat pelestarian hutan
mangrove 0,7 | 0,1628 | 1,0000 | 0,1628 |0,7405 | 0,1206 | 0,0000 | 0,0000
Upaya pengelolaan hutan
mangrove 0,6 | 0,1395 | 0,0000 | 0,0000 (0,5064 | 0,0707 | 1,0000 | 0,1395

Total 3,3 |0,7674 0,6379* 0,6377 0,4884
Keterangan : Zona |l = Kawasan Pusat Desa, Zona Il = Kawasan Bekas tambak, dan

Zona Il = Kawasan Perkebunan Kelapa Hybrida

Data pada Tabel 4.13 menunjukkan nilai perlakuan tertinggi ditemukan pada

masyarakat yang berdomisili di zona | (kawasan pusat desa) dengan NP (0,6379)
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berarti bahwa masyarakat pada kawasan tersebut memiliki persepsi paling baik
tentang pengelolaan hutan mangrove didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
Persepsi paling baik berikutnya ditemukan pada zona Il (masyarakat yang tinggal
pada kawasan bekas tambak) dengan nilai NP (0,6377), dan nilai persepsi terendah
ditemukan pada masyarakat yang berdomisili di zona Il (kawasan perkebunan kelapa

hybrida) dengan nilai NP (0,4884).

b. Ketaatan masyarakat

Hasil penelitian tentang pengetauhan keberadaan dan®Ketaatan masyarakat
dalam pengelolaan hutan mangrove yang didasarkarrpada/nilai-nilai kearifan lokal di
masyarakat Desa Peniti Luar, disajikan dalanigeptuk Tabel 4.14. dan rekapitulasi
jawaban responden tentang ketaatan piasyarakat di tiga zona pengamatan dapat
dilihat pada Lampiran 6.

Perbedaan pengetahudn dan Ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan
lokal dalam pengelolaan “hutair’mangrove di antara tiga zona pengamatan, diketahui
dengan menggunakan “uji  Krusskal Wallis seperti terlihat pada Tabel 4.15.
Selanjutnya, dilakukan uji efektivitas De Garmo et al. (1984), untuk mengetahui
tingkat pengetahuan dan ketaatan masyarakat terbaik terhadap nilai-nilai kerarifan
lokal dalam pengelolaan hutan mangrove. Hasil uji De Garmo tersebut dapat dilihat

pada Tabel 4.16.
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Tabel 4.14  Pengetahuan dan Ketaatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
Mangrove
No. Indikator Ketaatan Masyarakat
1 | Kesadaran menjaga Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian

kelestarian hutan
mangrove

hutan mangrove cukup tinggi, karena pada umumnya
masyarakat menyatakan tidak mau melakukan perusakan
hutan, tidak melakkan penangkapan ikan atau udang
dengan bahan yang merusak dan berupaya melakukan
pelestarian  hutan mangrove dengan melakukan
penanaman bakau.

2 | Keberadaan aturan, Jawaban responden (46,30%) masyarakat Desa Peniti
norma, larangan, Luar tidak mengetahui keberadan aturan, norma, larangan,
pantangan, dan nilai- pantangan, dan nilai-nilai kearifan lokal‘daiam pelestarian
nilai kearifan lokal hutan mangrove. Hanya 27,008%s=dan 6,73 % yang
dalam pelestarian menyatakan  sangat mengetahuib ~dan  mengetahui
hutan mangrove keberadaan aturan, norma{arangan; pantangan, dan nilai-

nilai kearifan lokal dalam pélestarian hutan mangrove.

3 | Ketaatan masyarakat Data dari responden nienunjukkan 32,92 % masyarakat
dalam mengikuti Desa Peniti Luar“titlak taat atau 27,65 % kurang taat
aturan norma, adat dalam mengikUtinaturan, norma, adat istiadat dan nilai-
istiadat, dan nilai-nilai | nilai kearifan lokal” dalam pelestarian hutan mangrove.
kearifan lokal dalam Dan hanya=9,87/% menyatakan taat, dan 9,57 % sangat
pelestarian hutan taat dalamm=meéngikuti aturan, norma, adat istiadat, dan
mangrove nildinnilai kearifan lokal dalam pelestarian hutan.

4 | Persetujuan Persetujuan masyarakat untuk menjadikan aturan, norma,
masyarakat jika aturam, | adat” istiadat, nilai-nilai kearifan lokal menjadi aturan
norma, adat istiadat,“f=tertulis (legal formal) sangat tinggi yakni 42,00 %
nilai-nilai Kearifan | menyatakan sangat setuju dan 34,16 % setuju.
lokal dibuat \ dalam
aturan terttlis

5 | Penetaparraturan Masyrakat Desa Peniti Luar 60,92 % menyatakan sangat
pembenjan sanksi dan | setuju dan 27,04 % menyatakan setuju jika penerapan aturan
hukuman bagi perusak pemberian sanksi dan hukuman bagi perusak hutan mangrove,
hutan mangrove jawaban responden juga menunjukkan tidak ada masyarakat

yang menyatakan tidak setuju.

6 | Keterlibatan Partisisipasi masyarakat dalam pelestarian  hutan

masyarakat dalam
pelestarian hutan
mangrove

mangrove juga sangat tinggi hal ini terlihat dari jawaban
rasponden yakni 37,6 % menyatakan sangat setuju
berpatisipasi, 16,78 % setuju berpartisipasi, 24,69 % kurang
setuju, dan 21,27 % tidak setuju berpartisipasi. Tingkat
partisipasi tertinggi ditemukan pada zona Il ( kawasan
perkebunan kelapa hybrida) yakni 61,54 % masyarakatnya
sangat setuju berpartisipasi dalam pelestarian hutan mangrove.

Sumber: Diolah dari data Primer, 2010
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Tabel 4.15 Hasil Uji Krusskal_Wallis Untuk Ketaatan Masyarakat

Nilai Rerata Persepsi Masyarakat Nilai

Indikator Nilai Kw | Chisquare
Zona | Zona Il Zona Il 005 (2)

Kesadaran menjaga
kelestarian hutan 304+£081|253+1,12 | 3,00£0,91 | 2,1524
mangrove

Keberadaan aturan,
norma, larangan,
pantangan, dan nilai-nilai
kearifan lokal dalam
pelestarian hutan
mangrove

213+1,19|200+£1,37|231+132| 0,6182

Ketaatan masyarakat
dalam mengikuti aturan
norma, adat istiadat, dan
nilai-nilai kearifan lokal
dalam pelestarian hutan
mangrove

2,25+1,07 | 2,29+1,26 | 2,54%1,39+170,2091

5,991

Persetujuan  masyarakat
jika aturan, norma, adat
istiadat, nilai-nilai | 2 96+0,95 | 2763120 | 3,31+1,11 | 2,3601
kearifan  lokal dibuat
dalam aturan tertulis

Penetapan aturan

pemberian sanksi dan
hukuman bagi perusak 3,42%0,78 | 3,59+0,71 | 3,46+0,66 | 0,5554

hutan mangrove

Keterlibatan masyarakat

dalam pelestarian‘huta” | 2 461,06 | 2,41+1,28 | 3,23+1,09 | 4,3541
mangrove

Keterangari; Zona | = Kawasan Pusat Desa, Zonall = Kawasan Bekas Tambak, dan
Zona 1l = Kawasan Perkebunan Kelapa Hybrida

Hasil Uji Krusskal Wallis seperti terlihat pada Tabel 4.15 mengenai ketaatan
masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan mangrove didapat nilai kw (2,1524),
pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan aturan, norma, larangan, pantangan, nilai-nilai
kearifan lokal dalam pelestarian hutan mangrove nilai kw (0,6182), ketaatan masyarakat
dalam mengikuti aturan norma, adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pelestarian

hutan mangrove nilai kw (0,2091), persetujuan masyarakat jika aturan, norma, adat istiadat,
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nilai-nilai kearifan lokal dibuat dalam aturan tertulis nilai kw (2,3601), penetapan aturan
pemberian sanksi dan hukuman bagi perusak hutan mangrove nilai kw (0,5554), dan
keterlibatan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove dengan nilai kw (4,3541)

semuanya menunjukkan < dari nilai chisquare 0,05 (2) = 5,99 yang berarti bahwa tidak
adanya perbedaan nyata mengenai pengetahuan keberadaan nilai-nilai kearifan lokal
dan ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan
mangrove di antara tiga zona pengamatan.

Tabel 4.16 Nilai Perlakuan Ketaatan Masyarakat dengan UjiNDbe-Garmo et al. (1984)

. Zona l Zonall Zona Il
Indikator BV BN NE NP NE NP NE NP
Kesadaran menjaga
kelestarian hutan 0,6 0,1250 | 1,0000 | 0,1250%,0,0000 | 0,0000 | 0,9051 0,1131
mangrove

Keberadaan aturan, norma,
larangan, pantangan, dan
nilai-nilai kearifan lokal 0,8 0,1667 | 075845 1 0,0974 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 0,1667
dalam pelestarian hutan
mangrove

Ketaatan masyarakat
mengikuti aturan norma,
adat istiadat, dan nilai-nilai
kearifan lokal dalam
pelestarian hutan
mangrove

Persetujuan masyarakat
jika aturan, norma, ‘adat
istiadat, nilai-nilai kédrifan 1 0,2083 | 0,1441 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,2083
lokal dibuat,dalam aturan
tertulis

Penetapan aturan
pemberian sanksi dan
hukuman bagi perusak
hutan mangrove

Keterlibatan masyarakat

0,8..1 071667 | 0,0906 | 0,0151 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,1667

0,9 | 0,1875 | 0,0320 | 0,0060 | 1,0000 | 0,1875 | 0,0000 | 0,0000

dalam pelestarian hutan 0,7 0,1458 | 0,0495 | 0,0072 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,1458
mangrove
Total 4.8 0,6667 0,2808 0,1875 0,8006*
Keterangan : Zona | = Kawasan Pusat Desa, Zonall = Kawasan Bekas Tambak, dan
Zona 1l = Kawasan Perkebunan Kelapa Hybrida
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Hasil uji De Garmo et al. (1984) seperti data pada Tabel 4.16 menunjukkan
nilai perlakuan tertinggi ditemukan pada zona Il (kawasan perkebunan kelapa
hybrida) dengan NP (0,8006) yang berarti bahwa masyarakat pada kawasan tersebut
memiliki tingkat pengetahuan dan ketaatan paling baik terhadap nilai-nilai kearifan
lokal dalam pengelolaan hutan mangrove. Pengetahuan dan ketaatan paling baik
berikutnya ditemukan pada zona | (Kawasan Pusat Desa) dengan nilai NP (0,808),
dan nilai pengetahuan dan ketaatan terendah ditemukan pada masyasakat yang tinggal

di zona Il (Kawasan Bekas Tambak Zona) dengan nilai NP (0,1875).
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B. Pembahasan

Desa Peniti Luar merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pesisir
dan memiliki sumber daya hutan mangrove dengan keanekaragaman sumber daya
perikanan, burung, reptilia dan tumbuh-tumbuhan yang bernaung di dalamnya. Desa
Peniti Luar juga berada pada lokasi strategis karena dilalui jalur transportasi menuju
beberapa daerah kabupaten di Kalimantan Barat. Selain itu Desa Peniti Luar juga
merupakan jalur transportasi yang dilalui untuk menuju ibu Kota, Negara Bagian
Malaysia yaitu Kota Kucing-Serawak. Desa Peniti Luar “memiliki akses jalan
beraspal dengan lebar lebih delapan meter, dan hanya‘berjarak 27 kilometer dari Ibu
Kota Provinsi (Pontianak), sehingga sangat mefunjang pengembangan ekonomi dan
pembangunan desa ini.

Wilayah Desa Peniti Luar berada pada ketinggian 0,30 - 1,50 meter di atas
permuakaan laut, sehingga sangat tentan terhadap bencana banjir, terutama yang
disebabkan oleh luapan 4nuka air laut (rob) dan limpasan air hujan yang tergolong
tinggi di wilayah_ini, “Désa Peniti Luar termasuk dalam tipe iklim A dengan curah
hujan tertinggi-antarbulan Oktober sampai dengan Januari, dengan curah hujan rata-
rata perbulan/di atas 300 mm. Suhu udara rata-rata 25,80 °C dengan suhu terendah
25,50 °C dan tertinggi 27,40 °C. Tiupan angin dan gelombang, merupakan faktor
yang paling mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam melakukan penangkapan ikan,
terutama musim barat saat angin bertiup dari arah barat daya, barat laut, angin barat
dan angin utara. Rata-rata tiupan angin pada musim tersebut mencapai 8 knot atau
sekitar 10 km per jam sehingga tiupan angin dan gelombang tertinggi biasanya

berlangsung pada bulan September-Februari, menyebabkan nelayan tidak berani
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melaut dan saat tersebut akan terjadi paceklik ikan (Dinas Kelautan dan Perikanan
Propinsi Kalimantan Barat, 2009).

Penduduk Desa Peniti Luar relatif homogen dan etnis mayoritas yang
berdomisili di desa ini adalah etnis Melayu. Etnis lain yang dapat ditemui dalam
jumlah kecil di daerah ini adalah etnis keturunan Bugis, Tionghua, dan Dayak.
Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Peniti Luar, seperti terlihat pada
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa taraf pendidikan masyarakat relatif_rendah dengan
komposisi 10,87 % buta huruf, 17,63 % tidak tamat SD, 18,46 % tamat SD, 15,97 %
tamat SLTP, 6,32 % tamat SLTA, dan hanya 0,28 %damat D1, 0,04 % tamat D3,
serta 0,20 % tamat S1. Dari wawancara dengan{pemuka masyarakat dan Kepala Desa
mengemukakan, bahwa banyak penduduk Desa Peniti Luar yang telah melanjutkan
pendidikan ke jenjang SLTA atau péergituan tinggi cenderung tidak bermukim di
Desa Peniti Luar dengan berbagai-alasan di antaranya mencari pekerjaan atau
berkeluarga. Sebaran pefduduk-yang berdomisili di luar desa ini umumnya berada di
Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ngabang, atau
ke negara tetangQa Serawak Malaysia sebagai TKI di perkebunan kelapa sawit.

Muasyarakat yang menetap di Desa Peniti Luar umumnya bekerja sebagai
petani dan nelayan (58,84 %), buruh tani (17,43 %), pedagang, wiraswasta, dan
pengusaha (7,18 %), karyawan swasta (9,19 %) dan sebagaian yang lainnya adalah
PNS, TNI dan POLRI, selengkapnya seperti dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Masyarakat Desa Peniti Luar adalah masyarakat agraris yang aqua polis, karena
hampir seluruh aspek kehidupannya tergantung dari pengelolaan sumber daya

pertanian dan perikanan. Meskipun relatif sulit memberikan pembagian antara yang
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bekerja di sektor perikanan atau nelayan dengan yang bekerja sebagai petani, karena
selain sebagai nelayan juga merupakan petani yang memiliki sawah dan kebun.

Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Peniti Luar sangat bergantung
dari sumber daya alam, selain itu pola pemanfaatannya juga sangat bergantung pada
kondisi musim, dengan penerapan teknologi sederhana (tradisional). Kondisi tersebut
sangat berpengaruh pada tingkat penghasilan masyarakat Desa Peniti Luar.
Masyarakat tidak memiliki jumlah penghasilan tetap. Daki~wawancara dan
penyampaian kuesioner terhadap responden menunjukkaripenddpatan masyarakat
dengan penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- per. bwian mencapai 68,52 %. Jika
memperhatikan sebaran pengeluaran masyarakats(Tabel 4.5.) menunjukkan bahwa
tingkat pengeluaran masyarakat dengan kisaran'Rp. 510.000,- s/d Rp. 1.000.000,- per
bulannya paling dominan yakni meneapai 44,45 % dari total responden. Jika
dibandingkan dengan penghasilan yang didapat, pengeluaran ini cukup besar untuk
pemenuhan kebutuhannya. Selam itu responden umumnya memiliki anggota keluarga
rata-rata diatas 3 orangwpei kepala keluarga, sehingga jumlah penghasilan jauh lebih
rendah dari &ebutuhan harian yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan hidup
masyarakawlebih dipersulit dengan faktor tingginya harga kebutuhan hidup.

Dari pola hidup, jenis mata pencaharian dan penghasilan masyarakat daerah
ini dapat dikategorikan miskin, (berdasarkan standar kemiskinan internasional yang
dikeluarkan oleh Bank Dunia, yakni mereka yang berpendapatan di bawah US$ 2
perhari atau dengan penghasilan dibawah Rp. 20.000,- per hari), namun kemiskinan
tersebut lebih bersifat struktural dari pada kemiskinan ekonomi (keuangan).

Lemahnya pola manajemen keuangan dalam masyarakat yang cenderung konsumtif
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pada saat mendapat penghasilan lebih (pada musim panen atau musim penangkapan
ikan), memberikan dampak sulitnya meningkatkan penghasilan dan taraf hidup
masyarakat. Penghasilan yang didapat semata-mata dipegunakan untuk keperluan
hidup sehari-hari, tidak untuk menunjang aktivitas kegiatan ekonomi yang produktif
atau ditabung sebagai modal investasi.

Menurut Sumarto (2002) kemiskinan struktural merupakan kemiskinan
yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan‘fidak berpihak pada
si miskin, sehingga memunculkan berbagai masalah strukttral.ekonomi yang makin
meminggirkan peranan orang miskin. Elfindri _et/al. 7 (2009), menambahkan
kemiskinan masyarakat kepulauan dan pesisif lebity“dikarenakan sistem ekonomi
tradisional yang bersifat subsistensi “cari pagi untuk makan petang, pergi petang
untuk makan pagi”. Selain itu faktor-inf€rnal seperti perasaan rendah diri (sense of
inferiority cpmplex), tumbuhnya, butaya kemiskinan (the culture of poverty) yang
transgenerasional, mereka miskin karena miskin (the poverty of culture). Sedangkan
kondisi eksternal berkaitan dengan lingkaran setan kemiskinan dan keterpinggiran
(the viciousecicles“of poverty and marginalization) adalah ketidak mampuan
Pemerintafhmembuat suatu pola pengentasan kemiskinan yang terstruktur dan
berkesinambungan.

Hubungna patron-client, merupakan sistem yang menyebabkan adanya
bapak angkat (patron) dan anak angkat (client). Hubungan demikian berkembang
hampir ke seluruh masyarakat pesisir di negara berkembang. Hubungan patron-
client, yang menyebabkan terjadinya pemiskinan, karena ketergantungan yang

menahun antara nelayan tradisional, petani, pekerja dengan pemilik faktor produksi,
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baik mesin, kapal maupun lahan pertanian (Elfindri et al., 2009). Di wilayah Desa
Peniti Luar, hubungan patron-client relatif sedikit bahkan sulit ditemukan. Karena
banyak nelayan tradisional dan petani, yang lebih memilih berusaha secara tradisional
dengan kapasitas dan kemampuan terbatas dalam berproduksi, dibandingkan harus
memilih terjebak pada sistem ekonomi yang menyebakan mereka terlilit hutang atau
ketergantungan pada si pemilik modal (patron). Meskipun terdapat 17,43 %
masyarakat di Desa Peniti Luar yang berkerja sebagai buruh tani;saamun hubungan
yang terbentuk lebih bersifat kekeluargaan dengan sistem upah“atau bagi hasil.
Keberadaan hutan mangrove mengandung Kenekaragaman flora dan fauna
merupakan potensi yang memiliki nilai ekofiomivyang membentuk mata rantai
kegiatan usaha baik dibidang produksi maupurt.di bidang pariwisata di Desa Peniti
Luar. Aktivitas perekonomian yang, dittinjang dengan kerberadaan hutan mangrove
meliputi: (1) kegiatan nelayan penangkap dan pengumpul biota laut, ikan, kerang-
kerangan, mollusca, kepiting,.dan udang. Aktivitas nelayan yang dominan menjadi
mata pencaharian masyafakat Desa Peniti Luar adalah sebagai pengumpul kerang
kepah, (2) keberadaan mangrove mendorong kegiatan pemasaran biota laut hasil
tangkapan“yang dijual pada lapak-lapak tradisional di sepanjang jalan raya Desa
Peniti Luar, (3) kegiatan berburu berbagai jenis burung baik untuk dikonsumsi atau
diperdagangkan sebagai biota hiburan atau hiasan, (4) selain itu keberadaan hutan
mangrove juga mendorong tumbuhnya wisata kuliner yang kian berkembang di desa
ini. Dokumentasi pelaksanaan penelitian, kondisi hutan mangrove, dan aktivitas
perekonomian yang ditunjang dengan keberadaan hutan mangrove, dapat dilihat pada

Lampiran 7.
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Pola pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove yang ada di Desa Peniti
Luar masih secara tradisional, hal ini menjadikan kawasan hutan mangrove dapat
dipertahankan dan ditingkatkan kelestariannya. Dilihat dari jenis alat tangkap yang
digunakan dalam menangkap ikan (Tabel 4.6), menunjukkan bahwa teknologi
penangkapan ikan yang diterapkan sangat sederhana, jenis alat tangkap bersifat statis
dan ramah lingkungan. Mayoritas nelayan di Desa Peniti Luar tergolong dalam
nelayan kecil, yakni orang yang mata pencahariannya melakukatipenangkapan ikan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan” kapal perikanan
berukuran paling besar (lima) gross ton (GT), Keténiuan tersebut berdasarkan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentdng Perabahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Selain penggunaan teknologi sederhana,
faktor lain yang juga mempengaruhi‘kebéradaan mangrove tetap terjaga dengan baik
adalah masyarakat masih mengikuti®aturan-aturan yang tidak tertulis terkait dengan
pemanfaatan sumber dayasmangrove di desa ini. Aturan-aturan tersebut meliputi
aturan tidak melakukarnpénangkapan kerang kepah yang berukuran kecil, tidak boleh
melakukan pengbangan kayu mangrove untuk keperluan komersial, dilarang
melakukariperiangkapan udang dengan alat dan bahan (racun) yang merusak
lingkungan. Sanudin dan Harianja (2009), mengemukakan hasil penelitian terhadap
nilai-nilai kearifan lokal masyarakat desa Jaring Halus Langkat, Sumatera Utara,
menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat
tentang fungsi serta pentingnya menjaga keberadaan hutan mangrove disebabkan
tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan mangrove cukup tinggi terkait

dengan mata pencaharian sebagai nelayan (fungsi ekonomi) dan fungsi hutan
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mangrove untuk melindungi permukiman (fungsi fisik dan ekologi). Dalam
kehidupan sehari-hari, masyarakat desa Jaring Halus bisa memanfaatkan kayu-kayu
hutan untuk keperluan seperti galah ambai, tiang tambat perahu, kayu bakar untuk
pesta perkawinan dan kematian, namun demikian masyarakat juga menyadari bahwa
pemanfaatan hutan mangrove harus diimbangi dengan upaya pelestarian.

Salah satu ciri utama dari kehidupan dan penghidupan masyarakat perdesaan
adalah adanya ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan,.alam di sekitar
mereka. Kondisi ini berakibat pada adanya sikap dan pandangan yang mencerminkan
rasa hormat dan menghargai alam. Meskipun masyarakat tersebut mengalami
perkembangan secara evolusioner, namun darictradisi fokal (sebagai contoh sedekah
laut) yang masih mereka lakukan hingga Kkini;” tampak jelas keterkaitan mereka
dengan habitatnya. Masyarakat perdesaan”memiliki pandangan bahwa hidup yang
baik adalah hidup sesuai dengarnaturan-aturan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam
masyarakat, tidak menefQtahg. kehendak norma yang telah ada dalam masyarakat
(Hartono et al., 2007). “Hasil wawancara mendalam pada beberapa tokoh masyarakat
Desa Peniti Luarterdapat sistem religius dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat
yang meliputi’ (Gpacara menyemah laut, pantangan dan larangan dalam pemanfaatan
sumberdaya laut, dan pranata sosial pengelolaan sumberdaya laut dan hutan
mangrove), sistem pengetahuan dan teknologi meliputi (pengetahuan tentang gejala-
gejala alam, pengetahuan tentang biota laut dan pesisir, dan teknologi tradisional
dalam menangkap ikan, udang dan kepiting), dan sistim organisasi dan kelembagaan
yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan mangrove dan sumber daya

perikanan dapat dilihat pada Lampiran 7. Masyarakat Desa Peniti Luar meyakini
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bahwa ada keterkaitan manusia dengan mahluk lain yang berada pada lingkungan
masyarakat, hutan, dan lautan. Sehingga mereka memiliki tatacara penghormatan
terhadap lingkungan, hutan, dan laut. Bentuk penghormatan tersebut di antaranya
dilakukan dalam bentuk upacara menyemah laut, adanya pantangan dan larangan
dalam pemanfaatan sumber daya laut yang ditunjukkan dalam bentuk larangan
melakukan hal-hal yang buruk atau sikap tidak hormat pada laut atau wilayah hutan.
Masyarakat Desa Peniti Luar mengetahui dengan baik<mengenai gejala-
gejala alam yang dijadikan pertanda perubahan musim atatpun” penentuan waktu
untuk melaut (melakukan penangkapan ikan). Masyarakat'kurang mengetahui musim
ikan berpijah (kawin) dan tetap melakukan pefiangkapan ikan dan udang meskipun
dalam keadaan matang gonad (siap kawin) atau*miusim pemijahan. Masyarakat tidak
mengetahui bahwa penangkapan ikan, tag tidang pada saat musim pemijahan ataupun
matang gonad, berdampak pada_ hildngnya kesempatan ikan untuk bereproduksi,
sehingga jika aktivitas tefsebut secara terus menerus dilakukan tanpa ada pengaturan
dan pembatasan waktu dgn jumlah penangkapan akan berdampak pada berkurangnya
jumlah populastyikan dan udang atau bahkan terjadinya kepunahan. Meskipun
demikian, terkait dengan upaya pengumpulan kerang kepah yang menjadi komoditas
utama dalam mata pencaharian masyarakat Desa Peniti Luar terdapat aturan-aturan
tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, aturan tersebut berupa pembatasan ukuran
kerang kepah yang boleh dikumpulkan. Kerang kepah dengan ukuran kecil (kurang
dari 3 cm) tidak boleh dikumpulkan. Pandangan masyarakat di daerah ini, bahwa

selain kerang kepah dengan ukuran kecil tidak memiliki daging tebal jika dijual
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harganya sangat murah dan masyarakat sadar jika semua ukuran kepah dikumpulkan
maka kerang kepah akan punah.

Belum ada sistem organisasi atau kelembagaan yang secara khusus terlibat
atau menangani pengelolaan dan pemanfaatan suberdaya hutan mangrove dan
perikanan di wilayah ini. Organisasi dan kelembagaan yang ada di tingkat desa,
hanya merupakan perangkat desa yang lebih cenderung sebagai pelengkap yang tidak
pernah terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pelestariafi“stumber daya hutan
mangrove. Hal ini merupakan salah satu titik kelemahan dalam pengelolaan sumber
daya hutan mangrove di wilayah ini. Menurut Indrawasih (2004) bahwa keberadaan
organisasi atau kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut diperlukan
untuk menjembatani berbagai kepentingan ™ stakeholder yang terkait dengan
lingkungan pesisir dan pengembafigaf”ekonomi masyarakat pesisir. la juga
menambahkan bahwa agar pengelolaan sumber daya pesisir dan perikanan mendapat
dukungan masyarakat 4naka, ‘pembentukan organisai atau kelembagaan harus
melibatkan masyarakatsMasyarakat juga harus dilibatkan dalam penyusunan rencana
pengelolaan,«melakukan pengawasan, pemantuan, dan evaluasi dalam kegiatan
pengelolaan./sumber daya pesisir dan perikanan. Sedangkan dalam Panduan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu, yang dikeluarkan
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (2009a), bahwa aspek
kelembagaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, harus mempertimbangkan
konsep perikanan berbasis hak (right-based fisheries) untuk menjamin keadilan dan

keberlanjutan komoditas perikanan. Pemberian hak pengelolaan (management rights)
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kepada masyarakat merupakan isu yang penting dalam penerapan ko-manajemen
pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
Hasil identifikasi norma atau nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di
masyarakat Desa Peniti Luar dapat dilihat pada Tabel 4.8. Norma atau nilai-nilai
kearifan lokal tersebut dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: (1) norma
yang baru bersifat ide atau gagasan, serta kebiasaan (folkways), meliputi pelarangan
penebangan kayu mangrove untuk tujuan komersial, tidak melakukan penangkapan
kepiting dan kepah berukuran kecil, pengaturan jarak penempatan alat tangkap ikan
tradisional, (2) norma yang bersifat tata nilai kelakuandmores) meliputi tidak boleh
bersiul saat melakukan penangkapan ikan atau/saat berada di sungai dan laut, tidak
boleh berbicara kotor (takabur) saat berada“.di laut atau sungai karena dapat
mengundang bahaya, menjaga daerafiyhiifan dan perairan yang dipandang sebagai
wilayah keramat, dan (3) budaya dan adat istiadat (custom) meliputi penghormatan
terhadap laut (menyemald laut), tolak bala dan acara “Robo-robo”. Menurut Soekanto
(2003) pengklasifikasianfiorma yang dikaitkan dengan sanksi adalah sebagai berikut:
(1) Cara (usage)ynorma ini lebih menonjol dalam hubungan antara individu dalam
masyarekat. Suatu penyimpangan terhadap norma ini tidak mengakibatkan
hukuman yang berat, hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya,

(2) Kebiasaan (folkways); norma ini memiliki arti sebagai perbuatan yang diulang-
ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bahwa bukti bahwa orang banyak
menyukai perbuatan tersebut. Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan maka

akan dianggap suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat,
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(3) Tata kelakukan (mores); norma ini terbentuk pada saat kebiasaan tidak dianggap
sabagai cara perilaku saja, namun telah diterima sebagai norma-norma pengatur.
Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang
dilaksanakan sebagai alat pengawas oleh masyarakat terhadap angota-anggotanya,
baik secara sadar maupun tidak sadar,

(4) Adat istiadat (custom); norma ini akan terbentuk pada saat tata kelakuan bersifat
kekal dan kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Anggota
masyarakat yang melanggar akan mendapat sanksi yang, keras terkadang secara
tidak langsung diperlakukan belanjut hingga generasi selahjutnya.

Kearifan lokal masyarakat di Desa Réniti ‘Luar baru pada sampai tatanan
kebiasaan (folkways). Hal ini berbeda dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku
di masyarakat tradisional seperti di‘\Ingdonesia Timur, dimana kearifan lokal dalam
memanfaatkan sumber daya laut.dan pesisir telah sampai pada tataran institusional.
Namun demikian upaya<pghyeldmatan sumber daya pesisir dan laut di Desa Peniti
Luar harus terus didorong dengan melibatkan berbagai sektor, sinergi, terpadu, dan
berkelanjutan.melaiui pembentukan kelembagaan formal dan menggali nilai-nilai
kearifan 10kal yang ada dalam masyarakat untuk dirumuskan dalam praturan legal
formal.  Seperti dikemukakan Ibrahim, (2002) bahwa proses institusional atau
terbentuknya kelembagaan sosial dimulai dari perilaku perorangan yang tumbuh
menjadi kebiasaan, meningkat secara normatif, lahirnya aturan-aturan dan sanksi,
serta terbentuknya suatu lembaga yang permanen. Proses ini tumbuh secara perlahan
serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Untuk mempercepat proses sosialisasi dari tatanan kebiasaan (folkways) menjadi
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suatu kelembagaan formal maupun non formal dibutuhkan katalisator, motivator, dan
fasilator yang tepat.

Kearifan lokal masyarakat Desa Peniti Luar meskipun masih pada tingkatan
folkways, namun telah sejalan dengan pemahaman prinsip-prinsip ekologi dan
ekosistem. Kearifan tersebut terwujud dalam bentuk bahasa sederhana, substansi
nilai dan norma berperilaku. Seperti halnya yang berlaku di beberapa wilayah pesisir
Indonesia Barat yang didominasi etnis melayu nilai-nilai kearifarslokal dan budaya
yang ada cenderung diwarnai dari nilai-nilai Agama Islam yarg dianut oleh sebagian
besar penduduk di wilayah ini. Ritual dan keberadaarngdgama islam tercermin dalam
kehidupan sehari hari seperti adanya kegiatan Kelenipok pengajian yasinan, kegiatan
hajatan perayaan pernikahan dan penyelenggaraan kematian. Pada setiap hari jum’at
pada umumnya masyarakat tidak melakukan aktivitas melaut, mengumpulkan kerang
kepah, bertani ataupun masuk ‘hutan” sebagai penghormatan terhadap pelaksanaan
ibadah jum’at. Pada hari“jum’at juga dijadikan ajang untuk melakukan akivitas
secara bersama sepertizgetrakan jum’at bersih, kegiatan yang dilakukan umumnya
melakukan pembersihian lingkungan permukiman, pembersihan saluran dan parit dari
kotoran ataw.rumput. Pendekatan agama juga yang mendorong kesadaran masyarakat
untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan laut dan sumber daya hutan
mangrove. Ritual budaya melayu dalam pemanfaatan sumber daya perairan laut dan
hutan mangrove yang dipengaruhi oleh ajaran islam di antaranya adalah bahwa setiap
orang atau masyarakat yang akan melaut atau masuk hutan harus membaca doa-doa
keselamatan. Pada saat masyarakat yang memiilki sampan atau kapal motor yang

baru dan akan digunakan pertama kali melaut dilakukan ritual doa keselamatan yang
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disebut dengan “tepung tawar”. Ritual doa tepung tawar dipimpin oleh seorang
pemuka masyarakat, tokoh agama atau sering disebut “labai”. Acara umumnya
digelar pada pagi hari dengan kelengkapan peralatan prosesi ritual meliputi tepung
beras diencerkan dalam air dan dicampur dengan gambir, kapur sirih, beras kuning
dan berbagai jenis daun (daun nyuang, daun ribu dan tibar) yang diikat menjadi satu
dan digunakan sebagai alat selama prosesi berlangsung. Prosesi yang dilakukan
sebagai berikut beberapa mayarakat atau keluarga terdekat akam.diundang untuk
melakukan doa bersama di dalam rumah, kemudian “diitingi dengan prosesi
penyiraman campuran tepung beras dan memukul*giukwkan ikatan daun yang
dilumuri campuran tepung beras pada haluanburitan’dan berbagai bagian sampan
atau kapal motor lainnya. Acara ritual_diakhiri’dengan makan lontong sayur atau
ketupat secara bersama di rumah pemilik sampan atau kapal. Prosesi tersebut
meyakinkan kepada masyarakat $elain untuk memohon keselamatan salema
melakukan aktivitas perangkapan ikan, juga menumbuhkan kesadaran agar setiap
aktivitas mencari rezeki"“di laut harus menjaga keharmonisan dan kehormatan
terhadap mahluky faih di laut serta dalam pemanfaatan sumber daya ikan tidak
berlebihan‘daritidak merusak lingkungan laut.

Hasil kajian yang dilakukan BPP-PSPL Universitas Riau (2005), tentang
Kearian Lokal Masyarakat di Desa Sabang Mawang, Sedadap dan Pulau Tiga
Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,
menunjukkan bahwa kearifan lokal suatu masyarakat dapat berkembang linier sampai
dengan terbentuknya sebuah institusi, atau bahkan dapat semakin memudar atau

hilang sama sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kearifan lokal
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besifat multidemensional dan saling terkait satu sama lain, yaitu sosial ekonomi,
sosial budaya, sosial politik, hukum, serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Kearifan lokal masyarakat yang bersumber dari kepercayaan yang
mengandung mistik memiliki kecenderungan untuk ditinggalkan. Kemajuan ilmu
pengetahuan dan dunia pendidikan yang berlandaskan rasionalitas tujuan dan
intrumen, serta gencarnya upaya beberapa pemuka agama untuk mengurangi
pengaruh mistik, menyebabkan hampir seluruh kearifan yang bérbau mistik berikut
subsatnsi kearifannya ditinggalkan.

Analisis vegetasi hutan mangrove pada “tiga ~zona yang ditentukan
berdasarkan sebaran penduduk dan karakteristik “pemanfaatan hutan mangrove,
dilakukan untuk mengetahui pengaruh. kearifan lokal dalam pengelolaan hutan
mangrove di Desa Peniti Luar. , BepdaSarkan hasil identifikasi dan pengamatan
lapangan terhadap mangrove.yang tumbuh di tiga zona, ditemukan 5 jenis vegetasi
mangrove pada fase pohénantara Api-api (Avicenea alba), Api-api hitam (Avicennia
marina), Pedada (Sqnnefatia alba), Buta-buta (Excoecaria agallocha) dan Bakau
(Rhizophoramucronata).

Berdasarkan Tabel 4.9, terlihat bahwa mangrove jenis Avicennia alba
ditemukan dan mendominasi di semua zona pengamatan (zona 1 sampai 3). Selain
Avicennia alba jenis Sonneratia alba juga dapat ditemukan di ketiga zona
pengamatan meskipun jumlah batang dan tingkat kerapatan lebih rendah dari
Avicinea alba. Dari 5 (lima) jenis vegetasi mangrove yang teridentifikasi, semua
jenis tersebut dapat ditemukan di zona 1 (satu). Kerapatan (D;) vegetasi mangrove

pada zona 1 adalah 800 btg/ha untuk pohon, 4.900 btg/ha untuk pancang dan 21.250
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btg/ha untuk semai. Pada zona 2 ditemukan mangrove jenis Avicennia alba,
Avicennia marina dan Sonneratia alba. Avecennia marina hanya ditemukan pada
tingkat pohon. Kerapatan (D;) vegetasi mangrove pada zona 2 adalah 1.133 btg/ha
untuk pohon, 2.000 btg/ha untuk pancang dan 19.167 btg/ha untuk semai. Pada zona
3 ditemukan mangrove jenis Avicennia alba, Avicennia marina dan Sonneratia alba.
Kerapatan (D;) vegetasi mangrove pada zona 3 adalah 667 btg/ha untuk pohon, 4.800
btg/ha untuk pancang dan 38.333 btg/ha untuk semai.

Indeks nilai penting tertinggi (INP) jenis mangreye, pada tingkat pohon,
pancang dan semai seperti terlihat pada Tabel 4.10,“t¢rdapat pada jenis Avicennia
alba yang secara berturut-turut nilainya 155{12° %;-157,80 %; dan 128,73 %.
Selanjutnya di ikuti oleh Sonneratia alba dengan nilai INP untuk tingkat pohon,
pancang dan semai secara berturut-turut Sebesar 72,91 %; 68,19 %; dan 37,30 %;
Avicennia marina dengan INR.untuk’tingkat pohon, pancang dan semai berturut-turut
sebesar 55,99 %; 58,37<%;~dan 22,54 %; Excocaria agallocha dengan nilai INP
untuk tingkat pohon‘dan/sancang masing-masing 9,48 % dan 15,64 %. INP terendah
jenis mangrove.pada-tingkat pohon terdapat pada Rhizophora mucronata dengan nilai
6,50 %, tingkat pancang terdapat pada jenis Excoecaria agallocha 15,64 % dan
tingkat semai pada Rhizophora mucronata 11,03 %.

Nilai penting spesies, memberikan suatu gambaran mengenai pengaruh atau
peranan suatu jenis tumbuhan mangrove dalam komunitas mangrove. Nilai Penting
Species (INP;) yang rendah pada jenis tertentu mengindikasikan bahwa jenis ini
kurang mampu bersaing dengan lingkungan yang ada disekitarnya serta jenis lainnya

(Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, 1997). Dari nilai INP ini
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terlihat bahwa jenis Avicennia alba merupakan spesies yang sangat berpengaruh
dalam komunitas mangrove di wilayah Desa Peniti Luar. Spesies mangrove di pesisir
Desa Peniti Luar, yang kurang mampu beradapasi dengan lingkungannya serta kurang
mampu bersaing jenis lainnya adalah jenis Rhizophora mucronata dan Excoecaria
agallocha. Tingginya dominasi jenis Avicinea sp. di lokasi penelitian dapat dipahami
karena Apicenea sp. dikenal sebagai vegetasi perintis yang memiliki kemampuan
adaptasi pada substrat berlumpur dengan kadar garam (salinitas) tinggi.

Dari hasil perhitungan, nilai tertinggi kerapatan™(Dj), frekuensi (F),
penutupan (C;) dan Indeks Nilai Penting (INP) vegetasi)mangrove pada tingkatan
pohon, pancang maupun semai terdapat pada Avicennia alba, kemudian secara
berturut-turut diikuti oleh Sonneratia alba, Rhizophora mucronata dan Excoecaria
agallocha. Rekapitulasi struktur vegetasiiutan mangrove dan indeks keragaman (H”)
pada tiap-tiap jenis mangrove-yang terdapat di semua zona pengamatan dapat dilihat
pada Tabel 4.10. Jika kerapatanvegetasi mangrove di Desa Peniti Luar dibandingkan
dengan Kriteria Baku €rusakan Mangrove seperti terlihat pada Tabel 4.17, maka
tingkat kerawanan ‘degradasi berdasarkan parameter kerapatan tegakan dan indeks

biodiversitas.tiap zona pengamatan di Desa Peniti Luar, dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4.17 Penentuan Tingkat Kerawanan Degradasi Ekosistem Hutan Mangrove

.. . Tingkat Kerawanan Degradasi
No Karakteristik Vegetasi RO R1 R>
1. | Kerapatan
- Fase Pohon (pohon/ha) > 1.500 750-1.500 <750
- Fase Pancang (pancang/ha) > 2.500 750-2.500 <750
- Fase Semai (semai/ha) >5.000 1.000-5.000 | <1.000
2. | Indeks Biodiversitas (H’) >3 1-3 <1

Sumber: Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. 1997
Keterangan : RO = rawan 0 (rendah); R1 = rawan 1 (sedang); R2 = rawan 2 (tinggi)
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Tabel 4.18 Tingkat Kerawanan Degradasi berdasarkan Parameter Kerapatan
Tegakan dan Indeks Biodiversitas

_ _ Kerapatan Tegakan Indeks Biodiversitas
No Lokasi Tingkatan (H)
Data TR Data TR
Fase Pohon 800 R1 0,64 R2
1 Zona | Fase Pancang 4.900 RO 0,59 R2
Fase Semai 21.250 RO 0,50 R2
Fase Pohon 1.133 R1 0,37 R2
2 Zona ll Fase Pancang 2.000 R1 0,24 R2
Fase Semai 19.167 RO 0,26 R2
Fase Pohon 667 R2 041 R2
3 Zona lll | Fase Pancang 4.800 R@ 0,43 R2
Fase Semai 38.333 RO 0,35 R2

Sumber : Diolah dari Data Primer, 2010
Keterangan : Tingkat Kerawanan (TR ): RO =.awan 0 (rendah); R1= rawan 1
(sedang); R2= rawan 2 (tinggi).

Kerapatan tegakan secaratkeséluruhan dari tiap lokasi penelitian menunjukan
vegetasi mangrove berada (pada“Kisaran toleransi > 1.500 pohon/ha. Kerapatan
tegakan pada lokasi genelitian, 55,65 % berada pada tingkat rawan RO (rendah),
33,33 % tingkat«<awan R1 (sedang), hanya pada fase pohon 11,11 % di zona 3 yang
berada pada\tingkat rawan R2 (tinggi).

Kerapatan pohon pada lokasi penelitian berkisar 800-21.250 pohon/ha, dan
hal ini rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan kisaran toleransi 750-5.000
pohon/ha (Direktorat jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, 1997). Namun jika
dilihat dari nilai keanekaragaman pada tiap-tiap lokasi penelitian berada dibawah
nilai yang disyaratkan 1-3, nilai keragaman yang didapat berkisar 0,44-0,52. Nilai

keragaman vegetasi tersebut menunjukan pada kisaran dibawah toleransi yang
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disyaratkan untuk kemantapan dan kestabilan komunitas atau dengan kata lain
vegetasi mangrove di Desa Peniti Luar berada pada kondisi rawan tinggi. Menurut
Kaunang dan Kimbal (2009), keanekaragaman (biodiversity), suatu komunitas
dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi jika komunitas tersebut
disusun oleh banyak spesies. Sebaliknya suatu komunitas dikatakan memiliki
keanekaragaman spesies yang rendah jika komunitas itu disusun oleh sedikit spesies
dan jika hanya ada sedikit saja spesies yang dominan. Komunitas.tumbuhan hutan
memiliki dinamika atau perubahan, baik yang disebabkan “alel adanya aktivitas
alamiah maupun manusia.

Kompleksitas sistem pada wilayah pesisir baik pada sumber daya alam yang
terkandung di dalamnya maupun masyarakatnya téntu memerlukan suatu pengelolaan
yang tepat, guna menjaga kelestarian,Swmiber daya alam tersebut. Dalam pelaksanaan
pengelolaan, pada dasarnya merupakan upaya untuk mengelola elemen-elemen baik
terkait dengan sumber daya.d)‘kawasan pesisir dan lautan maupun aktivitas yang
mempengaruhinya (Divektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
2009a). Salahnsatu elemen yang sangat penting diperhatikan adalah elemen
masyarakat..yang terlibat dan beraktivitas langsung dalam pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Pemahaman dan persepsi masyarakat
tentang keberadaan sumber daya pesisir, tentang pengelolaan dan dampak yang
ditimbulkan dari setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya, perlu digali untuk
mencapai konsep pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu,
menggali nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat yang sejalan dengan

konsep pelestarian dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut juga menjadi
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penting, sehingga konsep pengelolaan akan menjadi mudah diadaptasikan dan
diterima oleh masyarakat yang berada dalam kawasan pengelolaan tersebut.

Hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat di Desa Peniti Luar tentang
keberadaan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan
mangrove seperti terlihat pada Tabel 4.11. dan rekapitulasi jawaban responden
tentang persepsi masyarakat dapat dilihat pada Lampiran 4. Dari data tersebut,
terlihat bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang hutan mangreve cukup rendah
yaitu sekitar 37,81 % responden menyatakan tidak mengerti, méngenai ekosistem
hutan mangrove karena menganggap bahwa hutan.rmangrove sama dengan hutan-
hutan daratan lainnya, 27,68 % responden mehyatakan kurang mengerti mengenai
ekosistem hutan mangrove karena hanya.mengetahui bahwa hutan mangrove adalah
hutan yang hanya ditumbuhi kayu ‘bakat atau kayu api-api, sedangkan 19,73 %
menyatakan mengerti mengepaihekaosistem hutan mangrove karena hutan ini hanya
dapat ditemui di wilayahtpesisir; ditumbuhi berbagai jenis vegetasi yang hanya dapat
tumbuh di daerah pantaisyang dipengaruhi air asin seperti bakau, api-api dan nipah,
dan hanya 9465.% ‘résponden yang menyatakan sangat mengerti tentang ekosistem
mangrove kareria memahami bahwa hutan mangrove merupakan kawasan hutan yang
dipengaruhi air asin, terdiri dari tumbuhan bakau, api-api dan tumbuhan lainnya serta
menjadi tempat hidup dan mencari makan berbagai jenis hewan, burung, ikan dan
kerang-kerangan. Namun demikian, sebagian besar responden memahami fungsi
hutan mangrove secara fisik (sebagai perlindungan pantai atau permukiman dari
tiupan angin dan gelombang), secara ekologi dan ekonomi. Sebagian besar

masyarakat kurang memahami bahwa pengaruh keberadaan mangrove dapat
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mengurangi atau meningkatkan sumber daya atau hasil perikanan. Terhadap kegiatan
perusakan hutan dan penggunaan bahan berbahaya (racun atau tuba) dalam
pemanfaatan sumber daya pesisir 53,29 % dari seluruh responden dan bahkan pada
zona 3 terlihat 84,62 %, menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat merusak dan
dapat mengakibatkan berkurang dan bahkan menghilangkan sumber daya misalnya
ikan, kepiting, udang, dan kerang kepah.

Keberadaan hutan mangrove sangat mempengaruhi aktiVitas ekonomi (mata
pencaharian) masyarakat di Desa Peniti Luar, 30,20 % “dan, 35,95 % responden
menyatakan aktivitas ekonominya memiliki ketergantungan sangat tinggi dan
ketergantungan tinggi pada keberadaan sumberdaya hutan mangrove, hanya 25,37 %
yang menyatakan kurang, dan 6,52 %, tidak -memiliki ketergantungan terhadap
sumber daya hutan mangrove. MaSyarakat yang memiliki ketergantungan yang
sangat tinggi terhadap keberadaan Suberdaya hutan mangrove, dikarenakan hanya
mengandalkan aktivitas<mencari kerang, kepiting, memanfaatkan kayu bakau dan
daun nipah sebagal, swfhber mata pencahariannya. Sedangkan masyarakat yang
ketergantungannya tinggi selain sebagai pengumpul juga memiliki mata pencaharian
sebagai pedagang sumber daya hasil perikanan dan hutan bakau. Ketergantungan
masyarakat sangat tinggi terhadap keberadaan hutan mangrove terutama terlihat pada
zona 1, dimana 50,00 % responden sangat menggantungkan mata pencahariannya
pada sumber daya hutan mangrove.

Tingkat pemahaman, persepsi, dan tingginya ketergantungan ekomomi
masyarakat di Desa Peniti Luar terhadap keberadaan hutan mangrove, berdampak

pada kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Hal tersebut terlihat
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dari jawaban responden 47,67 % menyatakan memberikan manfaat dan 34,16 %
menyatakan sangat memberikan manfaat jika hutan mangrove dikelola dengan baik.
Selain itu, 46,29 % dan 30,78 % responden menyatakan setuju dan sangat setuju jika
kawasan hutan mangrove di Desa Peniti Luar dilakukan pengelolaan dengan baik.
Setelah dilakukan analisis secara statistik dengan uji Kursskal-Wallis (Tabel
4.12), bahwa tidak adanya perbedaan variasi jawaban yang signifikan terhadap
pemahaman ataupun persepsi masyarakat tentang pengelolaan ftgtan mangrove di
Desa Peniti Luar. Pemahaman dan persepsi masyarakat @i tiga’zona pengamatan
relatif sama, kecuali terkait dengan pertanyaan pengetahuan terhadap ekosistem
mangrove yang menunjukan perbedaan pemahaman pada tiga zona lokasi penelitian.
Tingkat pemahaman tertinggi diperoleh pada zona 2 (64,71 %), diikuti zona 1 (33,33
%) dan terendah di zona 3 (15,38 %), #HasH uji Kursskal-Wallis terhadap pertanyaan
ini didapat nilai kw = 10,6720.>nilai’chisquare 0,05 (2) = 5,991 yang berarti bahwa
terdapat perbedaan yang .Signifikan pemahaman masyarakat terhadap ekosistem
mangrove. Demikian “pdta halnya dengan pertanyaan yang berkenaan dengan
ketergantungan.aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat, menunjukkan
tingkat ketergantungan paling tinggi terhadap sumber daya hutan mangrove
ditemukan pada zona 1 dengan jawaban responden 50,00 % memiliki ketergantungan
sangat tinggi dan 41,67 % memiliki ketergantungan tinggi, kemudian diikuti zona 3
dengan jawaban responden 32,20 % memiliki ketergantungan sangat tinggi dan 35,91
% memiliki ketergantungan tinggi, sedangakan pada zona 2 diperoleh jawaban
responden paling rendah 23,08 % memiliki ketergantungan sangat tinggi dan 30,77 %

memiliki ketergantungan tinggi. Hasil uji Kursskal-Wallis terhadap pertanyaan ini,
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didapat nilai kw = 7,2204 > nilai chisquare 0,05 (2) = 5,991 yang berarti bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan ketergantungan ekonomi dan mata pencaharian
masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove pada tiga zona lokasi penelitian.
Untuk mencari tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat yang terbaik
terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di tiga lokasi, dilakukan uji efektivitas
(De Garmo et al. (1984). Hasil pengujian (Tabel 13), menunjukan pemahaman dan
persepsi terbaik didapat pada zona 1 dengan nilai NP = 0,6379, diikuti zona 2 dengan
nilai NP = 0,6377, dan yang terendah pada zona 3 dengan, nilai NP = 0,4884.
Pengetahuan masyarakat tentang gejala alam, pertbéahan” musim dan nilai-nilai
kearifan lokal yang ada di masyarakat Desa Péniti kuar, sangat kental memberikan
pengaruh terhadap pengetahuan dan persepsi nasyarakat terhadap pengelolaan hutan
mangrove. Selain itu, ketergantungati-teffiadap aktivitas ekonomi, mata pencaharian
dan manfaat hutan mangrove.sehagai pelindung pantai dan permukiman dari tiupan
angin kencang serta ombak-memunculkan kesadaran masyarakat Desa Peniti Luar
akan pentingnya pengeloiaan hutan mangrove secara baik. Dari uji Kursskal-Wallis
dan De Garmo,nnienujukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pemahaman dan
ketergantungan” ekonomi yang tinggi terhadap ekosistem mangrove, cenderung
memiliki tingkat persepsi yang lebih baik terhadap pengelolaan hutan mangrove.
Pengukuran nilai ketaatan masyarakat terhadap pengelolaan hutan
manggrove yang didasari nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat
dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Dari hasil jawaban yang diberikan oleh
responden didapat hasil seperti terlihat pada Tabel 4.14 dan rekapitulasi jawaban

responden tentang ketaatan masyarakat dapat dilihat pada Lampiran 5. Tingkat
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kesadaran masyarakat Desa Peniti Luar, cukup tinggi hal ini terlihat dari jawaban
responden yang menyatakan sangat sadar dengan nilai 31,77 % dan sadar dengan
nilai 30,00 %, dalam menjaga kelestarian hutan mangrove atau setara dengan nilai
61,77 %, sedangkan yang memberikan jawaban kurang sadar dan tidak memiliki
kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan mangrove masing-masing hanya 30,39 %
dan 7,84 % atau setara dengan nilai 38,23 %. Tingkat kesadaran tersebut tidak terkait
dengan keberadaan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyasakat karena pada
umumnya masyarakat tidak mengetahui keberadaan aturan, ‘aorrma, larangan, atau
pantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutarngnangrove. Hanya 27,00 %
dan 6,73 %, responden yang menyatakan &amgdt -mengetahui dan mengetahui
keberadaan nilai-nilai kearifan lokal dalam perigelolaan hutan mangrove, selebihnya
46,32 % responden menyatakan, tidal< adanya nilai-nilai kearifan lokal dalam
pengelolaan dan pemanfaatan.hutan mangrove.

Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan nilai-nilai kearifan lokal
dalam menjaga kelestarian dan pengelolaan hutan mangrove berkorelasi dengan
tingkat ketaatanymasyarakat dalam mengikuti nilai-nilai kearifan lokal tersebut,
32,92 % resporien menyatakan tidak taat; 27,65 % menyatakan kurang taat; 9,87 %
menyatakan taat dan 29,57 % menyatakan sangat taat dalam mengikuti aturan, norma,
adat istiadat dalam menjaga kelestarian hutan mangrove. Meskipun demikian
sebagian besar responden menyatakan sangat setuju (42,00 %) dan setuju (34,16 %)
jika aturan, norma, adat istiadat, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat
Desa Peniti Luar dijadikan aturan tertulis. Sebagian besar responden juga menyatakan

sangat setuju (60,92 %) dan setuju (27,04 %) penerapan aturan dan pemberian sanksi
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atau hukuman bagi perusak sumber daya hutan mangrove dan perikanan. Tingkat
partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan mangrove seperti terlihat dari
jawaban responden menunjukan nilai 37,26 % menyatakan sangat setuju
berpartisipasi; 16,78 % setuju berpartisipasi, 24,69 % kurang setuju dan 21,27 %
tidak setuju berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan mangrove.

Memperhatikan  jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa,
kurangtaatnya masyarakat dalam mengikuti aturan atau nilai-nilai‘kearifan lokal yang
berlaku di masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaar futari mangrove, lebih
dikarenakan tidak diketahuinya keberadaan nilai-nilai”kearifan lokal tersebut dan
tidak jelasnya bentuk aturan nilai-nilai kearifan/lokalkyang harus diikuti. Nilai-nilai
kearifan lokal yang ada lebih banyak diketahui 6leh generasi tua, tetua adat, pengurus
desa, atau masyarakat yang sudah cuktp-lama berdomisili di desa ini.

Memperhatikan hasil.uji, Kursskal Wallis seperti terlihat pada Tabel 4.15,
diperoleh nilai pada setiap“pertanyaan dengan kisaran terendah Kw = 0,5554 dan
tertinggi Kw = 4,3541\léhbih kecil dibandingkan dengan nilai Chisquare 0,05 (2) =
5,991 yang herarti ‘bahwa tidak ada perbedaan signifikan ketaatan masyarakat dari
ketiga zona.loKasi penelitian terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan
hutan mangrove. Membandingkan tingkat ketaatan masyarakat dari 3 (tiga) zona
penelitian, menggunakan uji Efektifitas De Garmo et al. (1984) dengan hasil seperti
Tabel 4.16. Hasil tersebut menunjukkan zona 3 memiliki nilai NP 0,8006 yang berarti
bahwa tingkat ketaatan di zona 3 paling baik jika dibandingkan pada zona 1 dan zona
2 yang masing-masing memiliki nilai NP = 0,2808 dan NP = 0,1875. Meskipun nilai

NP pada zona 3 menunjukkan nilai ketaatan tertinggi (paling baik), namun hasil uji
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Kursskal _Wallis terbukti tidak adanya perbedaan yang signifikan ketaatan terhadap
nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan mangrove di desa ini. Tingkat
ketaatan masyarakat mengikuti norma-norma kearifan lokal dalam pengelolaan hutan
mangrove, memiliki hubungan dengan tingkat ketergantungan aktivitas ekonomi dan
mata pencaharian masyarakat yang sangat tinggi terhadap keberadaan hutan
mangrove. Selain itu, sebagian besar responden juga sangat meyakini bahwa jika
hutan mangrove dilestarikan dan dikelola dengan baik akan memberikan manfaat
sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Desa Peniti Luar.

Menurut Mulia dan Sumarjani, (2001),. pengelolaan hutan mangrove
dibandingkan dengan pengelolaan hutan tropika dianggap sangat minor, hal ini
dikarenakan nilai ekonomis kayu mangrove jauh lebih kecil, bisa hanya 10-20 %
dibandingkan nilai ekonomis kayu tropika.“Padahal selain nilai ekonomis yang lebih
kecil terdapat beberapa keunggutan pengelolaan hutan mangrove di antaranya adalah:
(1) kecilnya tekanan terhadap.lahian hutan mangrove karena lokasi yang tidak nyaman
(berlumpur, payau dansbanyak nyamuk dan agas, susah air tawar, serta akses yang
sulit), dan (2)..kemampuan regenerasi alam yang luar biasa, sehingga tingkat
kelestarianhya “sangat tinggi. Meskipun memiliki keunggulan dan kemampuan
regenerasi alam yang cukup tinggi dari hutan mangrove, namun tekanan yang tinggi
dari hutan mangrove justru muncul dari aktivitas pembangunan, aktivitas ekonomi
serta tidak diikutinya konsep pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove oleh
berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat yang berdomisili di

kawasan hutan mangrove.
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Nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat Desa Peniti Luar
ternyata cukup mempengaruhi sikap masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan,
dan menjaga kelestarian hutan mangrove. Rendahnya tingkat pengetahuan dan
kesederhanaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hutan mangrove
berkorelasi dengan perilaku, kebiasaan, dan norma yang sangat memperhatikan
kelestarian lingkungan. Akan tetapi kondisi tersebut akan mudah mengalami
pergreseraan pada saat terjadinya perubahan pengetahuan dan pefiggunaan teknologi.
Perubahan pengetahuan dan teknologi jika tidak dilakukan pengaturan dalam
pemanfaatan sumber daya hutan mangrove yang ada¢akar memberikan pengaruh
terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan budayarmasyarakat. Dampak selanjutnya
adalah terjadinya perubahan karakteristik, “kerusakan, dan penurunan kualitas
lingkungan sumber daya hutan mangreve,” Hasil penelitian BPP-PSPL Universitas
Riau (2005), yang memperlihatkan bahwa cara-cara tradisional masyarakat
tradisional yang dijalankan-dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut harus
berhadapan dengan‘catg-Cara modern (penggunaan peralatan yang tidak ramah
lingkungan, dntensifikasi penggunaan lahan, hingga penggunaan bahan berbahaya
seperti racun), mulai mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat pesisir. Namun
demikian, dengan mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal yang berbentuk normatif
jika dituangkan dalam aturan-aturan legal-formal ternyata dapat meminimalisir
pergeseran dan tekanan cara-cara modern dalam pemanfaatan sumber daya hutan
mangrove dan perikanan sehingga percepatan kerusakan sumber daya yang kian

parah dapat dicegah.
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Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Desa Peniti Luar dalam pengelolaan
dan pemanfaatan hutan mangrove, seperti telah dikemukakan sebelumya baru pada
tataran kebiasaan (folkways). Nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat ditingkatkan
statusnya menjadi peraturan tertulis atau legal formal dalam bentuk Peraturan Desa
(PERDES). PERDES adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa. Berdasarkan PERMENDAGRI No.29 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan DgSa,.bahwa BPD dan
Kepala Desa memungkinkan membuat Peraturan Desa darnPeratdran Kepala Desa.
Dikemukakan pada BAB Il Pasal 5 Peraturan desa_tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum dan atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

PERMENDAGRI No.29 Tahun.2006 Bdb 1l (Pasal 2) bahwa pembentukan
Peraturan Desa harus berdasarkan, asas-peémbentukan Peraturan Perudang-undangan
yang baik meliputi: (1) kejelasan, tujuan, (2) kelmbagaan tau organ pembentuk yang
tepat, (3) kesesuaian anfara-jenis dan materi muatan, (4) dapat dilaksanakan, (5)
kedayagunaan dan kehasigunaan, (6) kejelasan rumusan, dan (7) keterbukaan. Untuk
itu maka dalam>penyusunan PERDES harus benar-benar merupakan aspirasi dan
keinginan dari semua kelompok masyarakat.

Berdasarkan jawaban dari responden dan wawancara mendalam dengan
pemuka masyarakat, tetua adat, dan pengurus desa menunjukkan keinginan yang kuat
untuk pembentukan aturan tertulis yang dijadikan acuan dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya hutan mangrove di Desa Peniti Luar. Adanya aturan
tertulis dalam bentuk PERDES, diperlukan masyarakat dengan tujuan mempermudah

koordinasi, penetapan tugas, dan wewenang atau bahkan pembentukan lembaga sosial
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formal yang difokuskan untuk penanganan kegiatan pelestarian (konservasi) hutan
mangrove di wilayah ini. Pada Tabel 4.19. berikut ini disampaikan langkah-langkah
yang dapat dilakukan untuk penginisiasian PERDES agar berjalan dengan benar.

Tabel 4.19 Langkah Strategis yang Perlu Dijalankan dalam Penginisiasian PERDES

No Stakeholder Langkah Strategis
1 | Pamong Desa dan a) Sosialisasi pentingnya PERDES pengelolaan sumber daya
Tokoh Masyarakat pesisir dan laut

b) Musyawarah desa untuk mengakomodir semua pendapat,
kebutuhan, dan kepentingan semua komponen masyarakat
dalam pemanfaatan sumber daya fwutan mangrove (batas
wilayah pengelolaan, kegiatan-kediatari yang diperbolehkan
dalam wilayah pengelolaan , peniegang-legalitas, dan sanksi)

¢) Musyawarah antara desa-desa yang berada di Kawasan Pesisir
Kecamatan Siantan, terutama,_eSa-desa yang berbatasan
langsung dengan DesasFPeniti” Luar, untuk menyamakan
persepsi dan sikap dalaim _pénginisiasian PERDES dan dalam
penentuan wilayali pengelofaan.

2 | Pemerintah a) Memberikan jamifanstérhadap hak dan legalitas PERDES

Kabupaten yang telah disyahkan-Sesuai dengan semangat otonomi desa.

b) Memberikan fasilitas dalam upaya desa meneggakkan aturan
yang telalrdituahgkan di dalam PERDES.

¢) Meffberikal” dukungan yang kuat jika desa berhadapan
dengan kukuatan lain yang coba merongrong hak dan legalitas
PERDES, maupun dalam pemanfaatan sumber daya perairan.

d)_‘Rengkoordinasikan semua jajaran yang berada dibawahnya
untuk benar-benar mengakui dan mendukung hak dan
legalitas PERDES.

3 | Aparatur Keamanan a) Bekerjasama dalam menegakkan aturan yang tertuang di
dalam PERDES

b) Menertibkan dan memberikan sanksi yang tegas kepada
oknum-oknum yang bertindak diluar tugas dan wewenangnya
terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
Kawasan Pengelolaan yang ditetapkan atau disepakati.

4 | LSM a) Membantu sosialisasi pentingnya PERDES

b) Memberikan stimulan-stimulan kepada masyarakat dalam
upaya penyadaran pentingnya PERDES.

c) Pendampingan  masyarakat, untuk mengurangi dan
menghindari benturan-benturan kepentingan dalam kelompok
masyarakat.

5 | Perguruan Tinggi a) Membantu sosialisasi pentingnya PERDES

b) Memberikan stimulan-stimulan kepada masyarakat dalam
upaya penyadaran pentingnya PERDES.

a) Membantu penyusunan perencanaan, pelaksanan dan evaluasi
program-program terkait pengelolaan sumber daya mangrove

b) Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat serta
melakukan penelitian terapan dalam pengembangan

Sumber: Dimodifikasi dari BPP-PSPL Universitas Riau (2005)
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Peniti Luar memiliki potensi sumberdaya pesisir berupa hutan mangrove,
yang menjadi habitat berbagai jenis burung, reptilia dan komoditas perikanan
(udang galah, kerang kepah dan kepiting). Vegetasi mangtove-didominasi spesies
Avicinea alba dengan nilai INP: 155,12 tingkat péhen;=157,80 tingkat pancang;
dan 128,73 tingkat semai. Indeks keragaman“jenis” vegetasi 0,44 — 0,52 pada
semua tingkatan yang menunjukkan vegetasi: mangrove di Desa Peniti Luar
berada pada kondisi rawan tinggi,

2. Masyarakat Desa Peniti Luar memiliki kearifan lokal yang masih dipertahankan
dan dapat menunjang~dalani“mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan
mangrove. Nilaisnilai kearifan lokal tersebut berupa (1) ide atau gagasan, serta
kebiasaan (folkways), meliputi pelarangan penebangan kayu mangrove untuk
tujuars,_komersial, tidak melakukan penangkapan kepiting dan kerang kepah
berukuran kecil, pengaturan jarak penempatan alat tangkap ikan tradisional, (2)
tata nilai kelakuan (mores) meliputi tidak boleh bersiul saat melakukan
penangkapan ikan atau saat berada di sungai dan laut, tidak boleh berbicara kotor
(takabur) saat berada di laut, menjaga daerah hutan dan perairan yang dipandang
sebagai wilayah keramat, dan (3) budaya serta adat istiadat (custom) meliputi

penghormatan terhadap laut (menyemah laut), tolak bala dan acara “Robo-robo”.

111
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3. Pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang keberadaan nilai-nilai kearifan
lokal dalam pengelolaan hutan mangrove cukup baik. Dan ketaatan yang masih
rendah dalam mengikuti nilai-nilai kearifan lokal dapat ditingkatkan dengan
memperkuat kedudukannya dalam bentuk Peraturan Desa (PERDES), dengan
tujuan memperjelas aturan-aturan, sanksi, sistem pengelolaan yang harus ditaati
dan dilaksanakan, serta kelembagaan yang harus dibentukidalam pengelolaan

hutan mangrove.

B. Saran
Beberapa saran yang dikemukakan dari pef€litian ini antara lain :

1. Perlu dilakukan program rehabilitasiy dan pelestarian ekosistem mangrove
diantaranya melalui upaya péningkatan keragaman spesies mangrove, untuk itu
diperlukan kerjasama dan-Keterkaitan stakeholder yang mempunyai kepentingan
serta kepedulian terhadap-hutan mangrove.

2. Nilai-nilai kearifan-lokal yang ada di masyarakat yang terkait dengan upaya
pelestarian “hutan mangrove perlu dipertahankan dan diperkuat kedudukannya
dalam bentuk Peraturan Desa (PERDES).

3. Perdes yang akan dibentuk, diperlukan rumusan melalui kegiatan musyawarah
yang mengakomodir pendapat, kebutuhan, dan kepentingan semua komponen

masyarakat. Selain itu Peraturan Desa yang telah dibentuk harus disosialisasikan.
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Lampiran 1. Peta administrasi lokasi penelitian

Lokasi
Penelitian
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Lampiran 5. Rekapitulasi Hasil Penilaian Responden mengenai Persepsi
Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove
Pertanyaan | Lokasi Jml H??Sélsggﬂggr']an Persentase (%0
Responden
1 12|34 1 2 3 4
[ 24 8 |12 4|0 33,33 50,00 16,67 -

QP1 I 17 113 |2 | 1| 6471 | 1765 | 11,76 5,88
1] 13 2 1243 15,38 15,38 30,77 3,08

Rerata 37,81 27,68 19,73 9,65

[ 24 2|1 0]16| 6 8,33 0,00 66,67 25,00

QP2 1 17 1]10]12| 4 5,88 0,00 70,59 23,53
1] 13 0|0 |58 0,00 0,00 38,46 61,54

Rerata 4,74 0,00 58,57 36,69

| 24 7 | 2 |10 /52917 8,33 41,67 | 20,83

QP3 1 17 410 | A\ 4 23,53 0,00 52,94 23,53
1T 13 6 | 4~ 1 |2 | 4615 | 30,77 7,69 15,38

Rerata 32,95 13,03 34,10 19,92

| 24 11 Y| 11| 1 | 4583 4,17 45,83 4,17

QP4 1 17, 5710 |10 2 29,41 0,00 58,82 11,76
Il 13 1110 |0 | 2 84,62 0,00 0,00 15,38

Rerata 53,29 1,39 34,89 10,44

| 24 1]11[10]12] 417 4,17 41,67 | 50,00

QP5 ] 17 0|7 |64 0,00 41,18 35,29 23,53
1 13 2 |44 |3 15,38 30,77 30,77 23,08

Rerata 6,52 25,37 35,91 32,20

| 24 2|10 ]10| 12 8,33 0,00 41,67 50,00

QP6 1 17 0|0 (12| 5 0,00 0,00 70,59 29,41
11 13 2 |44 |3 15,38 30,77 30,77 23,08

Rerata 7,91 10,26 47,67 34,16

I 24 6 |49 |5 25,00 16,67 37,50 20,83

QP7 I 17 0|2]12| 3] 000 11,76 | 70,59 | 17,65
1} 13 2 10| 4] 7] 1538 0,00 30,77 | 53,85

Rerata 13,46 9,48 46,29 30,78

Sumber: Diolah dari data Primer, 2010
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Lampiran 6. Rekapitulasi Hasil Penilaian Responden Mengenai Ketaatan
Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove
Pertanyaan | Lokasi Jml Hﬁégigﬂgs:]an Persentase (%0
Responden
112|3] 4 1 2 3 4

| 24 0798 000 29,17 | 37,50 | 3333

QK1 1 17 4 | 4|5 | 4| 2353 | 2353 | 2941 | 2353

Il 13 0|5[3]|5] 000 38,46 | 23,08 | 3846

Rerata 7,84 30,39 30,00 31,77

| 24 10| 6 | 3| 5 | 41,67 | 2500 [1250 | 20,83

QK2 1 17 10 2 | 0| 5| 5882 4, 11,76 0,00 29,41

1T 13 5131 4| 3846\./2308 7,69 30,77

Rerata 46,32 19,95 6,73 27,00

| 24 6 | 11| 2 [/5,[\25/00 | 45,83 8,33 20,83

QK3 1 17 6 | 5 |A\ 5773529 | 2941 5,88 29,41

I 13 5 | A% 2 |5 | 3846 7,69 15,38 | 38,46

Rerata 32,92 27,65 9,87 29,57

| 24 302712 7] 1250 8,33 50,00 | 29,17

QK4 1 17 471 2 | 5|6 | 2353 | 11,76 | 29,41 | 3529

1T 18 21 0]3)| 8] 1538 0,00 23,08 | 6154

Rerata 17,14 6,70 34,16 | 42,00

| 24 0| 4/[6 14| 000 16,67 | 2500 | 5833

QK5 I 17 02 [3]12] 000 11,76 | 17,65 | 70,59

I 13 0157 000 7,69 38,46 | 53,85

Rerata 0,00 12,04 27,04 60,92

| 24 5/8|6 |5 208 | 3333 | 2500 | 20,83

QK6 Il 17 6 | 3|3 |5 3529 | 1765 | 1765 | 29,41

I 13 1[3]1]8] 769 23,08 7,69 61,54

Rerata 21,27 | 2469 | 16,78 | 37,26

Sumber: Diolah dari data Primer, 2010
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Lampiran 7. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian, Kondisi Hutan Mangrove, dan Aktivitas
Ekonomi di Lokasi Penelitian

Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian
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Lampiran 7. (Lanjutan)

Kondisi Vegetasi Mangrov di Kawasan Penelitian
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Lampiran 7. (Lanjutan)

Kondisi Hutan Mangrov yang Dikonversi Menjadi Lahan Perkebunan dan Tambak
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Lampiran 7. (Lanjutan)

Aktivitas Ekonomi yang di Tunjang Oleh Keberadaan Hutan Mangrov: (Searah Jarum Jam)
Lapak Penjualan Kerang Kepah, Kios/Warung Penjualan Burung, Restoran dan Pengolahan
Gula Kelapa (Gula Merah)
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Lampiran 8 Dimensi Sosial Budaya, kondisi sistem religius adat istiadat, sistem pengetahuan dan teknologi

No Keragaman Dimensi Sosial Budaya Tujuan dan Tata cara
1 Sistem Religius & Adat Istiadat
a. Upacara menyemah laut

— Kegiatan ini bertujuan untuk menghindari gangguan dari mahluk halus yang berasal dari laut.

— Upacara ini dilakukan apabila ada yang berhajatmeminta keselamatan dalam menempuh
perjalanan di laut atau minta disembuhkan dari pehyakit yang berasal dari gangguan mahluk
halus di laut.

—  Prosesi persembahan dilakukan dengah meletakkan perlengkapan persembahan di dalam
piring, selanjutnya ditaburkan_di tengah-tengah laut. Mereka yang ingin disembuhkan dari
satu penyakit sering pula disébut buang-buang, yaitu dengan menghanyutkan perlengkapan
persembahan pada sebual'saffipafikecil atau pada sebuah tempurung atau batok kelapa saja.

— Upacara seperti ini saat sekarang sudah jarang sekali dilakukan oleh masyarakat Desa Peniti
Luar karena diangag-bertentangan dengan ajaran agama yang dianut (Islam).

b. Pantangan dan Larangan dalam — Masyarakat memahiami/bahwa laut bukan diperuntukan bagi manusia semata, tetapi terdapat
pemanfaatan sumberdaya laut pula mahluk Tuhamslair yang perlu mendapatkan hidup di laut atau kawasan hutan. Agar
semua berjalan serasi, seimbang dan tidak ada perbenturan kepentiangan antara manusia dan
mahluk TuhanYainnya (mahluk halus), maka ada keyakinan masyarakat melakukan larangan
atau pantangan dalam beraktivitas di laut atau kawasan hutan mangrove.

— Pdntangan dtau larangan adalah bersiul di laut atau di kawasan hutan mangrove, tidak boleh
budng aif kecil dibawah pohon besar/rimbun. Tidak boleh berkata kotor, dan makan
Dertaburan atau tidak sopan.

c. Pranata sosial pengelolaan % “Pengelolaan sumberdaya laut dan hutan mangrove di Desa Peniti Luar belum tumbuh pada
sumberdaya laut dan hutan tahap normative, hanya berkembang pada tataran kebiasaan (folkways). Pemeliharaan
mangrove lingkungan laut khususnya hutan mangrove hanya hadir dalam bentuk pemanfaatan secara

tradisional, sehingga lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan teknologi modern.

— Aturan-aturan yang berupa norma atau peraturan tertulis pada tingkat desa belum ada sama
sekali, begitu pula sanksi dan pemegang legalitas pengelolaan sumberdaya laut dan hutan
mangrove belum ada.
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2. | Sistem Pengetahuan dan Teknologi

a. Pengetahuan tentang gejala-gejala | —  Pengetahuan tentang musim yang berhubungan dengan musim penangkapan ikan,
alam pengetahuan tentang bintang, pengetahuan tanda-tante akan terjadinya suatu kejadian.

— Pengetahuan yang tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan ini menjadi panduan bagi mereka dalam
memenuhi kebutuhan hidup dan menghindari daribahaya.

— Musim, bintang dan tingkah lahu hewan‘seperti‘burung, suara binatang merupakan pemandu
bagi nelayan dalam penangkapan ikan,

— Pengetahuan tentang pasang surtt berkaitan dengan penentuan waktu yang tepat untuk turun
ke laut dan pulang dari menangkep ikan, udang atau kepiting.

— Pengetahuan tentang keadaan/Cuaca’dalam menangkap ikan di laut ditentukan pula oleh
gelap atau terang cahaya hulanymasyarakat menybutnya bulan terang dan bulan gelap.
Apabila melakukan penangkapan ikan pada bulan terang, hasil tangkapan umumnya tidak
banyak.

— Pengetahuan lainyang’berkaitan dengan gejala-gejala alam adalah pengetahuan tentang
angin, masyarakgt mengenal adanya angin Barat, angin Timur, angin Utara, dan angin
Selatan.Jiupan angin yang ditakuti oleh para nelayan adalah tiupan angin Barat dan angin
Selatamy karena‘memiliki kekuatan dan kecepatan tinggi yang diikuti dengan tingginya curah
hujar-danigefombang di laut. Angin Barat dan angin Utara sering menyebabkan kecelakaan
fielayamdi laut karena terseret arus atau kapal/perahu nelayan karam. Pada kondisi ini
nelayan Desa Peniti Luar hampir tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan

b. Pengetahuan tentang biota laut dan |{\—\{ Péngetahuan masyarakat tentang biota laut dan pesisir lebih didasarkan pada kebutuhan atau
pesisir kegunaan dari biota tersebut, yang diperoleh secara turun temurun.

—/ Tidak ada pengetahuan spesifik tentang biota laut termasuk ikan dan udang-udangan
masyarakat tidak mengetahui musim pemijahan, tempat pemijahan ikan, dan pengaruh
penangkapan ikan/udang-udangan pada musim pemijahan.

— Masyarakat mengetahui pada musim bulan gelap adalah saat yang tepat untuk penangkapan
kepiting karena kepiting sedang bertelur dan memiliki daging lebih banyak.

—  Masyarakat tidak melakukan pengumpulan kerang kepah dengan ukuran kecil dibawah 3
cm, karena mengetahui jika semua ukuran kerang kepah di kumpulkan untuk dijual akan
terjadi kepunahan, selain itu juga harga jual rendah karena daging kepah sedikit.
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c. Teknologi Tradisional dalam — Penggunaan teknologi tradisional dalam penangkapan ikan, udang dan kepiting masih
Menangkap Ikan, udang dan berlangsung hingga saat ini, seperti pancing, rawai, jaring, jala, tombak, belat dan pengumpulan
Kepiting kerang secara manual.

— Alat tangkap yang digunakan umumnya bersifat statis,ymadah dalam pengoperasiannya, dan jenis
ikan yang ditangkap lebih selektif.

— Terdapat pula cara-cara yang merusak lingkungah perairan sungai, pesisir dan laut seperti
penggunaan bius dan racun (tuba).

3. | Sistim organisasi dan kelembagaan
a. Badan Perwakilan Desa — BPD, merupakan badan permusyawdratan’desa yang menjadi mitra sejajar Kepala Desa dalam
membangun desa. Namun demikian,BPD di Desa Peniti Luar belum sepenuhnya berfungsi
sebagaimana mestinya. Keberadaainnya terkesan hanya sebagai pelengkap, rencana pembangunan
dan pengembangan Desa PenitibLdar lebih diperankan oleh Kepala Desa.

b. Pemberdayaan Kesejateraan — PKK, merupakan organisasi wanita para ibu rumah tangga, secara terjadwal dilakukan kegiatan
Keluarga dan Majelis Taklim dan pertemuan mifimaled#(satu) kali dalam sebulan,namun kenyataannya kegiatan tersebut tidak
dilakukan secara rutin. Akativitas kegiatannya juga belum menunjukan pada kegiatan produktif
dalam meningkatkari Kesejahteraan keluarga atau pembangunan desa.

— Belum pernalirkegiatan yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan atau hutan mangrove di
Desa Renifl Luar.

— Pada waumnya anggota PKK saat diwancara mengemukakan siap terlibat jika ada program dalam
menjaga lingkungan khususnya menjaga hutan mangrove agar tetap lestari

— |\ Kegidtdn kelembangaan yang cukup mendapat partisipasi masyarakat terutama ibu-ibu adalah
maj€lis taklim yang diisi dengan pengajian, wirid dan yasinan.

c. Karang Taruna %, Kegiatan yang banyak dilakukan oleh pemuda di daerah ini baru sebatas kegiatan olah raga
d. Kelompok Nelayan dan Kelompok™= Kelompok nelayan yang ada tidak terbentuk secara permanen, aktivitas kelompok hanya terlihat
Konservasi saat ada program penyuluhan dari pemerintah atau kelompok-kelompok nelayan yang tergabung

dalam aktivitas penangkapan atau pengumpul dan pedagang kepah.
—  Belum ada kelompok konservsi atau kelompok peduli mangrove di Desa Peniti Luar

Sumber: Diolah dari data Primer, 2010
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